=

PANCACITA

PEMERINTAH ACEH

LAPORAN

LAYANAN

INFORMASI PUBLIK
PPID ACEH TAHUN 2022

Aceh

ill.l TR

' ANUGERAH

- Caion i
7 Begpers Bemr iy

PEMERINTAH ACEH
ek g ke b
S e
INFORMATIF
[y mi

=

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH

Jalan STA Mahmudsyah Nomor 14 Banda Aceh
website: ppid.acehprov.go.id email: ppid@acehprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga
kegiatan Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Aceh telah berjalan dengan baik
sesual tugas vang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama
Aceh medalul Dinas Komumikasi Informastika dan Persandian Aceh,

Laporan kegiatan ini merupakan hasil pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan layanan
Informasi Publik vang dilakukan di lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dengan
sumber dana dari APBA Tahun 2022 pada Dafier Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. Dengan rincian kematan diantaranva vaitu
melakukan rapat-rapat koordinasi, pendampingan, pelayanan permohonan informasi dan
pengajuan keberatan serta memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi.

Dasar hukum pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Aceh
ini diantaranya adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang  Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Teta Kerja Dinas Komunikasi Informasi dan
Persandian Aceh. Peraturan Gubemur Aceh Nomor | Tahun 2023 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh serta Keputusan Gubernur
Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) di Lingkungan Pemerintah Aceh

Pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Aceh dilaksanakan melibatkan banyak
pihak termasuk PPID Pembantu Saan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) schingga kegiatan
layanan informasi publik dapat terlaksana dengan baik. Pelavanan Informasi Publik di
lingkungan SKPA dilaksanakan masih menerapkan protokol kesehatan, mengingst keadaan
Pandemi Covid-19 masih belum pulih sempuma meskipun PPEM telah dicabut namun
pelayanan  informasi lebih  banvak  dilakukan melalui  Online  vaim,
“hitps:/‘ppid.acehprov.goidv2™,  atau  melalw  situs  resmi Pemerintah  Aceh
“https.//acehprov go.id™ ;

Demikian resume ini dibuat untuk seperlunya. Terima kasih.

Banda Ac th. 18 Japtiari 2023
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI I]AN"
DL PPIDY ACEH
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PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum PPID Aceh

1. Dasar Hukum

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informas Publik (UU KIP) merupakan regulas yang mendasari penetapan Pejabat
Pengelola Informas dan Dokumentasi (PPID) Aceh, dan sesual Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP. Kemudian
Peraturan Komis Informas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informas Publik (SLIP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komis
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informas Publik (SLIP).
Regulas tersebut merupakan payung hukum bagi Penetapan dan Penunjukkan PPID
Aceh di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh pertama kali membentuk dan menunjuk PPID Aceh Tahun
2010 oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan surat Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 480/590/2010 tentang Penetapan Tim Koordinas Pejabat Pengelola
Informas dan Dokumentas di Lingkungan Pemerintah Aceh, sebagaimana telah
direvis beberapa kali dan yang terakhir Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor
903/78/2022 tentang Penetapan Pegjabat Pengelola Informas dan Dokumentas di
Lingkungan Pemerintah Aceh.

Pada tataran implementas, PPID Aceh berusaha meningkatkan layanan
informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu,
biayaringan, dan cara sederhana kepada publik. Hal tersebut tidak lain adalah untuk
mewujudkan tujuan Pasal 3 UU KIP. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut
mengamanahkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah segera menetapkan dan
mengembangkan sistem Pelayanan pada PPID di Badan Publik.

Secara berurutan kebijakan pelaksanaan pelayanan informas publik di
Lingkungan Pemerintah Aceh berpedoman kepada beberapa aturan turunan lainnya
seperti :

1. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informas
Publik.
2. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu

(SIAT).
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3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2022 tentang Monitoring dan
Evauas Pelayanan Informasi Publik.

4. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penegelolaan
Informas dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh.

Pelayanan Informas Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh dilaksanakan
sepenuhnya oleh Dinas Komunikas, Informatika dan Persandian Aceh dan lintas
sektor Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan Kelembagaan dan Struktur
PPID Aceh terdiri dari: Gubernur sebagai Pengarah; Sekretaris Daerah Aceh sebagai
atasan PPID yang sekaligus Ketua Tim Pertimbangan; sementara PPID Utama
dijabat oleh Kepala Dinas Komunikas Informatika dan Persandian Aceh, yang
dibantu oleh Tim Sekretariat PPID Utama yang dilaksanakan Bidang Pengelolaan
dan Layanan Informas Publik dan selanjutnya PPID Pembantu dijabat Oleh
Sekretaris Dinas/Pgjabat yang membidangi bidang Komunikas dan Informas di
setiap SKPA. Adapun struktur PPID Aceh seperti tercantum dalam table di bawah

ini;

Struktur Pgjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh;

Gubernur Aceh
Pengarah

\ 4

Sekretaris Dagrah Aceh

Tim Pertimbangan -
gan |- Atasan PPID

'

Kadis Kominfo Aceh
PPID Utama

y

KepalaBidang PLIP
Pel aksana Harian PPID

v v v v
Pelayanan Pengelola Data Fasilitasi Pengdola
Informasi dan dan Klasifikasi Penyelesaian Aplikasi
Dokumentasi Informasi Sengketa Informasi Database PPID
v
PPID Pembantu

Satuan Kerja Perangkat Aceh
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Daam implemenetas keterbukaan informas publik, Pemerintah Aceh saat ini
terus mendapatkan apresias dari berbaga pihak termasuk Komis Informas Pusat,
diantaranya dalam survel Indeks Keterbukaan Informas Publik (IKIP), serta dalam
monitoring dan evaluas setigp tahun 2022. Pemerintah Aceh merupakan Provins
yang paling konsisten dan konsekuen dalam menjalankan keterbukaan informasi
publik, sehingga pada tahun 2022 Indek Keterbukaan Informas Publik Aceh
mendapat nilai 79,13. Kemudian selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut sejak
2013-2022, PPID Aceh mendapat Anugerah Keterbukaan Informas katagori
Provins peringkat 5 (lima) besar. Selama 3 (dua) tahun terakhir yaitu Tahun 2020
dan 2021 dan 2022 juga dengan kualifikas informatif. Penganugerahan tersebut
tentu sga merupakan prestas yang luar biasa bagi Pemerintah Aceh dalam
mengimplementas UU KIP di Bumi Aceh.

Kaau dirunut ke belakang maka Pemerintah Aceh merupakan satu-satunya
Provins yang paling konsisten dalam kepatuhan implementas UU KIP, sehingga
prestas tersebut tercatat dalam sejarah keterbukaan informasi pulik di Aceh yaituy;
sgjak Tahun 2013, untuk pertama kalinya Pemerintah Aceh menerima Anugerah
Keterbukaan Informas publik sebagai peringkat 111 Terbaik Nasional Tingkat
Provins yang Anugerahnya diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono kepada
Ketua Pelaksana Harian PPID Aceh, Ir. Sanasi,, MM, pada tanggal 12 Desember
2013 di Istana Wapres Jakarta. Tahun 2014 Peringkat |1 terbaik Nasional, award
diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Pada tanggal 15 Desember 2015 Pemerintah Aceh kembali mendapat
Anugerah di Peringkat |, Pialanya diserahkan oleh Presiden Jokowi di Istana
Negara. Pada tanggal 16 Desember Tahun 2016, Aceh harus puas di Peringkat |1,
award diserahkan oleh Jusuf Kalla kepada Ir. Hasanuddin, M.Si mewakili Gubernur
Aceh di Istana Wapres Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2017,
Pemerintah Aceh mendapat peringkat |11, yang diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla
kepada Marwan Nusuf, B. HSc, MA, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Aceh
mewakili Gubernur Aceh di Istana Wapres. Tahun 2018, Pemerintah Aceh mendapat
status menuju informatif, anugerahnya diterima oleh Plt. Gubernur Aceh Nova
Iriansyah. Tahun 2019 juga dengan kualifikas menuju Informatif dan anugerahnya
diterima oleh Kepala Dinas Komunikas Informatika dan Persandian Aceh, Marwan
Nusuf, B. HSc, MA.
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Selanjutnya Pemerintah Aceh mendapat Anugerah Keterbukaan Informas
publik dengan kategori Informatif, dan penganugerahannya dilaksanakan secara
virtual tanggal 25 November 2020 di Istana Negara Wakil Presiden dan dihadiri oleh
Gubernur Aceh dan selurun Gubernur Indonesia secara langsung. Tahun 2021,
Pemerintah Aceh juga mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan
Kategori Informatif. Penganugerahannya dilaksanakan secara virtual, yang dihadiri
oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan Pialanya diserahkan oleh Wapres Ma’ruf
Amin pada tanggal 26 Oktober 2021 di Istana Wapres Jakarta. Dan, di Tahun 2022,
Pemerintah Aceh mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan
Kategori Informatif yang penghargaannya diserahkan oleh Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Rl Mahfud MD yang diterima oleh Kepala
Dinas Komunikas Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf, B. HSc, MA
di di AtriaHotel Gading Serpong Tangerang, Rabu 14 Desember 2022.

Kerja keras Pemerintah Aceh melalui PPID Utama selama ini telah berhasil
menempati posis Informatif selama 3 tahun terakhir bersama Proving yaitu Jawa

Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan DK Jakarta.

Tabel A.1 Daftar Penerimaan Penghargaan Anugerah KIP PPID Aceh

TANGGAL/
NO PERINGKAT | NILAI DISERAHKAN YANG TERIMA TEMPAT
TAHUN
1 | 12-12-13 Il - Wakil Presiden Sanasi I stana Wapres
Boediono (Ka. UPTD) Jakarta
2 | 12-12-14 I - Wakil Presiden Zaini Abdullah Istana Wapres
Jusuf Kalla (Gubernur Aceh) — Jakarta
3 | 15-12-15 I - Presiden Zaini Abdullah | Istana Presiden
Joko Widodo (Gubernur Aceh) - Jakarta
4 | 16-12-16 I - Wakil Presiden Hasanuddin | stana Wapres-
Jusuf Kalla (PPID Aceh) Jakarta
5 | 21-12-17 [l 90,47 | Wakil Presiden Marwan Nusuf | stana Wapres-
Jusuf Kalla ( PPID Aceh) Jakarta
6 | 05-11-18 Menuju - Wakil Presiden Novalriansyah | Istana Wapres-
Informatif Jusuf Kalla (PIt. Gubernur) Jakarta
7 | 21-11-19 Menuju | 80,07 | Wakil Presiden Marwan Nusuf | stana Wapres-
Informatif Ma’ruf Amin (PPID Aceh) Jakarta
8 | 25-11-20 | Informatif | 96,73 | Wakil Presiden Novalriansyah | IstanaWapres-
Ma’ruf Amin (Gubernur Aceh) Jekarta
9 | 26-10-21 | Informatif | 96,93 | Wakil Presiden Nova Iriansyah |stana Wapres
Ma’ruf Amin (Gubernur Aceh) Jakarta
10 | 14-12-22 | Informatif | 98,64 | Menkopolhukam Marwan Nusuf Atria Hotel -
Mahmud MD (PPID Aceh) Tanggerang

Prestas tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Aceh dan jgarannya

konsistens serta berkomitmen tinggi dalam mengimplementass UU KIP bak di
lingkungan Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota dan Gampong.
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2. SaranaLayanan Informas
Pelayanan informas publik di lingkungan Pemerintah Aceh selama ini berada

di bawah koordinasi Kepala Dinas Komunikas Informatika dan Persandian Aceh
selaku Pegjabat Pengelola Informas dan Dokumentass (PPID) Aceh. Sementara
untuk Sekretariat PPID Aceh desk Layanan Informasi selamaini berada pada Dinas
Komunikas Informatika dan Persandian Aceh Jalan STA. Mahmudsyah Nomor 14
Banda Aceh. Gedung tersebut sangat representatif, lokas mudah dijangkau dan
akses transportas yang mudah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah
menemukan lokas sekretariat untuk mengakses informas secara langsung,
sementara pelayanan secara online yang terintegrasi ke seluruh SKPA serta dapat
diakses melalui situs resmi Pemerintah Aceh di  https://acehprov.go.id/,

https.//ppid.acehprov.go.id dan juga melaui android.

3. Sumber Daya Manusia
Pegjabat Pengelola Informas dan Dokumentas (PPID) Aceh saat ini berada
pada Dinas Komunikas Informatika dan Persandian Aceh, pada Jabatan Struktural
Bidang Pengelolaan dan Layanan Informas Publik. Sementara sumber daya

manusia yang dimiliki terampil sesuai kualifikasinya seperti dalam tabel berikut:

Tabel A.2 Jumlah Tenaga Pelayanan Informasi Menurut Tingkat Pendidikan dan

Jabatan Tahun 2022
No Jabatan Riwayat Pendidikan Jumlah
SMA | D3 S1 S2 S3

1 | Kepala Dinas Kominfo - - - 1 - 1
dan Sandi

2 | KepaaBidang PLIP - - - 1 - 1

3 | Pranata Humas Ahli 2 - 2
Muda

4 | Andis Kebijakan Ahli - - - 2 - 2
Muda

5 | Kepaa Bagian Bantuan - - - - 1 1
Hukum Setda Prov Aceh

6 | Kasubbag Legidas - - 1 - - 1
Setdaprov Aceh

7 | Pranata Komputer - - - 1 - 1

8 | Staf Sekretariat PPID 2 - 5 - - 7

Jumlah 2 - 6 7 1 16
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4. Pendanaan
Daam Implementas Keterbukaan Informas Publik, Pemerintah Aceh pada
prinsipnya sangat berkomitmen serta konsisten, baik dari segi penyedian layanan
dan informas publik maupun Kketersediaan anggaran, setiap tahunnya terjadi
perubahan yang signifikan sehingga terus mengalami peningkatan, hal ini dapat
terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel A.3 Anggaran Keterbukaan Informas Publik dari Tahun 2013-2022

No Tahun Jumlah_dalam Keterangan
Rupiah

1 2016 1.147.967.000,- | Khusus Pelayanan Informasi di PPID
2 2017 1.303.910.000,- | Aceh
3 2018 2.204.645.000,- | Terdiri dari beberapa kegiatan terkait

penyelenggaraan  KIP  termasuk
4 2019 3.500.000.000,- | nggaan KIA dan Tim System
S 2020 6.031.698.985,- | Informasi Aceh Terpadu (SIAT)

Terdiri dari beberapa kegiatan terkait
penyelenggaraan KIP yaitu;
Anggaran KIA dan Tim Sistem
Informas Aceh Terpadu (SIAT)

6 2021 7.664.463.000

Terdiri dari beberapa kegiatan terkait
penyelenggaraan KIP yaitu; Layanan
7 2022 10.863.996.837 | Informasi Publik, Tata Kelola KIA,
Infrastruktur TIK dan e-Government
melalui kegiatan (SIAT)

B. Layanan Permohonan Informas Publik
1. Mekanisme Perolehan Informas
Pada prinsipnya perolehan informas haruslah bersifat cepat, tepat waktu dan

biaya ringan oleh karena itu tata cara permintaan informasi harus dibuat sederhana
sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah baik melalui desk
layanan maupun melalui Online. Mekanisme perolehan informas publik telah diatur
dalan Peraturan Komis Informas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

2. Tata Cara Permintaan Informas di PPID Aceh
Pada prinsipnya perolehan informas itu adalah bersifat cepat, tepat waktu

dan biaya ringan oleh karena itu tata cara permintaan informas harus dibuat

sederhana sehingga masyarakat dapat mengakses informas dengan mudah baik
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Tata Cara Permintaan Informasi Publik

1Pemohen mengajukan permaohonan abeu permintaan informasi ke PRID Aceh dengen
mengisl formulir den kelengkapan syarat berupa KTP bagi perseorangan. KTP pimpinan
arganisasi dan akle nolaris bagi lembege eteu organisasi

Z Petuges layanan PPID Aceh menwerifikesi berkas permintean infermasi publik

Llika berkas lengkap maka PPID Aceh akan meregistrasi permintaan infarmasi publik
dengan menyerahken tanda bukli kepads pemahon, PPID Aceh memberikan pemberitehuan
tertulis berupa jowaban atas permintaan informasi publik paling lambal 10 hari kerja sejak
permintean direqisirasi

4. lika tidek lengkap. PP1D Aceh meminte pemohon melengkepi berkaes permintean informasi
publik dengan mengirimken suret kelidaklengkapen syarat Kelengkapan berkas diterima
paling lambat 3 hari kerja

L liks informasi belum didokumentasikan, maka PPID Aceh menyampaikan perihal
perpanjangan waktu jawaban permintaan informasi publik paling lambat 7 hari kerja sejak
jatuh tempo pemberitahuan berfulis dan tidek depal diperpanjang

B lika pemohon puas dengen pemberitahuan tertulis/jawaben informasi publik. maka
pelayanan informasi publik salesal lika Hdak puas sbeu tidak lertanggapl permintaan
informasi publik. pemohon berbak mengajukan keberatan informasi

Adapun hak-hak bagi pemohon informas berdasarkan UU KIP adalah
sebagal berikut:
1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informas yang berada di
Badan Publik kecuali:
a. Informas yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informas
dapat:
1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

N o ok~ w

Mengungkap is akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang;

8. Mengungkap rahasia pribadi;

9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik
yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komis Informas

atau Pengadilan;
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10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
b. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informas yang belum dikuasai
atau didokumentasikan.

2. Pastikan anda mendapat tanda terima permintaan informas berupa nomor
pendaftaran ke petugas informasi/ppid.

3. Bilatanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informas aasannya,
mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

4. Pemohon Informas berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas
diterima atau tidaknya permohonan informas dalan jangka waktu 10 (sepuluh)
hari kerja sgjak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik.

5. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis1 x 7
hari kerja.

6. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan
Peraturan Pimpinan Badan Publik.

7. Apabila Pemohon Informas tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal
menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka
pemohon informas dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sgjak di permohonan informas ditol ak.

8. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang digjukan
Pemohon Informas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sgak
keberatan tertulis yang digjukan oleh Pemohon Informas diterima.

9. Apabila Pemohon Informas tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka
pemohon informas dapat mengajukan keberatan kepada Komis Informas
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sgjak tanggapan dari atasan

PPID diterima oleh Pemohon Informas Publik.

3. Tata Cara Pengajuan Keberatan di PPID Aceh
Pengajuan keberatan akan dilakukan oleh pemohon Informasi apabila

ditemukannya alasan sesuai Pasal 39 Peraturan Komis Informas Nomor 1 Tahun
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Adapun tata cara pengajuan
keberatan informas publik yaitu sebagai berikut:
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Tata Cara Pengajuan Keberatan
Informasi Publik

1 Pemohon mengisi formulir pengajuan keberaten atas perminteen informesi publik

2 Petugas PP1D Aceh menverifikasi kelengkepan berkes pengajuan keberalan alas
permintaan informasi publik.

3 Petugas PP1D meregistrasi pengejuen keberatan atas permintaan informasi publik
dengan memberikan tanda bukti keberstan.

4 Penqojuen keberatan alas permintean informasi publik ditujukan kepada alasan PPID
Aceh

5 Atesan PPID Aceh memberi tanggapan kepada pemohon peling lambet 30 hari kerja
sejok diregistrasi pengajuen keberoton ates permintasen informasi publik.

b. Jika pemohon puas dengan tanggapan atas keberatan, maka pelayanan informasi
publik selesai.

7. Jika pemohon lidak puas terhadap tanggapan stas keberatan, make delam wakiu 14
heri kerja setelah tanggapen, dapat mengajuken permaohonan sengketa informasi publik
ke Komisi Informasi

1. Pengaju keberatan informas harus mengis Formulir Keberatan Informasi, baik
langsung atau online di pusat layanan.

2. Petugas Pelayanan memeriksa formulir keberatan serta meregister Formulir
Keberatan Informas tersebut.

3. Formulir Keberatan yang telah diis digjukan kepada atasan PPID.

4. PPID Aceh akan berkoordinasi dengan atasan PPID dan Dinas terkait atau PPID
Pembantu di SKPA untuk menyiapkan/memproses tanggapan terhadap
Keberatan Informas dimaksud.

5. Selanjutnya tanggapan keberatan informas akan diserahkan/dikirim oleh PPID/
PPID Pembantu, kepada pengaju keberatan informasi sebelum 30 hari kerja

. Jumlah Permohonan yang dikabulkan dan ditolak
Jumlah Permohonan Informas Publik dalam kurun bulan Januari </d

Desember 2022, PPID Aceh sebanyak 88 permohonan. Dari 88 Permohonan
Informasi Publik yang diterima PPID Aceh, sebanyak 51 permohonan digjukan oleh
individu dan instansi/lembaga sebanyak 37 permohonan. Sementara jumlah
informas yang dikabulkan, ditolak dapat terlihat dalam lampiran Rekap Daftar

Permohonan Informasi.
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5. Jumlah Keberatan dan Sengketa
Adapun jumlah pengajuan keberatan dan sengketa dapat di lihat dalam Tabel

Rekap Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi di bawah:

Tabel B.1 Rekap Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informas Tahun

2022

No Uraian Jumlah
1 | Jumlah Pengajuan Keberatan Informas 5

2 | Jumlah Tanggapan Keberatan Informas yang diberikan 3

3 | Jumah Sengketa di Lingkungan Pemerintah Aceh 3

4 | Jumlah Penyelesaian Sengketa di KIA melalui mediasi 2

5 | Jumlah Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikas 1

6 | Jumlah Sengketa yang digjukan ke Pengadilan -

Berdasarkan jumlah pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa di atas,
maka dapat dismpulkan bahwa pada Tahun 2022 mengalami penurunan dari
jumlah tahun - tahun sebelumnya, seperti terlinat pada lampiran Rekap Daftar
Penyelesaian Sengketa Informas Publik.

6. Rekap Update PPID Kabupaten/K ota dan Gampong
Adapun perkembangan pengelolaan dan inovas layanan informas publik di

kabupaten/kota dan gampong di Aceh bisadilihat di tabel berikut:

Tabel B.2 Rekap Pengembangan Aplikasi dan Inovas Sertifikat Elektronik
Layanan PPID di Kabupaten/Kota

Apl_i kas Aplikas PPID
No | Kabupaten/Kota Status Pilot -
Project Link K eterangan
1 | Kab. Aceh Barat PPID Aceh ppid.acehbaratkab.go.id Duplikasi PPID Aceh
2 | Kab. Aceh Barat Daya ppid.acehbaratdayakab.go.id | Duplikasi PPID Aceh
3 | Kab. Aceh Besar PPID Aceh ppid.acehbesarkab.go.id Duplikasi PPID Aceh
4 | Kab. AcehJaya PPID Aceh ppid.acehjayakab.go.id Duplikasi PPID Aceh
5 | Kab. Aceh Selatan PPID Aceh ppid.acehsd atankab.go.id Duplikasi PPID Aceh
6 | Kab. Aceh Singkil ppid.acehsingkil.go.id Duplikasi PPID Aceh
7 | Kab. Aceh Tamiang E-Kinerja ppid.acehtamiangkab.go.id Duplikasi PPID Aceh
8 | Kab. Aceh Tengah PPID Aceh ppid.acehtengahkab.go.id Duplikasi PPID Aceh
9 | Kab. Aceh Tenggara ppid.acehtenggara.go.id Duplikasi PPID Aceh
10 | Kab. Aceh Timur PPID Aceh ppid.acehtimurkab.go.id Duplikasi PPID Aceh
11 | Kab. Aceh Utara ppid.acehutara.go.id Duplikasi PPID Aceh
12 | Kab. Bener Meriah Besign bsre | ppid.benermeriahkab.go.id Duplikasi PPID Aceh
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13 | Kab. Bireuen PPID Aceh ppid.bireuenkab.go.id Duplikasi PPID Aceh
14 | Kab. Gayo Lues H ppid.gayolues.go.id Duplikasi PPID Aceh
15 | Kab. Nagan Raya PPID Aceh ppid.naganrayakab.go.id Duplikasi PPID Aceh
16 | Kab. Pidie PPID Aceh ppid.pidiekab.go.id Duplikasi PPID Aceh
17 | Kab. Pidie Jaya PPID Aceh ppid.pidigjayakab.go.id Duplikasi PPID Aceh
18 | Kab. Smeulue PPID Aceh | ppid.simeuluekab.go.id Duplikasi PPID Aceh
19 | KotaBandaAceh E-Surat ppid.bandaacehkota.go.id Buatan sendiri

20 | KotalLangsa ﬁig(;fg RS ppid.langsakotago.id Duplikas PPID Aceh
21 | KotaLhokseumawe ppid.Ihokseumawekota.go.id | Duplikasi PPID Aceh
22 | Kota Sabang PPID Aceh ppid.sabangkota.go.id Duplikasi PPID Aceh
23 | Kota Subulussalam Srikandi ppid.subulussalamkota.go.id | Duplikasi PPID Aceh

Keterangan :

: Permohonan ke BSrE

> Nihil

: Sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PK'S) dengan BS'E
: Terbit Rekomendasi Uji Kesesuain Sistem

Tabel B. 3 Pembentukan dan Adops Aplikas PPID Gampong di Aceh

No Gamﬁggng?Deaa K ecamatan Ka/brl(Jggtlen Link Aplikasi PPID Keterangan
1 | Ujong Batee Pasie Raja Aceh Selatan | ppid.ujongbatee.gampong.id Pendampingan
2 | Sapik Kluet Timur Aceh Selatan | pid.sapik.gampong.id Pendampingan
3 | Tanjung Harapan Meukek Aceh Selatan | ppid.tanjungharapan.gampong.id | Pendampingan
4 | Lhok Bengkuang Tapaktuan Aceh Selatan | ppid.Ihokbengkuang.gampong.id | Pendampingan
5 | Pasi Meurapat Kluet Selatan Aceh Selatan | ppid.pasimeurapat.gampong.id -

6 | Bukit Kemuning Jagong Jeget Aceh Tengah | ppid.bukitkemuning.gampong.id | Pendampingan
7 | Merah Mersa Laut Tawar Aceh Tengah | ppid.merahmersa.gampong.id Pendampingan
8 | Pinangan Kebayakan Aceh Tengah | ppid.pinangan.gampong.id Pendampingan
9 | Kemili Bebesen Aceh Tengah | ppid.kemili.gampong.id Pendampingan

10 | Buket Meutuah Langsa Timur Langsa ppid.buketmeutuah.gampong.id Pendampingan
11 | Timbang Langsa Langsa Baru Langsa ppid.timbanglangsa.gampong.id Pendampingan
12 | SeldahBaru Langsa Lama Langsa ppid.seulaahbaru.gampong.id Pendampingan
13 ¥eiu;ggﬁm Langsa Lama Langsa ppid.meurandeh.gampong.id Pendampingan
14 | Meunasah Timu Peusangan Bireuen ppid.meunasahtimu.gampong.id Pendampingan
15 | Peunyerat Banda Raya BandaAceh | ppid.peunyerat.gampong.id Pendampingan
16 | Lampulo Kuta Alam BandaAceh | ppid.lampulo.gampong.id Pendampingan
17 | Babussalam Bukit Bener Meriah | ppid.babussalam.gampong.id -

18 | PujaMulia Bandar Bener Meriah | ppid.pujamulia.gampong.id -

19 | Tumbo Baro Kuta Malaka Aceh Besar | ppid.tumbobaro.gampong.id Pendampingan
20 | LamBheu Darul Imarah Aceh Besar | ppid.lambheu.gampong.id Pendampingan
21 | Blang Kolak | Bebesen Aceh Tengah | ppid.blangkolaki.gampong.id Pendampingan
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C. Tujuan

Laporan pelayanan informas publik ini disusun dengan tujuan :

1. Sebaga kewagjiban Badan Publik untuk membuat laporan sebagaimana amanah
UU KIP dan Pasal 56 Peraturan Komis Informas Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar layananan Informasi, serta sebagai evaluas perkembangan pelaksanaan
dan penguatan kelembagaan PPID yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

2. Sebagal hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informas di Sekretariat PPID
Utama yang bersumber dari DPA Tahun 2022 Dinas Komunikas Informatika dan
Persandian Aceh selama tahun anggaran berjalan.

3. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi keterbukaan informasi
publik di lingkungan Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan Gampong serta
pihak-pihak yang membutuhkan kajian tentang implementasi UU KIP.

4. Merupakan salah satu tugas dan fungs dari Dinas Komunikas Informatika dan
Persandian Aceh, yaitu melaksanakan Pengelolaan Informas dan Komunikas
Publik Pemerintah yang merupakan bagian dari Keterbukaan Informasi Publik.

5. Sebagai bagian tugas dari pemenuhan hak tahu masyarakat terhadap informas
pembangunan di Aceh.

D. Hambatan dan Kendala

Dalam rangka Implementass UU KIP, Pgabat Pengelola Informass PPID Utama
dan PPID Pembantu selamaini sudah berjalan sesuai target, namun mengingat selama
ini sedang dalam kondis pandemi covid-19 yang masih melanda seluruh dunia, maka
Aceh juga menjadi salah satu daerah yang ikut merasakan akibatnya, oleh karena itu
kegiatan dan penguatan PPID di SKPA dan Kabupaten/Kota banyak mengalami
hambatan, seperti rapat-rapat koordinas antara SKPA masih terbatas, Bimtek
Peningkatan Kapasitas sulit dilaksanakan, anggaran mengalami penurunan, Forum
PPID Kab/Kota dan Rapat Koordinas Teknis (Rakornis) PPID Kabupaten/K ota yang
merupakan kegiatan rutin tahunan juga tidak dapat dil aksanakan.

Padahal semua kegiatan tersebut merupakan bentuk kordinasi dan pembinaan bagi
penguatan PPID baik di SKPA maupun Kabupaten/Kota dan Gampong. Dengan
demikian banyaknya tantangan dan masalah yang dihadapi tentu pelayanan informasi
sedikit mengalami hambatan.

Oleh karena itu ke depannya PPID Aceh dapat terus memberikan pendampingan

dan sosidisas daam hal pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya
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manusianya. Di samping masalah di atas maka hambatan lain yang masih perlu

perhatian adalah diantaranya:

1. Mash ada SKPA yang belum menyediakan desk layanan informasi.

2. Mash rendahnya komitmen Politik Pegabat di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Gampong dalam membangun Pelayanan Informas di
masing-masing unit kerjanya.

3. Kurangnya sumber daya yang berkompeten dalam bidang pelayanan informas
dan penyelenggaraan I T di lingkungan SKPA dan Kabupaten/K ota.

4. Kondis Pandemi Covid-19 yang masih belum kondusif juga mengakibatkan tidak
optimalnya pelayanan informasi di lingkungan SKPA dan Kabupaten/K ota.

5. Minimnya ketersediaan anggaran terhadap keterbukaan informas publik baik di
SKPA, Kabupaten/Kota dan Gampong sehingga pelayanan informas publik tidak
maksimal.

Beberapa permasalahan di atas mengakibatkan masih munculnya pengajuan
sengketa informas publik oleh berbagai elemen masyarakat kepada Pemerintah Aceh
maupun Perintah Kabupaten/kota dan Gampong kepada Komis Informas Aceh.
Namun hambatan dan kendala tersebut tidak membuat PPID Aceh melalaikan
tugasnya sebagai Pembina untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
pelayanan informas publik baik tingkat SKPA, Kabupaten/K ota maupun Gampong,
dan tetap berkomitmen untuk memperkuat layanan informasi publik, dengan berbagai
cara, yaitu dengan tetap melakukan pembinaan dan koordinas serta pendampingan
sebagal keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik seperti:

- Melaksanakan Pendampingan bagi penguatan kelembagaan PPID di lingkungan
SKPA dan Kabupaten/K ota.

- Pengembangan aplikas data base PPID yang terintegrasi ke seluruh SKPA yang
berbasis Website hingga vers 4, yang dapat diakses melalui Android. sehingga
dalam pengelolaan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik dapat
dilakukan secara cepat, mudah dan murah.

- Waebsite yang juga telah mengakomodir informasi publik bagi disabilitas.

- PPID Aceh juga berkolaboras dengan berbagai stakeholder terkait, Lembaga
Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan sekolah menengah atas dalam

mengimplementasikan UU KIP.
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- Bekerja sama dengan BPSDM Aceh sehingga dalam pelatihan dan pendidikan
bagi Aparatur Sipil Negara mendapatkan materi UU 14 tentang Keterbukaan
Informas Publik.

- PPID Aceh dalam penyebarluasan dan implementas UU KIP juga bersinergi
dengan media massa baik elektronik maupun cetak di Aceh.

E. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informas
Publik
Sehubungan dengan ada kendala-kendala yang tel ah disebutkan di atas maka
PPID Aceh tetap komitmen dan akan terus berusaha meningkatkan kualitas
pelayanan informas publik di lingkungan Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan
Gampong sehingga penerapan keterbukaan informas publik bisa lebih optimal. Hal
itu dapat dilihat di lampiran Rekap Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.

F. Kesmpulan Dan Saran

1. Kesmpulan

Adapun kessimpulan dari laporan ini yaitu:

a. Implementas UU KIP di lingkungan SKPA dapat dikatakan telah berjalan
dengan baik.

b. Pemerintah Aceh melalui PPID Utama selalu membangunan koordinas
dengan berbagai unsur terkait dalam bidang keterbukaan informasi publik.

c. PPID Utamajugatelah berupaya maksimal dalam malakukan penguatan dan
peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk pendampingan di lingkungan
SKPA Kabupaten/kota, dan Gampong.

d. PPID Aceh telah melakukan pembangunan dan pengembangan aplikas
berbasis website yang terintegras keseluruh SKPA yang berbasis website
dan dapat diakses melalui Android yang telah diadops oleh 22
Kabupaten/kota di Aceh.

e. Penyediaan informas pada Aplikas PPID mula mengakomodir sebagian
kebutuhan disabilitas.

f. PPID Aceh juga bekerja sama dengan lembaga Swadaya Masyarakat dan
Perguruan Tinggi serta Lembaga Pendidikan lainya.

g. Pemerintah Aceh telah menyelesaikan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.
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h Pemerintah Aceh telah menerbitkankan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020
tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT)

i, Selanjutnyva Pemerintah Aceh juga telah menerbitkan Perawuran Gubernur
Nomor &4 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
Informasi Publik Pada Pemerintah Aceh

j. Pemenntah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor | Tahun
2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentas
Pada Pemerintah Aceh, vang telah disesuaikan dengan Peraturan Komisi
Informasi Nomor | Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan [nformasi Publik.

2. Saran - Saran

Adapun saran vang petlu disampaikan dan jadi pertimbangan yaitu:

a PPID Pelaksana SKPA, Kabupaten/Kota dan Gampong, hendaknya terus
berupava dan mengembangkan inovasi layananan informasi, menviapkan
Desk Layanan, menyediakan Anggaran yang memadai, penataan dokumen
publik vang baik, pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Website pada
dinas/badan/kantor masing-masing.

b PPID Pelaksana hendaknya dapat segera mengimplementasikan UU KIP
sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi di linghkungan SKPA
khususnys, demikian juga dengan Pemerintah kabupatenkots sampai ke
Pemerintah Gampong untuk menguatkan tugas dan fungsi PPID masing-
MASINQ

¢ Pemeérintah Aceh beserta jajarannva tetap harus komitmen dan konsekuen
dalam implementasi UL KIP sebagai salah satn upaya peningkatan layanan
dalam pemenuhan hak dasar masvarakat terhadap informasi serta upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi di Aceh.

2 PEJABAT BENGELOLA INFOMASI mmT
C - TDORIMENTA

. 11110-03




Statistik Permohonan, Pengajuan K eberatan dan
Penyelesaian Sengketa Informas Publik Tahun 2018-2022

Statistik Permohonan, Pengajuan Keberatan
dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Tahun 2018-2022

35
26
L 6 o
2018 2019 2020 2021 2022
= Permohonan Informasi Pengajuan Keberatan B Penyelesaian Sengketa
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Dasar hukum yang dipakai oleh PPID Utama Aceh yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informas danDokumentas Kementerian Dalam Negeri
Dan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Komis Informas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informas Publik.

4. Peraturan Komis Informas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik.

5. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informas
Publik dan penjelasannya.

6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informas Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh.

7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2022 tentang Monitoring dan
Evaluasi Pelayanan Informas Publik.

8. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1184/2022 tentang Penetapan Informasi
Publik yang Dikecualikan Pada Pemerintah Aceh.

9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informas dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1184/2022 tentang Penetapan Informas
Publik yang Dikecualikan Pada Pemerintah Aceh.

Semua dasar hukum di atas bisa diunduh di laman website resmi PPID Aceh
dengan link langsungnya yaitu https.//ppid.acehprov.go.id/news/page/peraturan-

tentang-keterbukaan-informasi-publik.

Adapun kewajiban Badan Publik yaitu:

1. Menyiapkan regulasi bidang pelayanan berupa Peraturan Gubernur/Peraturan
Bupati/Peraturan Wali Kota.

2. Mengeluarkan Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Organisas dan
PPID.

3. Mengeluarkan Keputusan Badan Publik tentang Daftar Informas Publik
tersedia setiap saat, berkala, serta merta dan yang dikecualikan.
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. Menyiapkan tata cara dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

5. Menyiapkan meja layanan, sarana prasarana dan penganggaran.

6. Melakukan pengembangan pelayanan informasi melaui teknologi informasi.

Tugas dan Wewenang PPID Utama

Adapun tugas dan wewenang PPID Utamayaitu:

. Mengkoordinasikan dan mengkonsilidasikan pengumpulan DIP dari PPID
Pembantu.

. Melakukan Inventarisas informas yang dikecualikan untuk dilakukan uji
konsekwens oleh Tim Pertimbangan (atasan PPID) dan PPID Pembantu

. Meminta dan memperoleh informas dari unit kerjalkomponen satuan kerja di
Lingkungan Pemerintah Aceh

. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informas
kepada PPID Pembantu (sesuai perki Nomor 1/2010).

. Melakukan Pembinaan dan Koordinasi dengan PPID Kab/K ota.

6. Membuat laporan pelayanan informas kepada atasan PPID, Komisi Informas

Aceh, dan Komis Informas Pusat, Kemendagri dan Kominfo RI Meaui

Evaluas dan Pengawasan di PPID Pembantu.

Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

Adapun tugas dan wewenang PPID Pembantu atau Pelaksana yaitu:

. Menetapkan Tim Pengelola Informas yang dibantu oleh tenaga fungsional,
Administrasi, Arsiparis, Pustakawan Pranata Humas dan Pranata Komputer.

. Mengkoordinasikan dan mengkonsilidaskan pengumpul bahan informas dan
dokumentas (DIP) dari Unit Kerja.

. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan

informas kepada publik.

4. Melakukan verifikas bahan informas publik.

. Melakukan inventarisas informasi yang dikecualikan untuk disampaikan
kepada PPID Utama.
. Berkewenangan memberikan pelayanan informas sesuai ketentuan dan

perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPA/Unit Kerja.
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7. Membuat dan mengirim laporan ke PPID Utama, Komisi Informasi Aceh, dan
Komis Informas Pusat per triwulan/semesteran/tahunan.

TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA
KE KOMISI INFORMASI

Petugas Mejs informasi
melakukan pemeriksaan

Permahonan Lesphap
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Atasan PPID
mm ;
‘ 2 B of
v Klar v :
1..;'“::;:?\0‘&03\:;)-' < /
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Permohon dapat
mendaftarkan sengketa
informast kepads Komist
Informas

Pengajuan sengketa informas publik ke Komis Informas digukan
Pemohon Informasi publik selambat-lambatnya 14 hari kerja sgak diterimanya
tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informas publik kepada atasan
PPID badan publik atau berakhirnya masa 30 hari kerja bagi atasan PPID badan
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publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari

pemohon informasi publik;

1. Pengajuan sengketa informas publik baik oleh perorangan, badan hukum
ataupun kelompok orang bisa digjukan dengan cara mendatangi langsung kantor
komis informass dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan
penyelesaian sengketa informas ataupun mengajukan permohonan sengketa
informas publik secara online seperti email;

2. Pemohon sengketa informas publik wajib melengkapi berkas permohonan
pengaguan sengketa informas publik sebelum mendapatkan nomor
registrasi/akta registras sengketa informas publik dari petugas kepaniteraan
komis informasi;

a. Pemohon mengis Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang
telah disediakan petugas,

b. Membawa bukti surat permohonan informas kepada Badan Publik dan tanda
terimanya;

c. Membawa bukti jawaban permohonan informas dari Badan Publik beserta
tanda terimanya (jika ada);

d. Membawa bukti penggjuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda
terimanya;

e. Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda
terimanya (jika ada);

f. Membawa bukti identitas (Identitas yang sah yaitu fotokopi Kartu Tanda
Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan
Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. anggaran dasar yang telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia dan telah tercatat di
Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal
Pemohon mewakili kelompok orang).

3. Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registras
atau akta registras maka 14 hari kerja setelahnya komisi informas mulai
melakukan proses penyelesaian sengketa informas publik dengan diawali
melakukan pemanggilan secara patut kepada pemohon dan termohon untuk
menghadiri sidang gjudikas non litigas tahap pemeriksaan awal .
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ALUR PERMOHONAN INFORMASI

ALUR PERMOHONAN INFORMASI
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TAMPILAN WEBSITE PPID ACEH

Inbormen Pubih

Lode Loo: tue [ S e be b be [ s iben

Pl stchurve po. M s
3

TAMPILAN APLIKASI PPID ACEH DI ANDROID

PPID Pemerintah Aceh

PPID - ACEH

Hejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

Keterbukaan Informasi Publik
"Hak Anda untuk tahu”

= '@ ! &

Profd PPV Herna Regulan
N
_—\Lq =,
PAMNMCACITA
Petayanan FADQ M ormmass
Psia
Tractong Staticti

Aplikass PPID Aceh vers android bisa diunduh di Google Playstore dengan link
https://play.googl e.com/store/apps/detai | s? d=aceh.di skominsa.ppid.mobile.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=aceh.diskominsa.ppid.mobile

INFOGRAFIS PPID ACEH 2022

Permohonan
tnfurmas-i

Duplikasi Aplikasi
PPID Aceh
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Lampiran Rekap Daftar Permohonan Informasi

Register Permintaan Informasi Publik

Jumlah
Jumlah ‘Waktu Pemenuhan Jumlah
N Permohonan | - Permohonan Informas Permononan. | oot monona Satus Informasi Format [ nformasi Jenis Permohonan Biaya & Cara
°|" Tgl/Nomor Permohonan Nama Informasi Publik Informasi Publik | \oco o Alasan Keterangan Informasi yang Diminta Tujuan Penggunaan | nformasi vang Dikuasai Keputusan| - V3Kt Pembayaran
Pemohon yang Dikabulkan Penolakan Tanggapan
Publik yang Sebagian/Seluruhn | Y39
Diterima ya Ditolak
Pemberitahuan | Pemberian Di_bawah Belum Softcopy Hardcop | Melihat/ Meminta Biaya Cara
Tertulis Informasi Ya Tidak | Didokumentasik y salinan
1 |044/PPID-A/PI/X11/2022 Safaruddin 1 28 Desember 11 Januari 0 1 Permohonan | Salinan daftar perusahaan yang memiliki 1zin Usaha Sebagal data acuan guna untuk v v v v ditolak 10 0
28 Desember 2022 2022 2023 tidek lengkap| Perkebunan (IUP, 1UP-B dan IUP-P) di Provinsi melakukan investigasi dan pengawasan
syarat Aceh. terhadap perusahaan-perusahaan yang
sudeh memiliki 1zin Ussha Perkebunan
berupalzin Usaha Perkebunan
Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha
Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
di Provinsi Aceh. Serta untuk menjamin
hek warga negra dalam melakukan
pengawasan bersama dalam
pengambilan kebijakan publik,
sebaggimana yang diatur dalam Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2 |043/PPID-A/PI/X11/2022 Safaruddin 1 22 Desember 30 1 0 Salinan daftar nama perusahaan yang memiliki 1zin Sebagai data acuan guna melakukan v v v v diberikan 6 0
22 Desember 2022 2022 Desember Uszha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha investigasi dan pengawasan terhadap
2022 Pertambangan Khusus Eksplorasi (IUPK) di Provinsi | perusahaan yang sudah memiliki Izin
Aceh Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin
Usaha Pertambangan Khusus
Eksplorasi (IUPK) di Provinsi Aceh.
Serta menjamin hak warga negara
untuk mengetahui terkait kebijakan
publik, program kebijakan publik dan
proses pengambilan suatu keputusan
publik yang diatur dalam Pasal 9
Undang Undang No 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3 [042/PPID-A/PI/X11/2022 Safaruddin 4 21 Desember 2 Januari 1 0 1. Salinan Dokumen Lingkungan (AMDAL, RKL, RPL [untuk mendapatkan salinan dokumen v v v v diberikan 8 0
7 Desember 2022 2022 2023 dan Kajian IPAL); 2. Salinan Dokumen Izin Pengelolaan [untuk pemenuhan hak-hak Pemohon
Limbah; 3. Salinan Rencana Pemenuhan Bahan Baku informasi sebagai bentuk Pengawasan,
Industri (RPBBI) Tahun 2021, 2022 dan Assesment dan penyebarluasan
2023; 4. Sdlinan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun  [informasi kepada masyarakat
2021, 2022 dan 2023. Pada Perusahaan ol yang dalam
Getah Pinus, yaitu: 1. PT. Jaya Media Internusa; 2. undang-undang
PT. Kencana Hijau Bina Lestari; 3. PT.
4 |041/PPID-A/PI/X1/2022 Safaruddin 2 15 November |6 Desember 2 1. Salinan Kerangka Acuan Kegatan Bimtek UMKM di  |Kegatan ini bertujuan untuk v v v v diberikan 15 0
15 November 2022 2022 2022 Provinsi Aceh Tahun 2022; 2. Salinan Laporan Kegiatan |mendapatkan salinan dokumen terkait
Bimtek UMKM di Provinsi Aceh Tahun 2022 Kerangka Acuan Kegatan Bimtek
UMKM dan Laporan Kegatan Bimtek
UMKM Tahun 2022 sebaga bentuk
bengawasan dan penyebarluasan
informasi Badan Publik.
5 [040/PPID-A/PI/X/2022 Shafira Asyifa 1 31 Oktober 2022 8 1 komoditas hasil daerah Aceh per kabupaten/kota untuk membuat penelitian/kajian ilmiah v v v v diberikan 6 0
31 Oktober 2022 Ramadina November
6 [039/PPID-A/PI/X/2022 Safaruddin 1 28 Oktober 2022 27 0 Salinan daftar nama perusahaan yang memiliki izin Bertujuan untuk mendapatkan salinan v v v v tidak 0 0
28 Oktober 2022 November Asphalt Mixing Plant (AMP) di Provinsi Aceh. dokumen salinan daftar nama diberikan
2022 perusahaan yang memiliki izin Asphalt
Mixing Plant (AMP) di Provinsi Aceh,
sebagpi bentuk Pengawasan,
Assesment dan penyebarluasan
informasi kepada masyarakat.
7 |038/PPID-A/PI/X/2022 Safaruddin 5 27 November 27 0 Dokumen Lingkungan PT. Prima Ago Aceh Lestari Sebagai data acuan untuk melakukan v v v v tidak o o
27 Oktober 2022 2022 November (PT. PAAL) : 1. Salinan Kerangka Acuan Andlisis investigasi, asessment dan pengawasan diberikan
Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL); 2. Salinan | terhadap dokumen lingcungan PT. PAAL
Andisis Dampak Lingkungan (ANDAL); 3. Salinan dan pelaksanaan pendistribusian kebun
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); 4. Salinan plasma. Serta menjamin hak warga
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL); 5. Salinan Negara untuk mengetahui terkait
Laporanfisk usaha PT. PAAL sebagaimana dimaksud |kebijakan publik, program kebijakan
dalam Surat 1zin Usaha Perkebunan Budidaya Nomor  [publik dan proses pengambilan suatu
525/BP2T/4339/2009. keputusan publik yang diatur dalam
Pasd 9
8 |037/PPID-AIPI/X/2022 Safaruddin 1 6 Oktober 2022 | 17 Oktober 1 ‘Salinan Daftar nama perusahaan pemegang Izin Usaha | Sebagai data acuan untuk melakukan v v v diberikan 7 0
4 Oktober 2022 2022 Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi investigasi, asessment dan pengawasan
Aceh terhadap perusahaan pemegang izin
Uszha Pertambangan Bahan Galian
Golongan C di Provins Aceh. Serta
menjamin hak warga Negara untuk
mengetahui terkait kebijakan publik,
program kebijakan publik dan proses
pengambilan suatu keputusan publik
yang diatur dalam Pasal 9 Undang-
Undang No 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
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9 [036/PPID-A/PI/IX/2022 Syahrul MH 28 September | 12 Oktober ‘Softcopy Katalog produk hukumyang pernah diterbitkan |Menyebarkan dan memberikan akses v diberikan 10
28 September 2022 2022 2022 oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di | kepada masyarakat luas terhadap
sduruh Aceh berupa Peraturan Daereh (Qanun) Provins [ produk hukumyang diterbitkan oleh
dan Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur dan Pemerintah Provins dan
Bupati/Walikota, Surat Edaran Gubernur dan Kabupaten/Kota di Aceh
Bupati/Walikota, Instruks Gubernur dan
Bupati/Walikota dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
10 | 035/PPID-A/PI/1X/2022 Safaruddin 20 September | 18 Oktober Salinan Daftar Pemegang Izin Usaha Pertambangan bertujuan untuk mendapatkan salinan v diberikan 20
19 September 2022 2022 2022 (IUP) Batuandi Provinsi Aceh Daftar Pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Batuandi Provinsi
Aceh
11 | 034/PPID-A/PI/1X/2022 Safaruddin 19 September 16 Sdlinan KUA PPAS 2023 Adanyadata dan informasi terkait salinan| v diberikan 44
19 September 2022 2022 November Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
2022 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan
BelanjaAceh (APBA)
12 [033/PPID- A/PI/IX/2022 Sarini i Utari 1 September 14 Data konsumsi Bawang merzh di Provins Aceh tahun |Sebagai data penelitian tuges akhir v diberikan 9
[ |1 September 2022 2022 September 2013-2020
13 [ 032/PPID-A/PI/1X/2022 Sarini i Utari 1 September 14 harga bibit bawang merah dan harga pupuk urea, TSP, |penelitian tuges akhir v diberikan 9
1 September 2022 2022 September ZA, KCL, NPK, pupuk kimia padat dan cair, ZPB,
2022 kompos, dan pestisida tahun 2013-2015
14 |031/PPID-A/PIVIII2022 Haryati 10 Agustus 2022 | 24 Agustus Dapat 1. Dokumen temuan Honorarium Panitia Pelaksana 1. Untuk keperluan pribadi sebagai v ditolak 10
10 Agustus 2022 2022 menimbulka | Kegatan dengen kode rekening (5.2.1.01.01) pada penerima manfaat
n Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan 2. Untuk menghindai fitnah yang
penyalahgun | Daerah Melalui Media Tradisional Luar Ruang dan membawa nama bak pribadi
aan Penerbitan (1.02.10.1.02.10.01.18.006) tahun 2019
dokumen | pada Dinas Kominsa 2. Dokumen temuan Honorarium
negara. Pelaksana Kegiatan Peliputan Media Center dengan kode
rekening (5.2.1.01.06) pada Kegiatan Pelayanan Media
Center Pemerintah Daerah (1.02.10.01.04.15.014)
Tahun 2020 pada Dinas
15 | 030/PPID-A/PINVI/2022 Fira Maulida 26 i 2022 6 agustus Informasi tentang jurmiah korban konflik Aceh di Untuk digunakan sebagai data subjek di v diberikan 9
26 Jui 2022 2022 Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dalam penelitian
16 | 029/PPID-A/PINVI1/2022 Haryati 153ui 2022 |27 Juli 2022] Informasi | 1. dokumen temuan kegatan penyebarluasan informasi | 1. untuk keperluan pribedi sebagai v ditolak 8
15 Juli 2022 yang pembangunan daersh meldui media tradisional penerima manfaat
dikecualikan luar ruang dan penerbitan tehun 2019 pada dinas |2. untuk menchindari fitnah yang
kominsa membawa nama bak pribadi
2. dokumen temuan kegiatan pelayanan media center
pemerintah daerah tahun 2020 pada dinas
kominsa
17 028/PPID-A/PI/VI1/2022 Raihd Fajri 22 Juni 2022 | 5 Juli 2022 1. Jumizhizin perhutanan sosial yang sudah ada di Verifikasi data dan informasi s diberikan 9
22 Juni 2022 Propinsi Aceh besertawilayahnya serta lembaga
pendampingnya/pengusul (KPH atau LSM dll)
ddam lima tahun terakhir
2. Kebijakan Pemerintah Aceh terhadap perhutsos
(Qanun atau keputusan lainnya) dalam lima tahun
terakhir
3. Jumlah pengajuan izin yang sedang dalam proses
beserta wilayah dan pendamping
4. Jumlah tenaga penyuluh perhutsos di Propinsi
Aceh beserta keterangan wilayah dan sumber
pendanaan dalam lima tahun terakhir. Apa ada
dokumen tsb di DLHK?
18 | 026/PPID-A/PI/VI/2022 Safaruddin 14 Juni 2022 27 Juni Salinan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Adanyadata dan informasi terkait v diberikan 9
14 Juni 2022 2022 1. Dokumen Kerangka Acuan Andlisis Dampak Dokumen analisis mengenai dampak
Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) lingkungan pada Kegatan
2. Dokumen Analisi Dampek Lingcungan Hidup Penambangan Biji Besi di Kecamatan
(ANDAL) Penanggalan Kota Subulussalam oleh
PT. Estamo Mandiri yang berkitan
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dengen dokurmen kerangka acuan
Hidup Tahun 2019, 2020 dan 2021 analisis dampak lingkungun hidup (KA-
4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan ANDAL), dokumen analisis dampak
Hidup Tahun 2019, 2020 dan 2021 lingkungan hidup (ANDAL), Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
5. Dokumen Izin Lingkungan Rencana Pemantauan Lingkungan
Hidup (RPL) dan Surat Izin
19 | 027/PPID-A/PIVI/2022 Gita Dwi 14 Juni 2022 28 Juni Data penerima BOSDA provins aceh berdasarkan Pemenuhan tugas mata kuliah teori v diberikan 10
14 Juni 2022 Rachma 2022 kabupaten/kotatahun 2019 pembangunan (Administrasi Publik
Suryanto Universitas Brawijaya)
20 | 025/PPID-A/PIVI/2022 Gita Dwi 13 Juni 2022 |24 Jun 2022, Persentase RTLH Provinsi Aceh berdasarkan Pemenuhan tugas mata kuliah teori v diberikan 9
13 Juni 2022 Rachma kabupaten/kota tahun 2019 Publik -
Suryanto Universitas
21 | 021/PPID-A/PINVI/2022 Saiful Anwar 8Juni 2022 |21 Jun 2022 Alokasi anggaran dinas dayah tahun 2021 Pribadi v diberikan 9
| |8 Juni 2022
22 |1 024/PPID-A/PI/V1/2022 Saiful Anwar 9 Juni 2022 |22 Jun 2022 Laporan penggunaan anggaran Biro Administrasi Pribadi v diberikan 9
[ |9 Juni 2022 Pimpinan / Humas Pemerintah Aceh tahun 2021 dan
23| 022/PPID-A/PI/V1/2022 Saiful Anwar 8Juni 2022 |21 Jun 2022 Laporan penggunaan anggaran rumeh sakit jiwa tahun Pribadi v diberikan 9
[ |8 Juni 2022 2021
24 |1023/PPID-A/PINVI/2022 Saiful Anwar 8Juni 2022 |21 Jun 2022 Laporan keuangan sekretariat DPR Aceh tahun 2021 Pribadi v diberikan 9
| [8 i 2022
25 | 020/PPID-A/PI/V/2022 Safaruddin 31 Mei 2022 |14 Jun 2022 1. Salinan dokumen status aset rumah budayayang untuk mendapatkan salinan dokumen v diberikan 10
31 Mei 2022 terletak di Jalan Daud Beureueh kawasan terkait pengelolaan aset rumeh budaya
Simpang Lima, Banda Aceh yang telah diserahkan oleh pemerintah
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2. Salinan dokumen surat penjelasan status ‘:;:mg;:;;j;;;w
pengelolaan aset rumeh budayayang terletak di qubemur a0eh tetang peniolaen aset
Jlen Daud Beureueh kawesan Smpang Lima, | 2! budyatersebut.
Banda Aceh setelah dikembalikan pemerintah
Kota banda aceh ke pemerintah provins aceh
3. Salinan Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang
pengelolaan Aset Rumah Budaya yang terletzk di
Jdan Daud Beureueh kawasan Simpang Lima,
Banda Aceh.
26 | 018/PPID-A/PI/V/2022 | Angdrico 31 Mei 2022 14 Juni 1. Data Korban Meninggal dunia tercatat akibat Keperluan Riset dan Pengabdian diberikan 10
31 Mei 2022 2022 banjir (per kecamatan, per tahun) Masyarakat di DAS Peusangan oleh
Tim Riset Prodi Geodes dan
2. Data Kerusakan rumah ( per unit, per Geomatika ITB
Kecamatan, per tahum)
3. Data Kerusakan sawah (per ha, per kecamatan,
per tahun) Data yang diminta ada pada rentang
tehun 2011-2021 di Kabupaten Bireun
27 | 019/PPID-A/PI/V/2022 | Angdrico 31 Mei 2022 15 Juni Tidak Data temperatur udara dan curah hujan tahun 1992- Penggunaan tidak 0
31 Mei 2022 2022 dikuasal 2002 dari stasiun Kabupaten Bireun Keperluan Riset dan Pengabdian diberikan
Masyarakat di DAS Peusangan
28 |017/PPID-A/PI/1V/2022 Wiwien 28 April 2022 18 Mei 1. Daftar/Rekap penerimabantuan rumah dhuapa Hak Untuk Tahu sesuai amana UU diberikan 14
28 April 2022 Salehudin 2022 tehun 2021 Kabupaten Aceh Timur No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan
melaksanakan fungsi peran serta
2. Daftar/Rekap calon penerimarumen bantuan masyarakal.
dhuapatahun 2022 Kabupaten Aceh Timur
29 | 016/PPID-A/PI/1V/2022 Gebryna Latifah 13 April 2022 27 Apr Tidak Data jumiah brand fashion di Aceh dari tahun 2018 - Sebagai indikator untuk menganalisis tidak 0
13 April 2022 2022 dikuasai 2021 objek penelitian diberikan
30 |015/PPID-A/PI/1V/2022 STEFANO 11 April 2022 | 19 April Tidak 1. rencanadan realisasi pendapatan diterimaPNBP | pertimbangan dan data pendukung tidak 0
11 April 2022 ANDRE 2022 dikuasai perkabupaten di Aceh pada bulan okt-nov-des  |investasi diberikan
WINDURA 2021
2. rencanadan redlisasi pendapatan diterima PNBP
perkabupaten di Aceh pada bulan jan-feb-mar
2022
31 |014/PPID-A/PI/1V/2022 Irham Maulana 7 April 2022 11 April Tidak Data luas lahan dan produksi padi berdasarkan pemenuhan data penelitian akhir (tesis) tidak o
7 April 2022 2022 dikuasai kecamatan di Kabupaten Aceh Utara 5 tahun terakhir diberikan
32 (013/PPID-A/PI/111/2022 Aurellia Regna 31 Maret 2022 5 April Tidak Jummizh Peserta Dicdik SD dan SMPProving Aceh yang [Untuk akses pribadi dan memenuhi tidak o
31 Maret 2022 Resta 2022 dikuasai menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah |tuges yang diberikan dosen diberikan
tehun 2019
33 [012/PPID-A/PI/111/2022 Kurniawan Fazri 28 Maret 2022 6 April Assalamu'alaikum bapak/ibu. mohon bantuan untuk Data tersebut digunakan sebagai diberikan 0
28 Maret 2022 2022 memberikan data dan informasi terkait data perikanan | pendukung penelitian terkait dengan
tangkap perpelabuhan yang ada di kabupaten Aceh pengembangan pelabuhan perikanan di
Selatan, Aceh barat daya, Nagan Raya dan Aceh Barat. |Barat Sdaan Provinsi Aceh.
adapun data yang dibutuhkan adalah data produksi
perikanan tangkap (jenis dan volume produksi) (2015-
2020), Jumlah Unit Penangkapan (GT Kapal dan Alat
tangkap) (2015-2020), ketersediaan Fasilitas pelabuhan
dan Jumlah Nelayan. adapun upaya untuk
mendapatkan data telah dilakukan pengumpulan data
dari pelabuhan perikanan di setiap kabupaten, dinas
kelautan dan perikanan kabupaten serta dinas kelautan
dan perikanan provins. namun data tersebut belum
diperoleh sesuai dengan kebutuhan data. oleh
Karenanya mohon agar dibantu untuk mendapatkan data
tersebut. Terimakasih
011/PPID-A/PI/111/2022 Irmansyah 11 Maret 2022 | 23 Maret Saya sudah memperoleh file Qanun Aceh Nomor 1 Untuk saya publikasikan di media saya diberikan 8
11 Maret 2022 2022 Tahun 2022 tentang APBA 2022 di website JDIH daam rangka memenuhi hak publik
Pemerintah Aceh. Namun tanpa Lampiran | dan untuk mengetahui tentang data dalam
seterusnya. Saya membutuhkan Lampiran | Qanun APBA 2022. Meskipun tidak detail
APBA 2022 yang berisi Ringkasan Klasifikasi sduruh isi APBA, paling tidak ringkasan
Pendapatan, Belanjadan pembiayaan. Klasifikasi pendapatan belanja dan
pembiayaan.
35 [010/PPID-A/PI/111/2022 Viendy Silaen 4 Maret 2022 25 Maret Tidak IUP Eksplorasi di daerah kabupaten Aceh Barat, sebagpi data awa sebelum dilakukanya tidak o
4 Maret 2022 2022 dikuasai Khusunya di Kecamatan Woyla, Woyla Barat dan survey tinjau untuk melihat sebaran diberikan
Woyla Timur bahan gdlian yang aken dijadikan
kegatan pertambangan nantinya.
36 | 008/PPID-A/PI/11/2022 Safaruddin 22 Februari 2022 | 22 Maret Tidak Salinan dokumen mengenai Analisis Mengenai Dampak | Adanyadata dan informasi terkait tidak o
22 Februari 2022 2022 dikuasai Lingkungan (AMDAL) pada Proyek Pembangunan Dokumen analisis mengenai dampak diberikan
Bendung D.I. Sigulai Kabupaten Simeulue, Pemenang | lingkungan pada pembangunan
PT. Perapen Prima Mandiri, alamat J. Gabus No. 41 bendungan D.I. Sigulai Kabupaten
D Gp. Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Simeulue yang berkitan dengan
BandaAceh di bawah Dinas Pengairan Aceh, dengan | dokumen kerangka acuan analisis
Pagu Rp. 174.300.000.000;- (Seratus Tujuh Puluh dampak lingcungun hidup (KA-
Empat Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah), dan nilai ANDAL), dokumen analisis dampak
penawaran Rp. 178.400.000.000,- (Seratus Tujuh lingcungan hidup (ANDAL), Rencana
Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah), yaitu : | Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Rencana Pemantauan Lingkungan
Lingkungan (KA-ANDAL); - Dokumen Analisis Hidup (RPL) dan Surat Izin
Dampak Lingkungan (ANDAL); - Dokumen Rencana | Lingkungan.
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL); - Dokumen
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL); -
Dokumen Izin Lingkungan,
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37 | 009/PPID-A/PI/11/2022 Safaruddin 1 22 Februari 2022 | 9 Mar 2022, 1 Salinan dokumen mengenai Analisis Mengenai Dampak  |bertujuan untuk mendapatkan salinan v diberikan 11
22 Februari 2022 Lingkungan (AMDAL), yaitu : - Dokumen Kerangka | dokumen terkait Andlisis Dampak
Acuan Andlisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL); - [Lingkungan Hidup (AMDAL),
Dokumen Analisis Dampek Lingkungan (ANDAL); - |Kerangka Acuan Analisis Dampak
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan (KA-ANDAL), Dokumen
(RKL); - Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan | Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL),
Hidup (RPL); - Dokumen Izin Lingkungan. Pada Dokumen Pemantauan Lingkungan
proyek : - Peningkatan Jalan Sinabang— Sibigo, Hidup (RKL) dan dokumen izin
Pemenang PT. Aceh Lintas Sumatera, alamat lingcungan. sebagei bentuk
Gampong Paya Baro, Teunom, Aceh Jaya, dibawah Pengawasan, Assesment dan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh penyebarluasan informasi kepada
dengan Pagu Rp. 83.000.000.000,- (Delapan Puluh masyarakat. Serta menjamin hak warga
Tiga Miliar Rupiah) dan nilai penawaran Rp. negrauntuk mengetahui terkait
76.100.000.000,- (Tujuh Puuh Enam Miliar Seratus  [kebijakan publik, program kebijakan
Juta Rupich); - Peningkatan Jalan Nasreuhe - Lewak —  [publik dan proses pengambilan suatu
Sibigp, Pemenang PT. Flamboyan Huma Atra, alamat publi yang diatur dalam
Ji. Fatahillah IV No. 1 - Banda Aceh, di baweh Dinas Pasd 9 Undang-Undang No 14 tahun
Pekerjaan Umum dan Penateen Ruang Aceh dengan  |2008 tentang Keterbukaan Informasi
Pagu Rp. 165.000.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima | Publik.
Miliar Rupiah) , dan nilai penawaran Rp.
144,600.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Miliar
38 | 007/PPID-A/PI/11/2022 Safaruddin 5 4 Maret 2022 4 Maret 0 Tidak Salinan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Sebagai data acuan guna melakukan v tidak 0
17 Februari 2022 2022 dikuasai 1. Dokumen Kerangka Acuan Andlisis Dampak penngawasan, penyebarluasan informasi diberikan
Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) publik
2. Dokumen Andlisi Dampek Lingkungan Hidup
(ANDAL)
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup Tahun 2019, 2020 dan 2021
4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan
Hidup Tahun 2019, 2020 dan 2021
5. Dokumen Izin Lingkungan
Pada Perusahaan dibawah ini : 1. PT. Medco E& P
Malaka; 2. PT. Pema Global Energ; 3. Zaratex N.V 4.
Triange Pase Inc
39 006/PPID-A/PI/11/2022 Arman Fauzi 1 10 Februari 2022 | 18 Februari 1 Dokumen Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun  |untuk memudahkan pelaksanaan v diberikan 6
10 Februari 2022 2022 2021 Tentang Sistemdan Prosedur Pengelolaan progam dan kegaan di lingkungan
40 | 004/PPID-A/PI/1/2022 Fitria 1 28 Januari 2022 | 2 Februari 1 Standar Upah/Biaya Jasa Pemerintah Aceh Tahun Sebagai referensi dalam penyusunan v diberikan 3
{28 Januari 2022 2022 2022 HPS di lingkungan PT PLN (Persero)
41 | 005/PPID-A/PI/1/2022 teuku ashif 3 31 Januari 2022 [ 1 Maret 3 Informasi tentang komoditas di aceh, antara lain : untuk bisnis v diberikan 21
31 Januari 2022 albarchia 2022 1. komoditas pinang luas lahan dan lokas pinang
indutri yang telah export pinang beserta besaran
nilainya
2. komoditas kopi(arabika dan robusta), luas lahan
dan lokasi kopi, indutri yang telah export pinang
beserta besaran nilainya dan indutri yang belum
export
3. komoditas unggulan aceh lainnya, luas lahan
komoditinya dan lokasinya, indutri yang telah
export komoditas terkait besertabesaran nilainya
dan indutri yang belum export
42 | 003/PPID-A/PI/1/2022 Safaruddin 4 27 Januari 2022 | 10 Februari 4 Salinan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Sebagai data acuan guna melakukan v diberikan 10
27 Jauai 2022 2022 Lingkungan (AMDAL) pada Waduk Reservoir Pusong | penngawasan, penyebarluasan informasi
Lhokseumawe, yaitu: publik
1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(ANDAL)
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RKL)
4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan
Hidup (RPL)
43 (002/PPID-A/PI/I/2022 Reka Dwi 10 26 Januari 2022 | 2 Februari 10 Isi Permohonan: Data Luas Panen dan Produtivitas dari | Sebagai Bahan dan Persyaratan Tugas v diberikan 5
26 Januari 2022 Rahmadani 2022 1. Cabai Merah Besar Akhir (Skripsi) pada Fakultas Pertanian
2. Cabai Rawit Universitas Samudra
3. Tomat
4. Kacang Panjang
5. Ketimun
6. Mangg
7. Rambutan
8. Durian
9. Pepaya
10. Pisang
44 (001/PPID-A/PI/I/2022 Fitria 2 25 Januari 2022 | 25 Januari 2 1. Standar Harga Bahan Bangunan/Jasa Pemerintah Sebagai referensi dalam penyusunan v diberikan 0
25 Januari 2022 2022 Aceh Tahun 2022 HPS di lingkungan PLN Aceh
2. Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun
Anggaran 2022

Total Permohonan = 88

Total Permohonan yang dikabulkan = 61

Total Permohonan yangditolak =5
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Rekap Daftar Penyelesaian Sengketa | nformasi Publik

REKAPITULASI PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI PPID

Dinas Kominsa.

.|Dokumen temuan honorarium pelaksana kegiatan peliputan medig

center dengan kode rekening (5.2.1.01.06) pada kegiatar
Pelayanan Media Center Pemerintah Daeral

(1.02.10.01.04.15.014) tahun 2020 pada Dinas Komunikasil

Informatika dan Persandian Aceh.

UTAMA ACEH TAHUN 2022
NOMOR REGISTRASI NOMOR DAN
NO SENGKETA DAN KUASA TERMOHON PEMOHON INFORMASI YANG DIMINTA ALUR SENGKETA TANGGAL SIDANG TANGGAL
TANGGAL PUTUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [029/VIII/KIA-PS/2022 1.|Safrizal AR, S.Sos, MM Safaruddin, SH Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tugas dan Kinerjg1. |Pemeriksaan Awal 30 Agustus 2022
10 Agustus 2022 2.|Asriani, S.Sos Yayasan Advokasi Anggota DPR Aceh Tahun 2019 Fraksi Partai Nanggroe Aceh 029/VIII/KIA-PS-
3.|Surya Ramadhan,S.Sos, M.Sc |Rakyat Acen (YARA) | |(PNA), yaitu - 2. |Pemeriksaan Awal 22 September 2022 A2022
4.|Fahmi, ST 1. Safrizal Lanjutan
5.|Sri Rejeki Dian Ratani 2. Mukhtar Daud 3. |Ajudikasi Pembuktian 27 Oktober 2022
3. Tgk. Haidar Daud 08 Desember 2022
4. Darwati A. Gani
5. Samsul Bahri Bin Amiren 4. |Pembacaan Putusan 08 Desember 2022
6. M. Rizal Falevi Kirani
2 |044/X/KIA-PS/2022 1.|Safrizal AR, S.Sos, MM Muhammad Hidayat Dokumen lengkap berkas pelaporan LHKPN yang disampaikan1. [Pemeriksaan Awal 03 November 2022
24 Oktober 2022 2.|Asriani, S.Sos S oleh Nova Iriansyah, selaku Gubernur Aceh kepada KPK pads
3.|Surya Ramadhan,S.Sos, M.Sc tahun 2020 dan atau 2021. 2. |Pemeriksaan Awal|05 Desember 2022
4.|Fahmi, ST Lanjutan
3 |052/X/KIA-PS/2022 1.|Safrizal AR, S.Sos, MM Haryati . |Dokumen temuan honorarium panitia pelaksana kegiatan dengar|1. |Pemeriksaan Awal 07 November 2022
24 Oktober 2022 2.|Asriani, S.Sos kode rekening (5.2.1.01.01) pada kegiatan Penyebarluasan
3.|Surya Ramadhan,S.Sos, M.Sc Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional Luafy |pepilaian Hasil Uji 07 Desember 2022
) Ruang dan Penerbitan (1.02.10.1.02.10.01.18.006) tahun 2019 padg  |konsekuensi
4.[Fahmi, ST onsekuensi
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Lampiran Realisas K egiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

Realisas K egiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

] . Sisa Anggaran Anggaran
No Kegiatan Volume Pagu (Rp) Realisasi (Rp) (Rg? Magt]?(Rp)
1 JATK Forum Koordinas PPID Kab/Kota 1 Kegiatan 263,247 252,000 11,247|
2 JATK Peningkatan Kapasitas PPID SKPA 1 Kegiatan 309,482 200,000 109,482
3 |Materai 116 1,160,000 1,160,000] 0|
4 |Biaya Bahan Publikas 105,779,829 104,483,690 0|
- Pengadaan Roler Banner 4 Lembar 2,000,000 2,000,000 o)
- Cetak Poster 20 Lembar 5,000,000 5,000,000 0|
- Cetak Laporan PPID 16 Buah 2,400,000 2,400,000 0
- Cetak Sertifikat Peningkatan Kapasitas PPID SKPA 46 Lembar 460,000 460,000 0|
- Cetak Foto Forum Koordinas PPID Kab/Kota 50 Lembar 300,000 300,000 o)
- Cetak Foto Pendampingan PPID 2 Kab/Kota 50 Lembar 300,000 300,000 0
- Cetak Foto Pendampingan PPID Gampong 3 Kab/Kota 50 Lembar 300,000 300,000 0
- Cetak Foto Peningkatan Kapasitas PPID SKPA 50 Lembar 300,000 300,000 0
- Cetak Foto Rakor Teknis PPID SKPA 50 Lembar 300,000 300,000 0|
- Cetak Spanduk FGD Penyusunan Qanun Penyiaran 2 Lembar 1,380,000 1,380,000 0
- Cetak Laporan FGD Penyusunan Qanun Penyiaran 6 Buah 1,800,000 1,800,000 0
- Cetak Spanduk Forum Koordinasi PPID Kab/Kota Se Aceh 2 Lembar 600,000 600,000 o)
- Backdrop Forum Koordinas PPId Kab/Kota Se Aceh 1 Lembar 1,000,000 1,000,000 o)
- Cetak Buku Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 424 Buku 20,894,000 20,894,000 0|
- Cetak Buku Peraturan Perundang - Undangan KIP 424 Buku 20,848,000 20,848,000 o)
- Penggandaan Materi Kegiatan 2775 Lembar 971,550 971,550 0|
- Cetak Buku Gampong Informatif 50 Buku 7,500,000 7,500,000 0|
- Cetak Buku Peraturan Gub tentang M ekanisme Monitoring 414 Buku 16,412,979 16,019,520 393,459
—_Cetak Buku Pent_stapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di 414 Buku 20,700,000 10,760,220 939,780
lingkungan Pemerintah Aceh
- Spanduk Peningkatan Kapasitas PPID SKPA 2 Lembar 600,000 600,000 0
- Backdrop Peningkatan Kapasitas PPID SKPA 1 Lembar 1,000,000 1,000,000 0|
- Materi Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID SKPA 2038 Lembar 713,300 750,400 0
5 |Baju Seragam PPID 21 Pasang 7,875,000 7,875,000 0|
6 |Seminar KIT Forum Koordinas PPID Kab/Kota Se Aceh 46 Orang 8,050,000 8,050,000 0
Seminar KIT Peningkatan Kapasitas PPID SKPA 46 Orang 8,050,000 8,050,000 0
7 |Biaya Rapat FGD Penyusunan Qanun Penyiaran 8,496,000 8,268,000 0| 228,000
- Snack 12 Orgx 12 Kali 2,736,000 2,508,000 0| 228,000
- Makan 12 Orgx 12 Kali 5,760,000 5,760,000 0|
8 |Biaya Makan Minum Rancangan Pergub Mekanisme Monev 13,260,000 10,850,000 0 2,410,000
- BiayaMinum 17 Orgx 12 Kali 5,100,000 4,250,000 0| 850,000
- BiayaMakan 17 Orgx 12 Kali 8,160,000 6,600,000 0| 1,560,000
9 |Biaya Makan Pendampingan PPID 2 Kab/Kota (Aceh Barat, Nagan) 3,600,000 3,600,000 0
- BiayaMinum 20 Orgx 2 Kali 2,000,000 2,000,000 0|
- Biaya Makan 20 Org x 2 Kali 1,600,000 1,600,000 0|
10 | Biaya Makan Pendampingan PPID Gampong 3 Kab/Kota 7,290,000 7,290,000 0
- BiayaMinum i;?’gx 3Kegx2 4,050,000 4,050,000 0
- Biaya Makan 27 Orgx 3 Keg 3,240,000 3,240,000 0|
11 |Biaya Makan Rakor Teknis PPID SKPA 16,200,000 14,700,000 1,500,000
- BiayaMinum i‘;?’gx 3Kegx2 9,000,000 7,500,000 ol 1500000
- Biaya Makan 60 Org x 3 Keg 7,200,000 7,200,000 0|
12 |Biaya Makan Rapat Koordinas Layanan 7,150,000 6,400,000 (o) 750,000
- BiayaMinum 10 Orgx 11 Kali 2,750,000 2,500,000 0| 250,000
- BiayaMakan 10 Orgx 11 Kali 4,400,000 3,900,000 0| 500,000
13 |FGD Penyusunan Rancangan Qanun Penyiaran 27,200,000 23,200,000 0] 4,000,000
- Honor Pembawa Acara (MC) 1 Orgx 2 Kegiatan 800,000 800,000 0
- Honor Moderator 1 Orgx 2 Kegiatan 1,400,000 1,400,000 0
- Honor Narasumber 2 Org x 2 Kegiatan 12,000,000 8,000,000 0| 4,000,000
- Honor Narasumber Pusat 1 Orgx 2 Kegiatan 12,000,000 12,000,000 0
- Honor Notulis 1 Orgx 2 Kegiatan 1,000,000 1,000,000 0
14 |Forum Koordinasi PPID Kab/Kota se Aceh 5,000,000 4,500,000 0| 500,000
- Honor Pembawa Acara (MC) 1 Orgx 1 Kegiatan 400,000 400,000 0
- Honor Moderator 1 0Orgx 1 Kegiatan 700,000 700,000 0
- Honor Narasumber 2 Orgx 1 Kegiatan 2,000,000 1,500,000 o) 500,000
- Honor Notulis 1 0Orgx 1 Kegiatan 500,000 500,000 0
- Honor Pembaca Do'a 1 0Orgx 1 Kegiatan 250,000 250,000 0
- Honor Pembaca Qur'an 1 Orgx 1 Kegiatan 250,000 250,000 0
- Honor Dirigen 1 0Orgx 1 Kegiatan 300,000 300,000 0
- Honor Fasilitator 10rgx 3 Jam 600,000 600,000 0
15 | Pendampingan PPID Gampong di 3 Kab/Kota 6,900,000 5,400,000 () 1,500,000
- Honor Moderator 1 Orgx 3 Kegiatan 2,100,000 2,100,000 0
- Honor Narasumber 1 Orgx 3 Kegiatan 3,000,000 1,500,000 0| 1,500,000
- Honor Fasilitator 1 Orgx 3 Kegiatan 1,800,000 1,800,000 0
16 | Peningkatan Kapasitas PPID SKPA 14,800,000 14,800,000 0|
- Honor Pembawa Acara (MC) 1 Orgx 1 Kegiatan 400,000 400,000 0
- Honor Moderator 4 Orgx 1 Kegiatan 2,800,000 2,800,000 0
- Honor Narasumber 4 Orgx 1 Kegiatan 4,000,000 4,000,000 0
- Honor Narasumber Pusat 1 0rgx 1 Kegiatan 6,000,000 6,000,000 0|
- Honor Notulis 1 0rgx 1 Kegiatan 500,000 500,000 0|
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- Honor Pembaca Do'a 1 Orgx 1 Kegiatan 250,000 250,000 0
- Honor Pembaca Qur'an 1 Orgx 1 Kegiatan 250,000 250,000 0
- Honor Fasilitator 10rgx 3 Jam 600,000 600,000 0
17 |Honorarium Narasumber Rakor Teknis PPID SKPA 1 Org x 3 Kegiatan 2,500,000 2,000,000 0 500,000
18 |Honor Panitia Penyel enggara Forum PPID Kab/Kota Se Aceh 3,950,000 3,950,000 0]
- Anggota 5 0rgx 1 Kegiatan 1,500,000 1,500,000 o)
- Ketua 1 Orgx 1 Kegiatan 400,000 400,000 0
- Non PNS 4 Orgx 1 Kegiatan 1,200,000 1,200,000 0
- Penanggung Jawab 1 Orgx 1 Kegiatan 450,000 450,000 0
- Wakil Ketua 10rgx 1 Kegiatan 400,000 400,000 0|
19 |Honor Tim Pembahas Rancangan Pergub PPID Aceh Tahun 2021 11,600,000 11,600,000] 0|
- Anggota oY 9N 7,500,000 7,500,000 0
- Ketua 1 Orgx 1 Kegiatan 1,000,000 1,000,000 o)
- Pengarah 10rgx 1 Kegiatan 1,500,000 1,500,000 0|
- Sekretaris 1 Orgx 1 Kegiatan 750,000 750,000 o)
- Wakil Ketua 1 Orgx 1 Kegiatan 850,000 850,000 0|
20 JHonor Panitia Uji Konsekuensi DIP Dikecualikan 9,850,000 8,600,000 0| 1,250,000
- Sekretaris 1 Orgx 1 Kegiatan 750,000 750,000 o)
- Anggota 8 Orgx 1 Kegiatan 6,000,000 6,000,000 0|
- Ketua 1 Orgx 1 Kegiatan 1,000,000 1,000,000 0|
- Penanggung Jawab 1 Orgx 1 Kegiatan 1,250,000 0| 1,250,000
- Wakil Ketua 1 Orgx 1 Kegiatan 850,000 850,000 0|
21 JHonor Pembahas Rancangan Pergub Ttg Mekanisme Monitoring dan Evaluas 7,850,000 7,850,000 0
- Anggota 8 Org x 1 Kegiatan 6,000,000 6,000,000
- Ketua 1 Orgx 1 Kegiatan 1,000,000 1,000,000
- Wakil Ketua 1 Orgx 1 Kegiatan 850,000 850,000
22 |Honor Tim Administras: Penyusunan Qanun Penyiaran 12,600,000 12,600,000 0|
- Anggota 3 Orgx 3 Bulan 4,500,000 4,500,000 0|
- Ketua 1 Orgx 3 Bulan 1,950,000 1,950,000 0|
- Penanggung Jawab 1 Orgx 3 Bulan 2,100,000 2,100,000 0
- Pengarah 1 Orgx 3 Bulan 2,250,000 2,250,000 0|
- Wakil Ketua 1 Orgx 3 Bulan 1,800,000 1,800,000 0|
23 |Honor Tim Fasilitas Sengketa 54,800,000 50,800,000 0 4,000,000
- Anggota 9 Orgx 8 Bulan 36,000,000 32,000,000 0| 4,000,000
- Ketua 1 Orgx 8 Bulan 5,200,000 5,200,000 0|
- Sekretaris 1 Orgx 8 Bulan 4,000,000 4,000,000 0
- Wakil Ketua 2 Orgx 8 Bulan 9,600,000 9,600,000 0|
24 |Honor Tim Kgjian Analisis Pergub KIP 31,600,000 31,600,000 0
- Anggota 4 Orgx 8 Bulan 16,000,000 16,000,000 0|
- Ketua 1 Orgx 8 Bulan 5,200,000 5,200,000 0|
- Penanggung Jawab 1 Orgx 8 Bulan 5,600,000 5,600,000 0
- Wakil Ketua 1 Orgx 8 Bulan 4,800,000 4,800,000 0|
25 JHonor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat PPID Utama Aceh 214,800,000 214,800,000 (o)
- Anggota 11 Orgx 12 Bulan 99,000,000 99,000,000 0|
- Ketua 1 Orgx 12 Bulan 12,000,000 12,000,000 0|
- Pengarah 1 Orgx 12 Bulan 18,000,000 18,000,000 0|
- Wakil Ketua 4 Orgx 12 Bulan 40,800,000 40,800,000 0|
- Non PNS 5 Orgx 12 Bulan 45,000,000 45,000,000 0|
26 |Honor Tim Pendampingan PPID SKPA 23,650,000 23,650,000 0
- Anggota 30rgx 11 Kali 16,500,000 16,500,000 0|
- Ketua 10rgx 11 Kali 7,150,000 7,150,000 0|
27 |Honor Tim Penyusun Rancangan Qanun Penyiaran 15,750,000 15,750,000 0
- Anggota 2 Orgx 3 Bulan 4,500,000 4,500,000 0|
- Ketua 1 Orgx 3 Bulan 3,000,000 3,000,000 0|
- Penanggung Jawab 1 Orgx 3 Bulan 3,750,000 3,750,000 0|
- Pengarah 1 Orgx 3 Bulan 4,500,000 4,500,000 0|
28 |Honor Petugas Layanan PPID Utama Aceh 48,000,000 47,500,000 0 500,000
- Non PNS 4 Orgx 12 Bulan 24,000,000 24,000,000 0|
- PNS 4 Orgx 12 Bulan 24,000,000 23,500,000 0| 500,000
29 JHonor Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Qanun 2 Orgx 3 Bulan 12,000,000 12,000,000 0
30 |Honor Tim Ahli Uji Konsekuens DIP Dikecualikan 10rg 2,000,000 2,000,000 (o)
31 JHonor Tenaga Ahli Untuk Disabilitas 32,000,000 32,000,000 0]
- Tenaga Bahasa Isyarat Dokumen Informasi Publik 1 0Orgx 4 Bulan 16,000,000 16,000,000 0
- Tenaga Pengisi Audio Naras Dokumen Informasi Publik 1 0Orgx 4 Bulan 16,000,000 16,000,000 0
32 JHonor Tim Penyusun Buku Gampong Informatif 44,250,000 44,250,000 0]
- Editor 2 Org 5,000,000 5,000,000 0|
- Lay Outer 10rg 1,750,000 1,750,000 0|
- Penulis 5 Org 37,500,000 37,500,000 0|
33 |Reportase Langsung Melalui Radio Pemeringkatan Badan Publik 1 Kegiatan 4,200,000 250,000 0| 3,950,000
34 | Sewa Aula Pendampingan PPID Gampong di 3 Kab/Kota 1 Hari x 3 Kegiatan 2,000,000 2,000,000 0|
35 | Sewa Hotel 83,700,000 80,400,000 0 3,300,000
- FGD Penyusunan Rancangan Qanun Penyiaran SO INE 21,000,000 21,000,000 0
- Forum Koordinas PPID Kab/Kota Se Aceh kil 19,800,000 16,500,000 0 3,300,000
- Peningkatan Kapasitas PPID SKPA 65 Org x 2 Hari 42,900,000 42,900,000 0|
48 |Uang Transport Peserta FGD Qanun Penyiaran 20 Orgx 2 Kali 5,600,000 5,180,000 420,000
49 |Uang Transport Peserta Pendampingan di 3 Kab/Kota 27 Orgx 3 Kali 11,340,000 11,340,000 0
50 JUang Transport Peserta Peningkatan Kapasitas PPID SKPA 47 Org x 2 Kali 13,160,000} 12,880,000 280,000
51 JUang Transport Peserta Rakor Teknis PPID SKPA 47 Org x 3 Kali 19,740,000 18,760,000 980,000
52 |Mesin Kopi 1 Unit 21,120,000 21,120,000 0
53 | Speaker 1 Unit 2,750,880 2,708,400 42,480
54 |Kamera Digital 1 Unit 18,992,100 18,992,100 0

Laporan PPID Aceh 2022
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55

TV Monitor

1 Unit

14,763,000

14,763,000 0

56

Laptop

1 Unit

21,780,000

21,780,000 0
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Lampiran Rekap Rencana K erjadan Anggaran Tahun 2023

RencanaK erja Anggaran Layanan | nformasi Publik Tahun 2023

JADWAL KEGIATAN
NO KEGIATAN TARGET PAGU TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN 11 TRIWULAN IV Indikator
Jan Feb Mar Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des
11,990,000 11,990,000
1 |Rakor SKPA 2 Keg 23,980,000 KAK, Undangan Pesrta, Kwe, Foto,
21 16 Absen, Daftar Transport, Notulen
2,550,200
2 |Cetak Laporan PPID 1 Keg 2,550,200 Kontak dan Kwi
1,567,000
3 |Materai 1 Keg 1,567,000 Kwi 140 Lembar
1,420,000 1,420,000 ihasi
4 | Pendampingan PPID Kab/Kota (Pidie dan Aceh Timur) 2 Keg 2,840,000 KAK Surat Ko.ordlnasl, Absen, Foto,
Kwi, Daftar Biaya Transport
5sd8 7sd 10
5,759,000 | 5,759,000 ihasi
5 |Pendampingan PPID Gampong 2 Keg 11,518,000 E@T’s:fzziléoi:r:?::;:\zﬁn’ Foto,
155418 | 6sd9 g 4 P
975,000 975,000 975,000 975,000 975,000 975,000 975,000 975,000
6 |Biaya Rapat Layanan PPID 8 Keg 7,800,000 Kwi, Absen, Foto
5,750,000 5,750,000| 5,750,000| 5,750,000 5,750,000 5,750,000/ 5,750,000( 5,750,000 :
7 | Tim Kajian Analisis Peraturan dan Fasilitasi PSI KIP 8 Keg 46,000,000 SK, Kwi, Daftar Honor, Foto, Absen,
Notulen, KAK
Tim Teknis Pendampingan PPID Pelaksana (Renc Rev) 5 8,550,000 8,550,000( 8,550,000 8,550,000/ 8,550,000 8550,000| 8,550,000 8,550,000 KAK, SK, Kwi, Daftar Honor, Foto,
8 . 8 Keg 68,400,000
Anggota, 1 Wakil Absen
9 | Tim Sekretariat PPID Utama 12 Keg 169,800,000 SK, Kwi, Daftar Honor
2,000,000( 2,000,000| 2,000,000| 2,000,000( 2,000,000 2,000,000{ 2,000,000/ 2,000,000 2,000,000| 2,000,000/ 2,000,000( 2,000,000
10 [Desk Layanan PPID Utama 12 Keg 24,000,000 SK, Kwi, Daftar Honor, Absen
4,000,000 4,000,000 4,000,000 :
11 [Biaya Tenaga Ahli Bahasa Isyarat 3 Keg 12,000,000 SK, KAK, Kwi, Daftar Honor,
Dokumen
4,000,000 4,000,000( 4,000,000 .
12 |Biaya Tenaga Ahli Pengisi Audio 3 Keg 12,000,000 SK, KAK, Kwi, Daftar Honor,
Dokumen
PERJALANAN DINAS
36,780,000
13 |Koordinasi dan Konsultasi (4 Orgx 2 Keg) 40K 36,780,000 SPPD, ST, Laporan, Foto
81,576,000
14 |Pemeringkatan Badan Publik 90K 81,576,000 SPPD, ST, Laporan, Foto
24,834,000
15 |Pendampingan PPID Gampong Aceh Tengah/ Bireun 6 OK 24,834,000 SPPD, ST, Laporan, Foto
15sd 18
24,726,000
16 |Pendampingan PPID Gampong Aceh Barat 6 OK 24,726,000 SPPD, ST, Laporan, Foto
6sd9
24,810,000
17 |Pendampingan PPID Kab/Kota Aceh Timur 6 OK 24,810,000 SPPD, ST, Laporan, Foto
5sd8
19,332,000
18 |Pendampingan PPID Kabupaten Pidie 6 OK 19,332,000 SPPD, ST, Laporan, Foto
7 sd 10
Rencana Realisasi 594,513,200| 16,150,000 69,575,200 61,910,000 30,450,000 43,415,000 65,655,000/ 76,205,000/ 60,177,000\ 31,425,000 25,675,000( 97,726,000 16,150,000
Total Per Triwulan 147,635,200 139,520,000 167,807,000 139,551,000 594,513,200
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Lampiran Foto Kegiatan PPID Tahun 2022

Rapat Koordinas Teknis (PPID) SKPA di Aula Dinas Komunikas Informatika dan
Persandian Aceh, Kamis (3/2/2022), yang membahas rencana dan strategi implementas
keterbukaan informasi publik sesuai Perki 1/2021 tentang Standar Pelayanan Informas
Publik.
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Pendampingan PPID untuk 4 Gampong yaitu Gampong Ujung Batee, Sapik, Lhok
Bengkuang dan Tanjung Harapan di Kabupaten Aceh Selatan dari 23-26 Februari 2022.
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Pendampingan PPID untuk 4 Gampong yaitu Kampung Merah Mersa, Kemili, Bukit
Kemuning dan Pinangan di Kabupaten Aceh Tengah dari 23-25 Maret 2022.
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Pendampingan PPID untuk 4 Gampong yaitu Gampong Buket Meutuah, Timbang Langsa,

Seulalah Baru dan Meurandeh Teungoh di Kota Langsa dari 16-19 Mei 2022.
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Rapat Sosialisas Keterbukaan Informas Publik Gampong kepada para Pendamping Desa
secara virtual, Senin (13/6/2022), yang difasilitas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Gampong Aceh.
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Rapat koordinas dengan PPID Pelaksana SKPA dalam rangka persiapan pengisian kuesioner
Monev KIP tahun 2022 di aula Kominsa Aceh, Kamis (18/8/2022).

Focus Group Discussion (FGD) tentang Integrasi Data Informasi Publik kepada PPID Utama
dan PPID Pelaksana Kota Sabang, Rabu (7/9/2022).
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Pendampingan PPID Kabupaten/Kota di Kabupaten Aceh Barat dari dari 12-14 Oktober

2022.

T P e aa® At w0 ot Dt "B pell e ans

——ree e ——————
o PO b rmt bl mzmbid b gt T Ah
.- D Rl AR N R

R P T
LIS ey & ot L a4

ALATIAT L ]
Hads

Pendampingan PPID Kabupaten/Kota di Kabupaten Aceh Barat Daya dari dari 16-19

November 2022.
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Lampiran Foto Anugerah Keterbukaan Informas Publik

ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2013
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ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBUK

tAHUN 2019 4
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ANUGERAH KETERRUKAAN INFORMASI PUBUK

AOMES: PO N AGI PLISAY
PEPUSBLIK MHECNES!
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ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBUK

wvinsi Aceh

vinsi Kepulauan Bangka Belitung

vinsi Sulaf &

PRIy

ANUGERAH

Ketert ukaan efonmasi Baden Publik Taben 2022
Categoet Pemesintah Provins!

PEMERINTAH ACEH

Sebagrl Radan Pubih
{_,A.m e,
INFORI ATI}
- n.smn;m'mmu
Karehi efoemise Pusat
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TOP 17 KATEGORI INSTANSI PEMERINTAH UMUM
KOMPETISI PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021

Pemerintah Aceh terpilih sebagai terbaik
dalam kategori Instansi Pemerintah Umum

(IPU) Aspek Pengelolaan dan Perubahan
Kompetesi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik ke-4
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Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pengelolaan Informas dan Dokumentas Pada Pemerintah Aceh
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GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR o1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan
dokumentasi vang berkualitas diperlukan adanya pedoman
Eenguiulﬂan pelayanan informasi dan dokumentasi pada
emerintah Aceh;

b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada
Pemerintah Aceh sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu digant;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman  Pengelolaan Pelayanan Informasi  dan
Dokumentasi pada Pemerintah Aceh:

Mengingat :© 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan  Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433];

4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tcntﬂnﬁ Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6, Undang-Undgang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Nomor 1 Tahun 2022 Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) se imana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

#, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanarn'lﬁ Keterbukaan
Informasi Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

%ﬂm A BT 200 By e PP e
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10,

11

12.

13.
14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentan
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Deokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyclesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

.Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Lavanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor
15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117);

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh
Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Acch (Berita
Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 50};

MEMUTUSKAN:

Menectapkan ¢ PERATURAN UUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEMERINTAH
ACEH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur imi, yang dimaksud dengan:

L

3 o

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-
tanda vang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data,
fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai

rkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik dan non elektronik.

. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan,

penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara
untuk bahan Informasi Publik baik tercetak, terekam maupun
elektronik.

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan
masyvarakat hukum vang bersifat istimewa dan diberi wewenang
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan
Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dalam sistem rinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Rﬂ%gbiik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh
seorang Gubernur.

. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemernintahan Aceh

vang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.

Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

Dewan Perwakilan Rﬂl-gat Acch yang selanjutnya disingkat DFRA
adalah penyelenggara Pemerintahan Aceh yvang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat SKPA adalah
organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.

Sekretariat DPRA adalah SKPA penunjang urusan pemerintahan
Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap DPRA.

4, Informasi .../ 3
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11,

12.

13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.
20.

2l

43,

23.

24,

B

Informasi Elektronik adalah satu atau sckumpulan data
clektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI),
surat clektronik (electronic mail), telegram, teleks, tetfmpiy atau
sejenis nya, huruf, tanda, angka, ode akses, simbol atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu me aminya.
Informasi Publik adalah informas: yan%cdihasi[lmn. disimpan,
dikelola, d'kirim, dan diterima oleh merintah Aceh vang
berkaitan dengan penyvelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Aceh
!El.i.tén a, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
E:l’ng dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
mputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yvang mampu memahaminya.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, Memproses, mengumumkan,
menganalisis dan/atau menyebarkan Informasi,

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elekironik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Badan Puhlik adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Pelavanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah
Aceh kepada masyarakat pengguna informasi.

Pengelolaan [nformasi adalah proses persiapan, layanan, dan
pendokumentasian  informasi  publik  untuk  memastikan
terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik.

Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi
secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi
serta kategori informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas: yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemcliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Aceh, yang terdiri dari PPID Utama dan
PPID Pembantu.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.

PPID Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang berada pada SKPA.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh.

Standar Operasional Prosedur yang sclanjutnya disingkat S0P
adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang sclanjutnya
disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik
yang berada di bawah penguasasn Pemerintah Aceh tidak
termasuk informasi dan dokumentasi vang dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi
dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi
lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian
informasi dan dokumentasi publik.
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Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan
dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yvang selanjutnya
disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum
kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan
pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta
rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi dan dokumentasi.

Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi  dan
Dokumentasi Pemerintah Aceh yang selanjutnva disebut FKPPID
Pemerintah Aceh adalah wada komunikasi, koordinasi,
konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID Pemerintah Aceh
dan PPID Pemerintah Kabupaten/Kota.

Setiap Orang adalah orang persecrangan, kelompok orang, badan
hukum, atau badan publik.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu vang disimpan,
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Penyvandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatazan fisik, intclcktual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara nuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah

vang melaksanakan kegiatan pengumf:ulan. pemeriksaan, dan
pengelolaan data vang disampaikan oleh produsen data, serta
menyvebarluaskan data.,

Portal Data Aceh adalah media bagi pakai data pada Pemerintah
Aceh yvang dapat diakses melalui pemanfaatan tcknologl informasi
dan komunikasi,

Interoperabilitas  Data  adalah  kemampuan data untuk
dibagipakaikan antar sistem elektronik vang saling berinteraksi.

Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar Badan Publik guna
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan

informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara, dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk
memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik.

Uji Konsekuensi adalah pertimbangan denpan scksama dan
penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila
suaty informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih
b:ﬁﬂrk}rﬂ.ng harus dilindungi dengan menutup suatu informasi
publik.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa vang terjadi antara
Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau
Pengguna Informasi Publik  yang berkaitan dengan hak
memperoleh  dan/atau menggunakan  informasi  publik
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Mediasi adalah pcnyclesaiaan sangketa informasi publik antara
para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sangkela informasi publik
antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai oman bagi SKPA
dalam pengelolaan };ein}ranan Informasi Publik dan Dokumentasi
pada Pemerintah Aceh.

Q{d.m.' PAFRABA TS NI Rargus PRI cins
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Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan:
a. mewujudkan penyele pemerintahan yang baik, transparan,
cl’c:;ﬁ efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. menjamin tertib administrasi pengelolaan pelayanan Informasi
Publik dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh; dan

c. meningkatkan pengelolaan dan  pelayanan Informasi dan
Dokumentasi pemerintahan Aceh untuk menghasilkan layanan
Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas.

Pasal 4

(1) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh
dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. mudah, cepat, cermat dan akurat;
b. transparan;

c. akuntabel; dan
d. proporsionalitas.

(2) Mudah, cepat, cermat, dan akurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, vaitu setiap kegiatan dalam pembernian pelayanan
informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan
dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses.

(3) Transparan sebagaimana dimaksud pada &{[at (1} huruf b, yaitu
dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik harus dilaksanakan
secara jelas dan terbuka.

[4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, yaitu
setiap kegiatan dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik
harus dapat dipertanggungjawabkan,

(5) Proporsionalitas se imana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
iq;aai:: setiap kegiatan dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik

s memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban,

BAB 1I
HAK DAN KEWAJIBAN
Bapgian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 5
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik  sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
dalam memperoleh Informasi Publik;

c. mendatt_ka.n salinan Informasi Publik melalui permohonan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai  peraturan

perundang-undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan
Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

{4) Setiap Pemchon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke

ngadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat

ambatan atau kegagalan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan,
Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik
Pasal &

(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengguna .../6
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(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber
memperoleh  Informasi  Publik, baik yang digunakan untuk
kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesua
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Acch

Paragral 1
Hak
Pasal 7
(1) Pemerintah Aceh berhak menolak memberikan Informasi yang
dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
(2} Pemerintah Aceh berhak menolak memberikan Informasi Publik
jika tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan
usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
¢. Informasi vang berkaitan dengan hak pribadi;
d. Informasi vang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
¢. Informasi vang belum dikuasai atau didokumentasikan.
i4] Pemerintah Aceh berhak memperoleh suatu Informasi Publik dari
Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan
dalam penvelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
(5) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragrafl 2
Kewajiban
Pasal 8

(1] Pemerintah Aceh wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkar Informasi dan Dokumentasi publik yang menjadi
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

(2) Pemerintah Aceh wajib menyediakan Informasi Publik yang
akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
{2], Pemerintah Aceh dapat membangun dan mengembangkan
sistem Informasi dan Dokumentasi yvang dapat diakses dengan
mudah.,

(4) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon
Informasi Publik, Pemerintah Acch wajib membuat pertimbangan
tertulis atas setiap kebijakan vang diambil untuk memenuhi hak
setiap Pemohon Informasi Publik.

(5) Pertimbangan tertulis scbagaimana dimaksud pada ayat (4]
Tidjitﬂapku.n oleh PPID atas persetujuan Atasan PPID melalui PPID

tama.

(6] Pertimbangan tertulis schagaimana dimaksud pada ayat (4] dapat
diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

[7) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] antara lain
memuat pertimbangan agama, politik, ekonomi, sosial, budaya,
dan /atau pertahanan dan keamanan negara,

(8) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pemerintah Aceh dapat:

menetapkan standar layanan,

menunjuk dan menetapkan PPID;

menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik
dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;

anpe

e. menetapkan ... /7
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e. menectapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;

f. menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan,
okumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

. membuat dan mengumumbkan laporan layanan Informasi Publik;

h, menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik
kepada komisi Informasi; dan

i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan
layanan Informasi Publik pada instansinyva.
() Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Aceh scbagaimana dimaksud
pada ayat (1} wajib memperhatikan perlindungan Data Pribadi.
(10} Pﬁrlindugﬁznn Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dilaksan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyvandang
Disabilitas.

(12] Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas schagaimana
dimaksud dimaksud pada avat (11) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAR II1
ELASIFIKAS] INFORMASI PUBLIK
Pasal 9

Informasi Publik pada Pemerintah Aceh melmpa.kan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, diterima atau yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Aceh.

Pasal 10

(1) Informasi Publik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
berdasarkan klasifikasinya terdiri dar:

a. Informasi vang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara seria merta;

¢. Informasi yang wajib tersedia setiap saal; dan

d. Informasi yang dikecualikan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] disediakan dalam
bentuk dokumen digital (softcopy] atau Dokumen nondigital
(hardcopy).

(3} Penyediaan  Informasi  dalam  bentuk  Dokumen nondigital

(hardeopy] sebagaimana dimaksud pada avat (2) tidak ber
untuk Informasi Elektronik.

(4) Penyediaan Informas: sebagaimana dimﬂkslqd pada ayat (2} dan
avat (3) wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

Bagian Kesatu
Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan
Diumumbkan Secara Berkala
Pasal 11

(1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a,
bersifal terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi

Publik.
(2) Informasi vang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
sebagaimana sud pada ayat (1) meliputi:

a. Informasi tentang profil Pemerintah Aceh;

b. rir:Fkasa.n Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan Pemerintah Aceh;

c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam Pemerintah Aceh;
d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
f. Informasi .../ 8
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[, Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
vang mengikat n/atau berdampak bagi pubbk yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh;

. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;

g
h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran oleh Pemerintah Aceh;

i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan

k. Informas: tentang prosedur peringatan dini dan prosedur
evakuasi keadaan darurat di setiap kantor SKPA.

(3) Informasi tentang fil Badan Publik sebagaimana dimaksud
dalam avat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
a. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Badan Publik serta kantor unit-unit di bawahnya;

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Publik;

c. struktur nrgsnisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil
singkat pejabat struktural; dan

d. laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa,
diverifikasi, dan tclah dikinmkan clch Komisi Pemberantasan
Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

(4) Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:
a, nama program dan keglatan,

b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegatan serta nomor
telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

e, anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan
jumlah;

f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;

g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-
hak masyarakat;

h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabal
Badan Publik Negara; dan

i. Informasi tentang penecrimaan calon peserta didik pada Badan
Publik vang menyvelenggarakan kegiatan pendidikan untuk
LI,

{5) Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) huruf ¢ berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

[6) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf d paling sedikit terdiri atas:
a, rencana dan laporan realisasi anggaran;
b. neraca,

¢. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan vang
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

d. daftar asrt dan investasi.

(7) Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:
a. jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;

b.waktu vang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan
Informasi Publik;

c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik
scbagian atau scluruhnya dan Permintaan Informasi Publik
vang ditolak; dan

d. alasan penolakan permintaan informasi publik.

{8) Informasi .../9
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(8] Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik
schagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf g paling sedikit terdiri
atas:
a. tata cara memperoleh Informasi Publik; dan
b. tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian

sengketa Informasi Publik  berikut  pihak-pthak  vang

bertanggung jawab yang dapat dihubung.

(9) Informasi tentang tata cara pengaduan lfenyajahgunaan wewe
atau
dalam ayat (2) hurufl h terdiri atas:

a. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan

b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
E:la.ngga.rﬂ.n oleh pihak yvang mendapatkan izin atau perjanjian
erja dari Badan Publik yang bersangkutan.

(10) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah scbagaimana
dimaksud dalam avat {2) huruf i paling sedikit terdin atas:

a. tahap perencanaan, meliputi  dokumen  Rencana  Umum
Pengadaan (RUP).
tahap pemilihan, meliputi:

b.

C.
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14,
13
16,
17.
18,
19.
20.
21,
22,
23.

pelan oleh Badan Publi

sebagaimana dimaksu

Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
spesifikasi teknis,

rancangan kontrak;

dokumen persyaratan penyedia atau lembar data
kualifikasi;

dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data
pemilihan;

daftar kuantitas dan harga;

jadwe] pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;

gambar rancangan pekerjaan;

. dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup,

termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

. dokumen penawaran administratif;
. surat penawaran penyedia;
. sertifikat atau lisensi yang masth berlaku dar Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia,

Berita Acara Pemberian Penjelasan;

Berita Acara Pengumuman Negosiasi;

Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;

Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
laporan hasil pemilihan penyedia;

surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

surat perjanjian kemitraan;

surat perjanjian swakelola;

surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; dan
Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

tahap pelaksanaan, meliputi:

1

Dokumen kontrak wyang telah ditandatangani beseria
Perubahan Kontrak yvang tidak mengandung informasi yang
dikecualikan;

r]r}gknsan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan
informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama
direktur dan pemilik usaha, alamat penvedia, nomor pokok
wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi
pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber
dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak,

3. surat .../ 10
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surat perintah mulai kerja,

sural jaminan pelaksanaan;

surat jaminan uang muka;

sural jaminan pemeliharaan;

surat tagihan;

surat pesanan e-purchasing;

surat perintah membayar;

10. surat perintah pencairan dana;

11. laporan pelaksanaan pekerjaan;

12. laporan penyelesaian pekerjaan;

13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekenjaan;

14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional
Hand Ouver;

13, Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Cuer.

{11) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf k paling sedikit terdiri dan:

a. pengamatan gejala bencana;

b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;

¢. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
d. peringatan bencana;

e. pengambilan tindakan oleh masyarakat;

I, lakasi evakuasi; dan

¢. pelaksanaan penyelematan dan evakuasi,

(12} Pengumuman secara berkala dilakukan paling sedikit & [enam)
bulan sckali.

{13} Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

N0 = R L

Bagian Kedua
Informasi Publik yang Wajib Diumumkan
Secara Serta Merta
Pasal 12
(1) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b yaitu

informasi vang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum.

(2} Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam
bahasa yang mudah dipahami.

(3} Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Informasi bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan
karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah,
kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda angkasa;

br. Informasi keadaan bencana nonalam seperti ke kiagata.n industri
atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran
lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

¢. Informasi bencana sosial seperti ke_rmsuhan gogial, konflik sosial
antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror,

d. Informasi jenis, perscbaran dan dacrah yang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular;

e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi
oleh masyvarakat, dan /atau

{. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Pasal 13.../11
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Pasgal 13

(1) Badan Publik wvang berwenang memberikan izin dan/atau
melakukan perjanjian kerja denlszm pihak lain yang kegliatannya
berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
umum wajib memiliki standar pengumuman Informasi serta
merta.,

{2) Standar pengumuman Informasi serta merta scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat
ditimbulkan;
b. pihak-pihak vang berpotensi terkena dampak;
c. prosedur dan tempat evakuasi apabila terjadi keadaan darurat,
d

. cara menghindari bahaya dan/fatau dampak; cara
mendapatkan bantuan dari pihak yvang berwenang;
pihak-pihak yang wajib mengumumkan Informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang yvak dan ketertiban umum;

f. tata cara penpgumuman I[nformasi apabila keadaan darurat
terjadi; dan

g. upaya-upaya vang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau
pihak- |Eaai vang berwenang dalam mencegah bahaya dan/
atau dampak yang ditimbulkan.

o

Bagan Ketiga
Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 14

{1} Informasi Publik vang wajib tersedia setiap saat scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 avat (1) huruf ¢, meliputi:

a. Daftar Informasi Publik;
b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kelmjakan

Badan Publik;

c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawalan, dan
keuangan;

d. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen
pendukungnya;

e. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;

f. persyaratan perizinan, izin vyang diterbitkan dan/atau
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan
penaatan izin yang dibenkan;

g. data perbendaharaan atau inventaris,

h. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

1. agenda kerja pimpinan satuan kerja;

j. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;

k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang

ditemukan dalam pengawasan  internal scrta laporan
penindakannya;

l. jumlah, jenis, dan pgambaran umum pelanggaran yang
dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;

m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

n. peraturan perundang-undangan Aceh yang telah ditetapkan
akan diundangkan;

o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik
dalam pertemuan vang terbuka untuk umum;

p. Informasi wyang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penvelesaian sengketa; dan

r. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

(2) Daftar .../ 12
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(2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit terdiri atas:

NOTOT;

ringkasan isi Informasi;

pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi;

penianggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi;

walktu dan tempat pembuatan Informasi;

bentuk Informasi vang tersedia; dan

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip,

Mo AN op

(3) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan
Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit terdin atas:

a. dokumen pendukung;

b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan,
keputusan atau kebijakan vang dibentuk;

c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan
atau kebijakan yang dibentuk; dan

d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang
dibentuk; tahap perumusan peraturan, keputusan atau
kebijakan yang dibentuk, dan peraturan, keputusan dan/atau
kebijakan vang telah diterbitkan,

(4) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling
sedikit terdiri atas:

a., pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan

euangan,

b. profil lengkap pimpinan dan pegawai;

c. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran
secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan
keuangannya; dan

d. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.

(5] Ketentuan mengenai format Daftar Informasi Publik tercantum
dalam Lampiran ﬁﬂg merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Informasi Publik vang Dikecualikan
Pasal 15
(1) Informasi Publik vang dikecualikan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat hun.E d, merupakan informasi yvang tidak bisa

diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{2} Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
ditetapkan engan Keputusan Gubernur sesuai dengan
kewenangannya.

(3} Informasi Publik vang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(4) Sifat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4] memiliki
pengertian;

a, bersifat ketat artinyva, pengecualian informasi dilakukan
dengan pengujian secara saksama dengan mempertimbangkan
berbaga: aspek legal, kepatutan, dan kepentingan umum,; dan

b. bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian sesuai Peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pazal 16

(1) PPID pada Pemerintah Aceh merupakan pejabat yang membidang
Informasi Publik.

%«.m.- Lelmil o dnh ek By o
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(2} PPID sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
a. PPID Utama; dan
b. PPID Pembantu.

(3] PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat
aleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.

(4) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurufl b
dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi tugas dan
fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi pada setiap SKPA.

(5] PPID Pembantu Sckretariat Dacrah dijabat oleh Kepala Biro yang
membidangi komunikasi dan informasi.

(6) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Acch.

(7) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk
PLID.

(8) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl a
merupakan PPID Utama pada PLID.

BAB V
KELEMBAGAAN PEJABAT FENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

(1) PPID Utama pada Pemerintah Aceh dibantu oleh PPID Pembantu
vang berada di SKPA dan/atau Pejabat Fungsional.

(2) PPID Utama scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

(3] Dalam pelaksanaan tugas PPID scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibantu oleh 3 (tiga) bidang, meliputi:
a. bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi;
b. bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip; dan
c. bidang Fasilitasi Penyelesalan Sengketa Informasi.

(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh
tenaga bidang teknis/administrasi.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan
Paragraf 1
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Pasal 18
PPID Utama bertugas:
a, menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan
Dokumentasi;
b. menvusun laporan pelaksanaan kebijakan Informasi dan
Dokumentasi;

c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahban
Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu;

d. menvimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi
pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik;

e. melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi publik;

f. melakukan Uji Konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi yang
dikecualikan,

g melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi;

h. menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat;

i. melakukan .../ 14
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i, melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring
atas pelaksanaan kebijakan ngelolaan  Informasi  dan
Dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala
dan/atau sesuai dengan kebutuhan,

k. mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk
dipublikasikan; dan

. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola, dan memelihara Informasi dan
Dokumentasi.

Paszal 19

(1) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
PPID Utama berwenang;

a. menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi vang
dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. meminta dan memperoleh Informasi dan Dokumentas: dart PPID
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya,

c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan Informasi  dan
Dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan
kerjanya;

d. menentukan atau menctapkan suatu Informasi dan Dokumentasi
yvang dapat diakses oleh publik;

e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan
Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan

f. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi yang
dilakukan oleh PPID Pembantu.

(2) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu
Data Indonesia, PPID Utama dapat:

a. melaksanakan wewenang lain sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

b. berkoordinasi dengan Walidata baik di instans: pusat maupun di
instansi daerah.

(3) Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragrafl 2
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembaniu
Pasal 20
{1} PPID Pembantu dibantu oleh Pejabat Fungsional.

(2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk
untuk membantu PPID Utama dalam Pelayanan Informasi Publik
dan Dokumentasi pada setiap SKPA.

(3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dijabat oleh:
a. kepala biro pada sekretariat daerah Aceh;
b. sekretaris/ kepala bagian/kepala bidang pada SKPA; dan

c. kepala bagian vang menangani komunikasi dan Informasi pada
Sekretariat DPRA dan sckretariat lembaga keistimewaan, dan
kekhususan Aceh.

{4) PPID Pembantu menvampaikan [Informasi dan Dokumentasi
kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan,

(5) PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu
oleh tenaga pembantu teknis/administrasi/fungsional.

Pasal 21 .../15
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Pasal 21

(1} PPID Pembantu bertugas:

a.

b.

[ 5

h.

membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab,
tugas, dan kewenangannya;

mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan Informasi dan Dokumentasi dari unit kerjanya,
menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID

Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekal atau
sesual kebutuhan;

melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentas:
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan
Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima;

mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan
data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Aceh
menjadi bahan Informasi Publik;

menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama
secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan; dan
menyediakan dan mempublikasi Informasi dalam website
SKPA untuk diakses oleh masyarakat.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1].
khusus PPID Pembantu pada Sekretariat DPRA juga bertugas:

menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan Informasi
dan Dokumentasi kepada DPRA sesuai peraturan perundang-
undangan;

mengkoordinasikan Informasi dan Dokumentasi kepada
DPRA untuk menetapkan Informasi dan Dokumentasi yang
dapat diakses oleh publik; dan

melakukan inventarisasi Informasi yang dikecualikan untuk
disampaikan kepada PPID Utama agar dilakukan Uj
Konsekuensi.

{3) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1), PPID Pembantu
melaksanakan fungsi:

a.

b.

Ecnghimpunan Informasi Publik pada masing-masing unit
erja; dan

penataan dan penyimpanan Informasi Publik pada masing-
masing unit kerja.

Pasal 22

(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, memiliki
kewenangan untuk memberikan pelayanan Informasi dan menolak
permohonan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan vang diketahui/disetujui oleh kepala SKPA/Unit kerja
dengan Ketentuan:

a.

Kepala SKPA/unit kerja bertanggung jawab penuh Ierhaj:lacﬁ
semua proses pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
SKPA masing-masing vang dilaksanakan oleh PLID
Pembantu; dan

Kepala SKPA/unit kerja menandatangani laporan FPPID
Pembantu untuk disampaikan kepada PPID Utama dan
Komisi Informasi Aceh.

(2) PPID Pembantu bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan
proses Mediasi atau Ajudikasi di Komisi Informasi Aceh dan/atau
proses Ajudikasi di pengadilan apabila terjadi sengketa Informasi.
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BAB VI

KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 23

{1} Struktur organisasi PLID Pemerintah Aceh, terdiri dari:

a. pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh;
b. chga.rah selaku atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah
ceh;
. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Pimpinan Ting%i
Pratama (Eselon ll) pada Sekretariat Daerah Aceh dan seluru
Kepala SKPA;

d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
[Eselon II} SKPA yang membidangi penyelenggaraan urusan
Pemerintahan bidang komunikasi dan informatiks;

e.  PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat Administrator (Eselon TI0)
pacda SKPA:

.  Khusus PPID Pembantu dpjda. UPTD SKPA dijabat oleh Pejabat
Pengawas (Eselon 1V) pada UPTD SKPA;

2 bidan dukung, vang terdini dari Sekretariat PLID, Bidang
Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayvanan
Informasi, Dokumentasi, dan Arsip, dan Bidang Fasilitasi
Sengketa Informasi; dan/atau

h. Pejabat fungsional.

(2) Susunan Pejabat PPID pada Pemerintah Aceh ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

(3} Bagan struktur organisasi PLID Pemerintah Aceh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Gubernur ma.

Pasal 24
(1] Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b
bertugas:
a. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan

b.
e,

d.

Publik;

menyelesaikan keberatan atas Permohonan Informasi Publik;
mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di
Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yvang dilakukan oleh PPID
dan PPID Pembantu.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, Atasan PPID berwenang:

A.
b.

B

d.

menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pembantu,
menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan
Publik;

memberikan tanggapan atas keberatan vang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

menghadiri dan memberikan kuasa kepada PPID untuk mewakili
Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi
Informasi Aceh dan/atau di Pengadilan; dan

. menctapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan,

evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi
Publik vang dilakukan oleh PPID Pembantu, Pejabat Fungsional
dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Pasal 25 .../17
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Pazal 25

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang schagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, atasan PPID dapat berkoordinasi dengan Pembina
Data baik di instansi pusat maupun di instansi dacrah.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Tim Pertimbangan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 23 t(l
huruf c bertugas: e

a, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi
terhadap Informasi yang dikecualikan; dan

b. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan atau menanggapi
keberatan atas Permohonan Informasi,

(2) EI]D Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) berfungsi
alam:
a. pengambilan keputusan terhadap sengketa Informasi; dan

b. penyelesaian masalah dan hal-hal lain yang belum diatur
dalam Peraturan Gubernur ini sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar Operasional Prosedur Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokurientasi pada Pemerintah Aceh

Pasal 27

(1) SOP PPID disusun oleh PPID Utama dan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- undangan.

(2) SOP PPID schagaimana dimaksud pada avat (1) paling sedikit
memuat ketentuan sebagai berikut:

a. kejelasan tentan jabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama
dan PPID Pembaﬁtupfj vk y

b. kejelasan tentang orang vang ditunjuk scbagai pejabat
fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;

c. kejelasan :mbaﬁ'an tugas, tanggung jawab, dan kewenangan
Atagsan PPID, PPID Utama, dan PPID Pembantu;

Pasal 28
Jenis SOP PPID, antara lain terdiri dari:
S0P pengelolaan permohonan Informasi;
S0P pengelolaan keberatan atas Informasi;
S0P penetapan dan pemutakhiran daftar Informasi Publik;
S0P pendokumentasian Informasi yvang dikecualikan;
S0P pengujian tentang konsekuensi;
S0P penanganan sengketa Informasi;
S0P pendokumentasian Informasi Publik; dan
SOP pelaporan dan evaluasi.
S0P Pengumuman
S0P Maklumat Pelayanan

Lerepm e gn g

Bagian Ketiga
Daftar Informasi dan Dolkumentasi Publik
Pasal 29
(1) DIDP paling sedikit memuat:
a. NOmor;
b. ringkasan isi Informasi;
o, pejabat atau unit/satuan kerja vang menguasai Informasi;

d. penanggungjawab .../ 18
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d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi;

€. waktu dan tempat pembuatan Informasi;
f. bentuk Informasi vang tersedia; dan
g Jjangka wakfu penyimpanan atau retensi arsip.

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID
Utama.

(3) Keseluruhan Informasi dan Dokumentasi Publik yvang sudah
dipublikasikan oleh PPID harus diserahkan kEEada perpustakaan
dan arsip di lingkungan unit kerjanya untuk dilestarikan dan
diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

(4} Format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum  dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

(1) Seluruh Infomasi Publik yang termuat dalam DIDP disimpan dan
didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital {sa{tcup dan
dokumen nondigital [hardeopy] serta memenuhi  kaidah
Interoperabilitas Data.

(2) Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital fhardcopy)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak rlaku untu
Informasi Elektronik.

(3) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana
dimaksud p=ada ayat (1), data yang termuat dalam Informasi Publik
paling sedikit harus memenuhi syarat:

a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi
penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan

b, disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem
Elektronik.

(4) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) PPID Utama dan Pembantu mengkoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan seluruh unit kerja danfatau satuan kera di
Pemerintah Aceh yvang menguasai Informasi Publik.

Bagian Keempal
Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentas:
Pasal 31
(1) RPID Utama terletak di lokasi vang mudah dijangkau dan
dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai,
(2) RPID Pembantu berada pada setiap SKPA.

(3) RPID dikelola oleh pejabat  teknis administrasi, {ungsional
dan/atau petugas Informasi.

Bagian Kelima
Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik
Pasal 32
(1} SIDP dibuat dan dikemban n oleh PPID uniuk mempermudah
akses pelayanan Informasi Publik.

2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

o dilaﬁukﬂn secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID
Pembantu.

[3) Selain mengembangkan SIDP schagaimana dimaksud pada ayat {2
Pemerintah Aceh mengembangkan SIDP }ran%{;cnntegrasl SCCATA
Regional dengan PPl pada Pemerintah bupaten/Kota di
wilayah masing-masing.

Bagian .../ 19
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Bagian Keenam
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pasal 33
(1} LLID wajib dibuat dan disediakan serta disampaikan oleh PPID

Pembantu paling lambat 1 {satu) bulan setelah tahun pelaksanaan
tahun anggaran berakhir untuk disampaikan kepada PPID Utama.

(2] LLID wajib dibuat dan disediakan serta disampaikan oleh PPID
Pembantu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan

tahun anggaran berakhir untuk disampaikan kepada Komisi
Informasi Aceh.

() LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pgambaran umum kebijakan pelayanan Informasi dan
Dokumentasi publik di Pemerintahan Aceh:

b. ambaran umum pelaksanaan pelavanan Informasi dan
okumentasi publik, antara lain:

l.sarana dan Emsamna pelayanan Informasi dan
Dokumentasi publik yang dimiliki beserta kondisinya;

2. sumber daya manusia }fang menangani  pelayanan
:jnﬁ::rmam dan Dokumentasi publik beserta kualifikasinya:
an

3. anggaran pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik
scrta laporan penggunaannya;
c. rincian pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik vang
meliputi;
1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu:

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan

4. jumnlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta
alasannya;

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
L. jumlah keberatan yang diterima;
2, tanggapan atas keberatan vang diberikan  dan
pelaksanaannya;
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi
Informast yang berwenang; dan

4. hasil mediasi danfatau keputusan ajudikasi Komisi
Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan

publik, j gugatan yvang diajukan ke pengadilan, dan
hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan
publik;

¢. kendala internal dan cksternal dalam pelaksanaan layanan
Informasi dan Dokumentasi publik; dan

. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

(4} PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan

salinan LLID kepada Komisi Informasi Aceh paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun pelaksanaan angparan berakhar,

(S) Salinan LLID sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2)
ditembuskan kepada Komisi Informasi Pusat, Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan
]nfgnnnatika Republik Indonesia.

Pasal 34
(1} LLID merupakan bagian dan informasi publik yang wajib tersedia
seltiap saat.
{2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada
publik dan disampaikan kepada atasan PPID.

(3) LLID ... /20
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(3) LLID sebagaimana dimaksud pada avat (2) disampaikan kepada
Gubernur oleh atasan PPID.
(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan oleh

Gubernur scbagali bagian dalam laporan nyelen aan
Pemerintahan Daerah. s L

BAB VII
TATA KER.JA
Pasal 35
Pengelolaan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh dilaksanakan
aleh PPID.
Pasal 36

Advokasi pengaduan dan penyvelesaian Sengketa Informasi Publik
pada Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh PPID dengan melibatkan

Biro yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum
dan/atau vang dikuasakan,

BAB VIl
TATA CARA PENETAPAN PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK
Pazal 37

(1} PPID Utama melaksanakan inventarisasi Informasi yang dikecualikan
berdasarkan usulan dari PPID Pembantu disertai dengan alasan.

(2) PPID Utama melaporkan inventarisasi Informasi vang dikecualhkan
kepada Tim Pertimbangan.

(3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama
PPID wajib melakukan pengujian mengenai konsekuensi yang
timbul apahila suall informasi diberikan serta
mempertimbangkan secara saksama dan penuh ketelitian sebelum
menyatakan Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang
dikecualikan.

(4) Pengujian mengenai konsekuensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan:

a. sebelum adanya Permohonan Informasi Publik;
b. pada saat adanya Permohonan Informasi Publik; atau

c. pada saat pl:ﬂﬁtltﬁlaiﬂn sengketa Informasi Publik atas
perintah Majelis komisioner.

(3) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, Tim Pertimbangan
dan PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain
vang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
Keterbukaan Informasi Publik.

(6) Hasil pengujian konsckuensi wajib menyebutkan ketentuan secara
jelas dan tegas pada peraturan rundang-undangan yang
menyatakan suatu Informasi wajib dirahasiakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Hasil pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disusun dawam Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dan
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

(8) Format inventarisasi Informasi Publik yang Dikecualikan
scbagaimana dimaksud pada awvat (1) dan ayat (2} tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
FPeraturan Gubernur ini.

Pasal 38

(1) Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi
Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID
dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik.

(2) Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen
Informasi Publik dinyatakan scbagai Informasi yang dikecualikan,
PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang
dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan
dibuka dan diberikan kepada publik.

(3) PRID ... /21
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(3} PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam
suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk
mengecualikan  akses publik terhadap  keseluruhan  salinan
dokumen Informasi Publik.

(4) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan
dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. '

Pasal 39

(1) PPID dqﬁlat melakukan pengubahan status Informasi vang
dikecualikan. g

(2) Pengubahan status Informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat dilakukan berdasarkan pengujian
konsekuensi dan persetujuan dari pimpinan Badan Publik.

(3) Ketentuan  mengenai  tata cara pengujian  konsekuensi
sebaguémana dll'lmakﬁud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis
mutandis  terhadap ngubahan  status  Informasi
dikecualikan. e e

(4) Ketentuan mengenai format Lembar Pengujian Konsckuensi atas
Pengubahan Klasifikasi Informasi vang Dikecualikan sebagaimana
dimaksud la ayat (3} tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Pengubahan status Informasi wvang dikecualikan melalui
pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Penpubahan Status
Informasi yang Dikecualikan.

(B) Ketentuan mengenai format surat  keputusan pengubahan
Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5] tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 40

Seluruh Informasi Publik yang berada di lingkungan Pemerintah Aceh
selain Informasi Publik yang dikecualikan dapat diakses oleh publik
melalui  prosedur permohonan Informasi blik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Kesatu
Standar Pengumuman
Pasal 41

(1} Badan Publik wajib mengumumkan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) vaitu :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
c. Informasi vang wajib tersedia setiap saat.
(2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. mengpgunakan bahasa Indonesia vang baik dan benar;
b. mudah dipahami; dan

c. mempertimbangkan penggunaan bahasa vang digunakan
penduduk setempat,

(3) Pengumuman  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
disebarluaskan melalun:

papan pengumuman;,

laman resmi (Website] PPID dan/atau Badan Publik;

media sosial PPID dan/atau Badan Publik;

Portal Satu Data Indonesia; dan/atau

Aplikasi berbasis teknologi informasi;

-~
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(4] Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas.

(5} Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi dengan audio,
visual, dan/atau braille.

BAB X
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 42
Pemohon Informasi dan Dokumentasi wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a, mencantumkan identitas vang jelas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon vang jelas:

¢. menyampaikan secara jelas jenis Informasi dan Dokumentasi yvang
dibutuhkan;

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi dan
Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

¢. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran
untuk memperoleh Informasi yang diminta, sepanjang biaya yang
dikenakan tergolong wajar.

Pasal 43
(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau
tidak tertulis melalui media elektronik dan/atau non elektronik.
(2] Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon harus:
a. mengisi formulir permohonan;
b. melampirkan identitas din; dan
¢. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila
dibutuhkan.
(3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (2] huruf a
paling kurang memuat:
a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor sctelah
permohonan informasi publik diregistrasi;
nama;
alamat;
pekerjaan;
nomor telepon /email;
rincian informasi yvang dibutuhkan;
tujuan pengunaan informasi;
cara memperoleh informasi;
cara mendapatkan salinan informasi;

nomor pendaftaran vang diisi berdasarkan nomor setelah
Permintaan Informasi Publik diregistrasi;

nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau
kuasanva;
nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau

nomor surat keputusan pengesahan badan hukum  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

. alamat;
nomor telepon / e-mail;
pekerjaan;
sural kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik
dikuasakan kepada pihak lain;
rincian Informasi vang diminta;
tujuan penggunaan Informasi;
cara memperoleh Informasi; dan
cara mendapatkan dan mengirimkan salinan informasi.
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(4] Dalam hal ermohonan  diajukan secara tidak tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID membantu dan
memastikan permohonan informasi publik tercatar dalam formulir
ermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dalam

u register permohonan informasi.

{3} Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus
maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam
pengisian [ormulir Permintaan Informasi Publik,

[6) Buku register permohonan sebagai dimaksud pada ayat (4) paling
kurang memuat:

nomor pendafltaran permohonan;
tanggal permohonan;

nama pemohon informasi publik;
alamat;

pekerjaan;

nomor telepon/ email;

Informasi Publik yang diminta; dan
. tujuan pengunaan informasi.

(7) Format Formulir dan Buku Register sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

(1} Permohonar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 avat (1) dilakukan dengan cara:

a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik; atau
b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email.

(2} Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai
bagian dar partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria:

a. mencantumkan identitas vang  jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan;

b, penguasaan permasalahan yang dimohon;

¢, latar belakang keilmuan fkeahlian;

d. mempunyai pengalaman di bidang vang dimohon; dan/atau

c. mempunyai relevansi atas substansi yang dimohon.

(3} Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk pengkajian,
analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyvelidikan,
pengumpulan data, pendampingan, mengawal serta tugas akhir
dan sejenisnya harus melampirkan kerangka acuan kerja atau
proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal
waktu keglatpn, serta im yang terlibat, sesual dengan tujuan
permohonan informasi dimaksud.

SmEMeanop

Pasal 45

(1) Terhadap permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44, PPID berkewajiban:

a. melakukan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam
buku register permohonan; dan

b. memberikan nomor pendaftaran permohonan Informasi yvang
telah diserahkan langsung atau melalui surat elektronik,

(2) Dalam hal permochonan Informasi Publik dilakukan melalui surat,
faksimile atau cara lain yvang tidak memungkinkan bagi PPID
untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID
wajilb memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada
Pemohon Informasi Publik.

(2) Nomor pendafltaran sebagaimana dimaksud pada avat [2) dapat
diberikan sekaligus dengan pengiriman Informasi Publik.

{4) PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah
diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan
Informasi Publik.

Pasal 46 .. /24
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Pasal 46

(1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat
dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:

a. memberikan akses bagi pemohon untuk melihat Informasi
Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk
g‘g:mﬂaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang
imohon;

b.  memberikan alasan tertulis apabila permohonan Informasi
Publik ditolak; dan

¢. memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan
keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

{2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi,
PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:

a. pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk membaca
dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon:

b. pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan Informasi
yvang dibutuhkan;

¢, pembenan alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan
Informasi Publik yang dikecualikan apabila permohonan
Informasi Publik ditolak; dan

d. mberian Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan
serta formulirnya.

(3) PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2) dibantu dalam melengkapi
ger;}'aratﬂn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling lambat

{tiga) hari kerja sejak:
a. diajukan permohonan Informasi Publik vang disampaikan
secara langsung.
b. diterima permochonan Informasi Publik yang disampaikan
secara tidak langsung.

(4) PPID  wajib memastikan permchonan Informasi  Publik
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) tercatat dalam
buku register permohonan setelah Pemohon Informasi Publik
melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

{5) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap,
PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk
disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik.

{6) Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi
Publik da].-m:: jan waktu paling lama 3 tti%-,ai han scjak surat
keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik.

(7) Dalam hal Pemochon Informasi Publik tidak menyerahkan
perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan, PPID
memberikan catatan pada buku register Permintaan Informasi

Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik
yvang diajukan.

Pasal 47
(1) PFID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis E mcrug;akm'l
jawaban Pemenntah Aceh atas setap permohonan inE:?naﬁi publik.
(2) Pemberitahuan tertulis sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
berisikan:
a. informasi publik yang diminta berada di bawah kewenangan/
penguasaannya atau tidak;
b. memberitahukan Instansi vang  berwenang/menguasai
informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak
berada di bawah penguasaannya;

c. menenma atau menolak permohonan mformasi publik beserta
alasannya;
d. bentuk informasi publik yang tersedia,

e. biaya ... /25
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€. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan
Informasi Publik yang diminta;

[. waktu vang dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik
yang dimohon;

2. penjelasan atau penghitaman/pengaburan informasi yang
dimohon hila ada;

h. permintaan Informasi Publik diberikan sebapian  atau
seluruhnya; dan

i, Eenjetaaan apabila informasi tidak dapat diberikan karena
pkan kewenangannya, belum dikuasai  atau  belum
didokumentasikan.

(3) Dalam hal informasi publik yang dimohon diberikan sebagian atau
seluruhnyva pada saat permohonan dilakukan, PPl wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersamaan dengan informasi publik yang dimohon,

(4] Dalam hal informasi publik vang dimohon, diputuskan untuk
diberikan sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan
pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menvampaikan

emberitahuan tertulis dan informasi publik yang dimohon
epada Pemohon Informasi sesuai dengan | waktu vang vang
ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

(5) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib
menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  sekalipus  dengan
kKeputusan PPID mengenai penolakan permohonan informasi.

(6) Keputusan PPID mengenai penolakan permohonan informasi aleh
PPID scbagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat:

nomor pendaftaran;

nama;

alamat;

pekerjaan;

nomor telepon f e-mail,

informasi vang dibutuhkan;

keputusan pengecualian dan penolakan informasi;

alasan pengecualian; dan

konsckuensi diperkirakan akan timbul apabila informasi

dibuka dan mﬁ?}mn kepada Pemohon Informasi.

(7] Pembentahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1)
beserta informasi publik yang dimohon disampaikan paling lama
10 {sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(8) Dalam hal permchonan informasi tidak disampaikan secara
langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran
disampaikan sekaligus dengan pemberitahuan tertulis,

(9) Dalam hal PPID belum menguasal atau mendokumentasikan
informasi  publik yang dimohon dan/atau  belum  dapat
memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk informasi
publik g dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan
waktu dengan pemberitahuan tertulis beserta alasanya.

(10) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta

nyampaian informasi publik vang dimohon dilakukan paling
ama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan
tertulis qebagmmana dimaksud pada avat (7) dan tidak dapat
diperpanjang.

(11) Format keputusan penolakan dan mberitahuan  tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat [6) 1 ayat [7) tercantum
dalam Lampiran dan Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

FEFR Mo AN TR
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Pasal 48

(1) PPID dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat nama, Nomor
Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon Informasi
Publike, subjek dan format informasi serta cara penvampaian
informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(2} PPID dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat permohonan
informasi publik vang digjukan secara tidak tertulis.

(3) PPID dan/atau Petugas Informasi wajib memberikan tanda bukti
penerimaan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) berupa nomor pendaftaran pada saat
permintaan diterima,

(4] Dalam hal permohonan disampai secara langsung atau melalui
surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan
permohonan,

[3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman
_n1:;_m1:rr pendaftaran dapat diberikan sekaligus dengan pengiriman
informasi.

(B) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterima permohonan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis yang berisikan:

a. Informasi yang diminta, berada di bawah kewenangan/
penguasaannya ataupun tidak;

b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi
dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. alat penyampai dan format informasi vang akan diberikan;
dan/atau

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi
yang diminta,
(7} Dalam hal pemohon bermaksud melakukan penggandaan atau
perekaman informasi publik, maka pemohon informasi dapat
melakukan penggandaan atau perekaman.

(8] Pemohon Informasi Publik dibebankan biaya salinan penggandaan
atau perekaman dan/atau pengiriman informasi dan biaya
pengurusan izin pemberian informasi publik vang di dalamnya
terdapat informasi pihak ketiga.

{9) PPID wajib memberitahukan Badan Publik yang berwenang/
menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta
tidak berada di bawah penguasaannva dan Badan Publik yang
menﬂﬁima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang
dimoheon.

(10} Dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

(11} Dalam hal suatu dokumen mengandung materi vang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundan -undangan, maka
informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan
disertai alasan dan materinya.

(12) PPID  dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lama
7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara
tertulis.

Pasal 49
(1) Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada
saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan
Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

b.Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit
melampirkan  fotokopi kartu tanda penduduk atau surat
keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil setempat.

¢. Pemohon .../27
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c. Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit
melampirkan fotokopi akta Eendiriﬂn badan hukum yang telah
ﬁendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

anusia.

d.Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan
fotokopi kartu tanda penduduk surat keterangan kependudukan
pemben kuasa:

e. mencantumkan alamat dan nomor telepon vang jelas;

I. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi
yang dibutuhkan;

g mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan
dekumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

h. menyatakan kesediaan membayar bizc?ra dan cara pembayaran
untuh_m;glfemleh informasit vang diminta, sepanjang biaya
vang dikenakan tergolong wajar,

(2) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada avat

1) huruf d dapat dikuasakan kepada pihak lain vang cakap di
adapan hukum.

(3) Dalam hal Permohonan Infomasi Publik dikuasakan kepada pihak
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Permohonan Informasi
Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai
yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BABR X1
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 50

(1) Pemerintah Aceh wajib menyediakan sarana dan prasarana
dalam mendukung pelayanan informasi publik di lingkungan
Pemerintah Aceh.

(2) Sarana dan prasarana gﬁnﬁ dapat digunakan dalam mendukung
Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Acch
sehagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:

a. peralatan pengolah data (editing unii) linier dan non linier baik
manual maupun digital;
b. kamera video dan [oto:

c. peralatan  belajar mengajar vang berbasis  multimedia
proyektor LCD, Computer, Printer dan Laptop, scaner, mesin
oto copy);

d. ruangan dengan teknologi jaringan berbasis internet;
. laboratorium design grafis visual dan percetakan;
f. perangkat komunikasi (telepon, faksimile);

g lemari arsip (lemari file tercetak maupun server untuk hle
dalam bentulk digital);

h. situs resmi; dan
1. sumber daya manusia,

(3] Pemerintah Aceh wajib menyvediakan sarana dan prasarana
Permohonan  Informasi  Publik  dengan  memperhatikan
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas,

(4| Sarana dan prasarana Permohonan Informasi Publik
P'pn{a_ndang Disabilitas sebapaimana dimaksud pada avat (3)
dilaksanakan sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN PENATAAN DAN LAPORAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTAS]
Pasal 51

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian penataan
PLID Kabupaten/Kota.

(2) Pembinaan .../28
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(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan me ELHE:E

a. fasilitasi dan koordinasi;
b, peningkatan kapasitas PPID; dan
¢, monitoring dan evaluasi,

BAB XIll
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN FASILITASI
SENGKETA INFORMASI
Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan
Pasal 52

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam
hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. penolakan atas permohonan informasi publik sesum

peraturan perundang-undangan;

tidak disediakannya informasi berkala;

tidak ditanggapinva permohonan informasi publik;

permohonan informasi publik tidak ditanggapi sebagaimana

yvang diminta;

tidak dipenuhi permohonan informasi publik;

pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang

diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

7 e 8
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Pasal 53

(1) PPID wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan
disertai dengan nama, dan nomor kontak PPID.

(2) PPID dapat menggunakan sarana komunikasi vang efektfl dalam
menerima Leberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya
yang dimilikinya.

Bagpan Kedua
Registrasi Keberatan
Pasal 54

(1) Pengajuan kcberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir
keberatan yang disediakan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis,
PPID wajib membantu pemohon  informasi ublik yvang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk
mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor
registrasi pengajuan keberatan.

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang memuat:

nomor registrasi pengajuan keberatan,

nomor pendaftaran permohonan informasi publik;

tujuan penggunaan informasi publik;

identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan;

e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yvang mengajukan
keberatan bila ada;

. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 avat (1);
g. kasus posisi Pemohon Informasi Publik;

oo

h. waktu .../29
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h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yvang diisi oleh
petugas;

.. nama dan tanda tangan Pemochon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan; dan

j- nama dan tanda tangan petugas vang menerima pengajuan
keberatan.

(4) PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayvat (3] kepada Pemohon Informasi Publik yvang
mengajukan keberatan atau kuasanya scbagal tanda terima
pengajuan,

{5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

{6) Format formuulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5]
Juga berlaku terhadap penyediaan sarana pengajuan keberatan
melalui alal komunikasi elektronik.

Pasal 55
(1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam registrasi keberatan.
(2) Registrasi keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
kurang memuat:
8. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. tanggal diterimnya keberatan;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atay
kuasanya vang mengajukan keberatan;

nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
informasi publik vang diminta;
tujuan pengunaan informasi;

alasan pengajuan keberatan sebapgaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (1);

keputusan atasan PPID;

hari dan tanggal pemberian tangpapan atas keberatan;
nama dan posisi atasan PPID; dan

k. tanggapan pemohon informasi.

[3) Format register I-I:Eberataq sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiren yang merupakan lan  tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 56

(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk
keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi
Publik yvang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima
kuasa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di catatnya
pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.,

(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang memuat :

a. tanggal pembuatan suratl tanggapan atas keberatan;
b. nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yvang
diajukan;
d. perintan atasan PPID kepada PPID untuk memberikan
sebagian atau seluruh informasi publik vang diminta dalam
- hal keberatan diterima; dan

e, j:arégka wakiu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud
pa

SerEr moma

a huruf d.

[(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada saat ditetapkannyva keputusan tertulis tersebut.

Pasal 57 .../30
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Pasal 37

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
Eﬂﬂg menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID
rhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi
blik pada Komisi Informasi Aceh atau lembaga lain sesuai
tentuan peraturan jaerundang-undﬂngan paling lama 14 [cmpat
belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID,

Bagian Keempal
Fasilitasi Sengketa Informasi
Pasal 58
(1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Acch
sesual dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa

informasi vang diajukan pemohon informasi karcna tidak
menerima alasan tanggapan Atasan PPID.

(2] Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
1) dilalkukan pemohon informasi dalam waktu paling lama 14
empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis
dari Atasan PPID.

Pasal 59

(1) Gubernur melalui Atasan PPID menctapkan Tim Fasilitasi
Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesalan sengketa
informasi.

(2) Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga
berfungsi sebagai sural kuasa untuk  bersidang mewakili
Pemerintah Aceh di Komisi Informasi Aceh sesual dengan
kewenangannya.

{3) Tim lasihitas: sengketa informasi diketua: oleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang
hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuail
dengan k-::butu!éj.a.n.

(4] PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa
informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama
PPID Pembantu terkait, ]Ezjabat yvang menangani bidang hukum,
pejabat fungsional dan pihak lain vang dipandang perlu.

[5) Mekanisme kerja tim fasilitasi penanganan sengketa informasi
diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPLD.

(B) Tim melaporkan Emses penanganan dan hasil penyelesaian
sengketa informasi kepada Atasan PPID.

BAB X1V
FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTAS!
Pasal 60

(1} FKPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar PPID
Provinsi dan memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerintah
Kabupaten/Kota,

(2) Pemerintah Aceh melakukan koordinasi, pembinaan dan
pengawasan FKPPID.

(3) FKPPID Tingkat Provingi terdiri dan seluruh PPID Pemerintah
Kabupaten/Kota,

BAB XV
PENDANAAN
Pasal 61

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi
dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan

b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

&l!ﬂu PRI TR AT T Prrgdal ]
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur

Acch Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Peng,el-n-'iaﬂn Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi di ngkun gan Pemerintah Aceh (Berita

E:garih Aceh Tahun 2018 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak
rlaku.

Pasal 63
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang m E;:tahum}ra. memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh,

Dllﬂtﬂpkﬂn di Banda Aceh
gy weaggal, 17 Januari 2023
24 Jumadil Akhir 1444

OB ERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggs

17 Januari 2023

T kg Jumadil Akhur 1444

SEKRETARUT D1s

\ AERAH AC EH'}; i

i
|.-'J'

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PLID PEMERINTAH ACEH

Sekretaris Daerah

Atasan PPID

|

Kepala Dinas Kemunikasi
Informatika dan Persandian

PPID LUtama

I

Kepala Bidang Pengelolaan
Layanan Informasi Publik

Pelaksana Harian PPID Umama

l

Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi

Pengelolaan Fasilitasi
Data dan Penyelesaian
Klasifikasi Sengketa
Informasi Informasi

Pengeiola
Aplikasi
Database PPID

PPID Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Acch
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PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(Ditulis Nama Badan Publik)

NOMOR.... TAHUN....
TENTANG

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR........ TAHUN. ...... TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan

dapat diakses oleh setiap Penggunan Informasi
Publk.

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan

bersifat ketat dan terbatas.

c. bahwa terhadap Informasi yvang Dikecualikan

berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Nomor........
Tahun............ ,. dasar hukum atas
dikecualikannva informasi tertentu perlu
dilakukan pengubahan.

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, dan huruf ¢ maka perlu ditetapkan
Penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi
yvang Dikecualikan.

MENGINGAT

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor




61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomeor 1 Tahun
2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun...
Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor...);

MEMFPERHATIKAN

1. Penetapan PPID Nomor......... Tahun.........
tentang Pengeculian Informasi.........
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.........

3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas
Pengubahan  Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan Nomor, Tahun

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PENGUBAHAN KLASIFIKAS] INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAFP PENETAPAN PPID
NOMOR........ TAHUN....... TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran
ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan
Klasifikasi Thformasi vang Dikecualilan
NOMOT. .00 Tahun yang tercantum  dalam
lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan




dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh, pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik
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FORMAT FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
(RANGRAP DUA)

blik dan alamat, nomor telepon, Mksimili, email [jika ada

No. Regiater: .........
FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

a tangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi :

Momor KTP | sesuai KTP |*
Alamat

Pekerjaan
Nomor Telepon /E-Mail
Informasi vang dibutuhkan

Dinas vang dituju
Alasan Permintaan d e o i e 1 it il i o A a1 B o mob o e

Nama Pengguna [nformasi

| Nomor KTP | sesuai KTP | *

Alamat Pengguna Informasi

Momor Telepon fE-mail R . D Y -~ N,
Tujuan Penggunaan Informas

Cara Memperoleh 1. Langsung ; 2. Website, 3. E-maik; 4. Fax;
Format Behan Informas 1. Tercetak; 2. Terckam;

Cara Mendapatkan Salinan 1. Langsung; 2. ViaPos; 3, E-maal;

Informasi

Data dan informasi vang kami peroleh, kami gunakan sesual dengan keiemtuan perundang-
undangan vang berlaku.

Banda Aoeh i i it 2023
Petugas Pelayvanan Informasi Pemohon Informasi
{ Penerima Permohonan |
B e S } R N NI RORRRO
Mama dan Tanda Tanga Nama den Tanda Tangan

Keterangan:
* [ilsi nleh petugas berdasarkan nomor regstrast permohonnn Infonmost Publik
** Filih salah aatu dengnn memiben tands |




i Ballk Farmulir Permohonan Informas|
Dicetalk imformasi berilai:

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulaan
Informasi Puhlik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta selaruh informasi yang berada di Badan
Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi
dapat: Menghambai proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak
aras  kKejayaan inteleldual dan  perlindungan dari persaingan wussha tidak sehart
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam [ndonesia;
Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengunglkap isd akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun weasiat
seseorang; Mengungkap rehasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiaken kecuali atas putusan Komisi
Informasi atau Pengadilan; Informasi vang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
undang, (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi vang belum dilkuasai
atau didokumentasikan.

[I. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR

.

™.

PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukt permohonan informasi
tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan
informast anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterfma atau
tidaknya permohopan informasi delam janghka waktu 10 (sepulubh) har kerja sejak
diteritnanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat mem perpanjang
wakiu untuk memberi jawaban tertulis | x 7 hari kerja, dalam hal: informasi vang diminta
belumn dikuassi /didokumentasikan/ belum dapat diputusken apakah informasi vang diminta
termasuk informasi yang dikecualilcan atay tidak.

Biaya yang dikenakan bagi permintasan atas salinan informasi berdasarkan surat kepuiusan
Pimpinan Badan Publik adalah (dilsi sesusl dengsn surat keputusan Pimpinan Badan
Publik)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Apabila Pemchon Informasi tddak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yvang diminta), maka pemohon informasi
dapat mengajuken keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja sejuk permohonan informasi ditolak /ditemukannyve alasan keberatan lainnya. Atasan
PPIR wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan vang diajukan Pemohon
Informasi selambat- lembatnya 30 (tHga pulub) ber kerja sejak  diterima) dicetainya
pengajusn keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puss dengan kKeputusan Atasan PPID, maka
pemohon informesi dapat mengaju9kDan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka
wakiu 14 [empat belas|) hari Kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon
Informeas Publik.
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FORMAT SURAT HKEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAEKAN PERMINTAAN INFORMARI

PUBLIK
I [nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email {jila ada)|
Badan
Publik SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN
Mo Penidafaran: ¥ . vevesesebaash
B, e i A A ek i
Alamar b o A L A A o Bty i L e

Momaor Telp/ email L
Rincian Informasi vangdi butuhkan © .o,

PPID pemuivuskan bahwa Informasi yvang diminta adalah:

INFORMAS] YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :

Fasal 17 Huruf ...... UL Keterbukaan Informas]
Publik **
Pasal ... Undang-Undang ....... s

Bahwa berdasarkan Pasal - Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbullean
konsekuens sebagal berikout:

Dengan demikian menyatalkan bahwa:

PERMINTAAN INFORMAS] DITOLAK

Jika Permohon Informasi keberatan atas penclakan ini maks Pemohon Informesi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tga puluh) han kerja
scjak menerima Surat Kepufusan inid .

.............. (Tempat), ,....langgal, bulan, dantahun | ***%|

Prjabat Pengelola Informast dan Dokumentas: (PPID)

fiscanie g e A R aridivgs ]
Nama & Tandatangan

Keterangan:

L Diisi odeh petugas berdasarkan nomor registras: permohonan Informas: Pubhk.

i Diigi oleh PPID seguai dengan pengecualian pada Pasal 17 huraf & — i UU KIP,

*** Beguai dengan Pasal 17 huraf j UU KIP, d iisi oleh PPID scsuai dengan pasal
pengecualian dalam undang -undang lain yang mengecunkikan mformasl yang
dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang -undangnval.

R Dilsl oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka wakiu pemberitahuan
tertulis sebagaimanes diatur dalam UU KIP dan Peraturan ind.



PEMBERITAHUAN TERTULIS

|nama baden publik dan alamet, nomor eepon, fkaimil, emadl (§ika ada))

Logo Badan
Publik
Berdasarkan permintaan Informasi pads tenggal ..., bulan ... tahun ... dengan nomor pendafiaran®
..... Kami menyampaikan kepada Saadaca /i
Hamms E
Alamat 1
Ho. Telp/Emalil H
Pemberitahuan sshagai berikut:
Ho. Hal-hal terbmit Keterungun
Informasi
1. | Penguasaan Informasd O Kamd
Publik*™ O Badan Publik lain, yaitu ..
2. | Bentuk fisik yang tersedia® | U Softcopy {rermasuk rekaman).

_ Huordcoppy/salinan tertulis,

3. | Biaya vang dibutuhlcan ™" [ Penyalinan | Bp .. % ... fimlh lembaran) = Bp..........

T Lain-lain P i

Jumlah R rrvies

4. | Waktupenyedimmon = | ... Huiri

periul

5. | Penlelasan penghitaman/ pengaburan Informessd vang dimobon ™ (lambahkan kertas bila

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**
O Informas] vang dimintas belum diloaasat
£ Informasi yvang diminta belum didobumentasikan

WEm informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu.on
srmrniasasnesssd empat), (tan ggel [bulan | takoe)|
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
(PPID)

Nama & Tanda Tangan

Heterangan:
. Diml sesuai dengan nomor pendaftarsn pada formulir permobonan,
- Phh ealih saiu d:nann ml:n:hm‘{lmdni'l':

iy Biaya penyalinan {fotokopi atan disket] danfatau Biaye penginiman {(kKhusas kuris dan
ponl sesuel dengan standar b yang telah ditetaplkan.

i Jika ada penghitaman informasi dalam seatu dokumen, make diberikan alasan

penghitamannya,

senss Dbsl dengan keterangan wakiu yvang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.




FORMAT FORMULIR KEBERATAN
(RANGEAP DUA)

[nama badan publik dan alamet, nomar telepon, fakeimili, email, dst]

Badan FERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN
Publik INFORMAS] PUBLIK

A INFORMABI PENGAJU KEBERATAN

Momor Reglsirasl Keleratan 1 Sltird P *
Somor Fendalsren Perminimnm
Informzsl 1
Tujuam Pengguuean Informasi i
lifenthies Pemabiom
Bama i
Adamat t

Peloerinan t

Momuor Telepon I
Idemiiins Kugan Pemubon **

Mama

Alaenal

Mimer Telepon t

B. ALASAN FENGAJUAN EEBERATAN®

Permotamsmn Indiemasi di tolak,

[nforrmasi berkesln tdak disedinkan

Penmintann informasi tidak ditanpgapt

Permantann inframasi ditaeggapi tidak schagaimans vang dimimta
Perimintnsy [nfbomasi tdak dipenubl

Hiaya ynng dikenakan tidak wajar

Informrasi disempailan melebibi jongks vakio yang ditertukan

W AR RRF PR

C. HKASUE POSIEI (tambahlan kertas biln perlu)

D, HARI/TANGGAL TANGOAFAN ATAS KEBERATAN AHAN DIRERTHAN ! [,
fhlan, [iatnma] fdils] olek perugan) *4**

Demikion keherntan ini snyn sumpaikan, sias perhation dan angeapanmym, saya aenpkon ierimakasih,

......................... LT TS oo 1. 1111- ) [T TS T b
Hm]l.ll]_ L2l
Petugas Lnformsasl Pengaju Kebsratan
{Femerima Keberatun)
| TP | P o)
Muma & Tands Tangan Mama & Tands Tamgan

KETERANGAN

) Momor register pengeiuan keberatan dist berdasarkan bulos regester pengnjuan keberatanm

- [dentitas insa pemohon diis jfikn ada kunsa permohonnya dan melnmpirlon Surnt Kopsa.

5 Sesund dengan Pasal 35 UL KIP, dipilih oleh pengaju keberatnn sesuni dengan alasan leeberatan yung
idlmjulcan

e Divai sesni dengat ketentuan janghks waktu dalam UL KIP

seses Tnnggal dibsl dengan tanggal ditesimanve pengajuan keberatan voiiu sejak keberatan dimystakan
lengkap s=auni dengan bk register pengajunn keberatan.

sssess Dplmm hal keberaten dinjulkan secam langsung, maks formailie keberatan jugs ditindatangand aleh
PeElUEAE VRILE MEErima [WEa] an Keleeratan,
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PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(Ditulis Nama Badan Publik) NOMOR....TAHUN....

TENTANG

KLASIFIKAS] INFORMASI] YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat

diakses oleh setiap Pengpuna Informasi Publik.

. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat

ketat dan terbatas.

bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik badan publik wajib membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan vang
diambil.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka
perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi
Informasi vang Dikecualikan

MENGINGAT

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 484862}

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14




Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

3, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor...,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

MEMPERHATIKAN Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..........
Tahun. ...
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN | : | KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ...ini
merupakan Informasi vang Dikecualikan,
KEDUA Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.......... Tahun

yang tercantum dalam lampiran. ... merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

TTD + Stempel/Cap PPID,/Badan Publik




Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2022 tentang
Monitoring dan Evaluas Pelayanan Informas Publik

Laporan PPID Aceh 2022



Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2022 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informas Publik

Laporan PPID Aceh 2022



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR &4 TAHUN 2022

TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Qanun
Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan
Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelavanan Informasi Publik;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
%‘L-Emhﬂfﬂh Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071):

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentan
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi cﬁ
Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137);

10. Peraturan ... /2

%\‘".MTHIHHWMIQWMTEMHMH



Menetapkan

3 18

2

10, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun

2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomaor 1026);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan chny;ﬂt:at Aceh [Lembaran Acch Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah
diubah de Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh
Tahun 2019 Nomor 21}

13, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019
Nomor 15, Tembahan Lembaran Aceh Nomor 117);

14, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi

Acch Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6);

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG MONITORING DAN EVALUAS]
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pagal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

5

3.

3

Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan
keterbukaan informasi pada Badan Publik Pemerintah Aceh,

Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan
informasi pada Badan Publik Pemerintah Aceh.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gapasan dan tanda-
tanda yvang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik daia,
fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan formar
sesuai  dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan
komunikasi secara elektronik dan non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi y dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan diterima oleh erintah Acch yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelen a dan penyvelenggaraan Pemerintah Aceh
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah
Aceh kepada masyarakat pengguna informasi.

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi wewenang
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintah dan kepentingan masyaraxat setempat sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin
oleh seorang Gubernur.

Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh
vang terdin atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
9, Dewan ..../3
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10.

1L

12,

13.

14.

15.
16,

17.

18,

19,

20.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA
adalah penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanva
dipilih melalui pemilihan umum.

Satuan Kerja Perangkat Acch selanjutnya disingkat SKPA adalah
organisasi perangkat dacrah pada Pemerintah Aceh.

Pengelolaan Informasi adalah proses persiapan, layanan, dan
pendokumentasian  Informasi  Publik  untuk  memastikan
terpenuhinya hak masyarakat atas Informasi Publik.

Dokumentasi adalah keglatan pengumpulan, pengelolaan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara
ulﬂtul-: h:?:han Informasi Publik baik tercetak, terckam maupun
elektroni 3

Klasifikasi adalah penpelompokan informasi dan dokumentasi
secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi
serta katagori informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yvang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyvediaan, istribusi, dan pelayanan informasi dan
dokumentasi pada Pemerintah Acch, vang terdiri dari PPID
Utama dan PPID Pembantu,

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama,

PPID Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang berada pada SKPA.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yvang selanjutnya
disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan
dokumentasi pada Pemerintah Aceh.

Standar Opecrasional Prosedur yang selanjuinya disingkat SOF
adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas PPID,

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
disingkat DIDP adalah catatan vang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik
yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Aceh tidak
termasuk informasi dan dokumentasi vang dikecualikan.

Tim Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya discbut Tim

Monev adalah kclompok yang dibentuk untuk melakukan
mantauan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan
erbukaan Informasi Publik pada SKPA.,

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Pelayanan Informasi Publik terhadap SKPA

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

H.

Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan pelayanan Informasi Publik oleh PPID Utama
terhadap SKPA,

.mengukur tingkat kepatuhan SKPA dalam pelaksanaan pelayanan

Informasi Publik;

. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik,

dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
pelayanan Informasi Publik: dan

. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi

Publik.

Pasal 4 .../4
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Pasal 4
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi  Publik  pada
Pemerintah Aceh dengan mempertimbangkan asas:
a. keadilan:
b. objektivitas:
¢. akuntabilitas;
d. keterbukaan:
¢. partisipatif;
f. berkelanjutan; dan
g. efisiensi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. Monitoring;

b. Evaluasi:

c. Tim Monev

BAB 11
MONITORING
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6
Monitoring dilaksanakan dengan prinsip:
a. mencatat kegiatan secara terus-menerus selama pelaksanaan;

b.mencatat hasil setiap periode disesuaikan den yan
direncanakan dalam dokumen kegiatan: S N

C. menyusun laporan;
d. mengidentifikasi masalah vang timbul dan mencari solusinya;
e, mencegah timbulnya sengketa Informasi Publik.

Pasal 7

Monitoring dilaksanakan terhadap SKPA dengan tujuan:

A. memantau proses dan kemajuan kinerja PPID vang dicapai;

b. melaksanakan penilaian dalam perbaikan agar lakzanaan
kegiatan berjalan efisien sesuai dengan tujuan dan standar
cperasional prosedur vang ditetapkan;

c. mengantisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendala
yvang dihadapi sehingga dapat segera dicari solusinya; dan

d. mendapatkan masukan Informasi bagi perumusan perencanaan
berikutnya.

Pasal 8

(1) Munimﬁng_dﬂakukﬂn oleh Atasan PPID melalui PPID Utama Aceh.
(2) Moenitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran.

(3) Waktu pelaksanaan Monitoring ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Daerah Aceh selaku Atasan PPID.

Baman Kedusa
Tahapan Monitoring
Pasal 9
Tahapan Monitoring Pelayanan Informasi Publik terhadap SKPA
meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan

¢. pendampingan.
Pasal 10 .../5
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Pasal 10

Hldﬁ:n;ncanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal @ huraf a terdir
ari:

a. penyusunan kuesioner; dan
b. penentuan ruang lingkup.

(2} Penentuan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada t (1
huruf b mémuat: ey et

a. penentuan pelaksanaan Monitoring terhadap SKPA; dan
b. indikator penilaian,

Pasal 11
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
a. verifikasi kuesioner; dan
b. analisis pelaksanaan monitoring.

Pasal 12

Pendampi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ dilakukan
terhadap SKPA yang tidak memenuhi standar layanan Inlormasi
Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan

g:ndam ingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai den

7 L:?ln 12, diatur dengan petunjuk umum vang ditetapkan oleh PPID
.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan Monitoring
Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan Monitoring dapat dilakukan dengan 3 (tiga)
cara sebagai berikut:

d. kunjungan langsung (on-site} ke lokasi pengelolaan dari pelavanan

Informasi Publik di SlEIPﬁL; s i

b. online melalui situs web resmi SKPA; dan/atau

g, Epﬁ%mnam dokumen dan/atau laporan vang disampaikan ke

Hagian Keempat
Monitoring Pengelolaan Informasi

Pasal 15

Monitoring dalam Eﬂﬂ%&laan Informasi Publik terhadap SKPA

memuat hal sebagai bertkut:

a. penetapan peraturan mengenal SOP dalam lolaan pelayanan
Fr?funngsi Pl:fhlik; e R e

b. penunjukan dan pengangkatan PPID untuk melaksanakan mgas
dan tanggung jawab serta wewenangnya,

¢. pengembangan sistem  Informasi dan Dokumentasi yang
terintegrasi di masing-masing PPID;

d. pen glgaran dana pengelolaan informasi dan layanan Informasi

b?ii:n masing-magingggplﬂ; 3

€. penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik,

antara lain:

1) desk layanan Informasi Publik;

4) situs resmi yang disediakan; dan

3) peralatan elektronik yang disediakan.

f. pelaksanaan pengelolaan Informasi yvang meliputi pengelolaan
permohonan Flff-ﬂ]'m{-lﬁ-i. pengelolaan keberatan atas Inlormasi,
penctapan dan pemutakhiran DIDP, pendokumentasian Informasi
yang dikecualikan, pengujian tentang konsekuensi, penanganan
sengketa Informasi, pendokumentasian  Informasi blik,
pelaporan dan evaluasi, pengumuman dan Maklumat Pelayvanan;

g. identifikasi ... /6
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g identifikasi bahan Informasi, klasifikasi Informasi Publik,
Bendﬂkwncntasm_n dan_penyimpanan Informasi Publik, penetapan
IDP, pengusulan I;Iaflar Informasi Publik yang Dikecualikan,
Eeulaﬁkanan Informasi Publik, penanganan keberatan Informasi
Tl serta penanganan sengketa Informasi Publik;
. dukungan sumber dava manusia dilibatkan
Informasi Publik; % e SHAN penEEeann

i. identifikasi masalah Iya.ng timbul dan saran tindak lanjut dalam
pelaksanaan pengelolaan Informasi,

Bagian kelima
Monitoring Pelayanan Informasi Publik
Pasal 16

Monitorin layanan Info i i
hehagai h.égr m:}’ rmasi Publik terhadap SKPA memuat hal
. jumlah pemohon Informasi;
. jumlah Informasi Publik yang diminta pemachon;
jumlah Informasi Publik yang diberikan;
. Jumiah Informasi Publik vang ditolak;
alasan umum penolakan Informasi Publik;
jumlah pengajuan keberatan Informasi;
jumlah sengketa Informasi Publik sampai mediasi dan/atau ajudikasi
di Komisi Informasi, sengketa Informasi Publik yang masuk ke
peradilan;
. durasi pemenuhan permintaan Informasi Publik;

identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam
pelaksanaan pelavanan Informasi Publik.

BAB III
EVALUASI

Bagman Kesatu

Umuim
Pasgal 17
Evaluasi dilaksanakan dengan prinsip;
a. memberikan Informasi dan gambaran keberhasilan/kegagalan
dan kinerja program dari SKPA;
b. sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan
kegmatan;
¢, sebagal bahan rujukan perencanaan alokasi anggaran dana dan
kegiatan serta penyusunan kebijakan;
d. sebagai bahan referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan; dan
e. sebagal bahan referensi pelaksanaan kegiatan sejeris pada badan
publik lain,

mmo oo o

-y

Pasal 18

(1) Ewvaluasi terhadap SKPA dilakukan untuk mengetahui:
a. pencapaian kinerja;
b. keberhasilan program dan kegiatan;
¢. gambaran potensi pengembangan; dan
d. permasalahan yvang dihadapi dan solusi yang dilakukan;

(2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
Utama memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa

mendatang.
Bagan Kedua
Tahapan Evaluasi
Pasal 19

Tahapan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh
terhadap SKPA terdiri atas:

8. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
C. pengumuiman.

%’\MMFMIW'.MM\T“\MH
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Pasal 20
(1} Perencanaan sebagaimana di
. cﬂlﬂklli.lkﬂrl. dengﬂﬁcnet&pkﬂ?%ﬁ?ﬂiﬁ%ﬁﬂﬁﬂl e
As dinilai scbhagai i T
! S s ot e e e coelh st 1] teei
d. SATANA prasarana;
b. kualitas Informasi;
c. jenis Informasi;
d. kemitmen organisasi;
€. Inovasi dan strategi: dan
f. digitalisasi.
(3) Komponen Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Sm}ggipakan tolok ukur indikator keterbukaan Informasi terhadap

Pasal 21

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. sosialisasi kepada SKPA:

b. pengisian lembar evaluasi diri oleh SKPA:

c. verifikasi data evaluasi diri oleh PPID Utama:
d. visitasi ke SKPA; dan

e. penilaian oleh PPID Utama,

Pasal 22

F?ngﬂmuman' schagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf c
dilakukan melalui media resmi Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga
Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik
Pasal 23
Evaluasi dalam pengelolaan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh,
paling sedikit harus memenuhi unsur sebagai berikut:
a. pelaksanaan SOP layanan Informasi Publik;

b. peran aktif PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Seria Wewenangnya; :

c. kinerja sistem Informasi dan Dokumentasi vang dilakukan di
masing-masing PPID Pembantu;

d. output dan outcome dari pengang%aran dana pembiayaan
pengelolaan Informasi dan lavanan Informasi Publik di masing-
masing PPID Pembantu;

c. peran sarana dan prasarana layanan Informasi publik yang
tersedia dalam membantu keclancaran layanan kepada
masyarakat tentang Informasi publik.

f. hambatan atau pendorong pelaksanaan pengelolaan Informasi yang
menyangkut sarana dan Sumber Daya Manusia yvang dilibatkan.

Bagian Keempat
Evaluasi Pelayanan Informasi Publik

Pasal 24

(1] Ewaluasi pelayanan Informasi Publik ini merupakan kunci dari
Eelakﬂaﬂaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada
KPA.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dalam ayat (1 menggambarkan nilai
layanan Informasi Publik dan men_jﬂd:.{’ sa.{laj'l satu mdikator utama
keberhasilan pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh.

{3) Nilai ... /8
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{3) Nilai layanan Informasi sebagaimana dimaks
. me:nggu}r:‘;l-mn skala dengan hagtgrfxa hasil ]:renilnia'i'ldatpl:?adg?aj ﬁmf_'}
a. 90% - 100%, Kriteria SANGAT BAIK
b. BD% - 89%, Kriteria BAIK
e. 60% - 79%, Kriteria CUKUP
d. 35% - 59%, Kriteria KURANG
e. 2% - 34%, Kriteria SANGAT KURANG
(4] Hasil penilaian dapat dihitung setiap saat maupun setelah
melakukan pelayanan Informasi Publik selama 1 (satu) tahun.
Pasal 25

(1) Pemerintah Aceh dapat memberikan penghargaan terhadap SKPA
vang memperoleh hasil penilajan layanan Informasi Publik
dengan kriteria baik dan/atau kriteria sangat baik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengharpaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk
umum yang ditetapkan oleh FPID Utama.

BAB IV
TIM MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 26
{1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Atasan PPID melalui
PPID Utama.

(2) -Untuk mendukung laksanaan Monitoring dan Ewaluasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID membentuk
Tim Monev berdasarkan usulan PPID Utama,

(3) Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu
oleh Tenaga Ahli.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

ierii‘tura_n Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
CEn.

kan di Banda Aceh
ahgral, 30 Desember 2022
& Jumadil Akhir 1444

BERNUR ACEH,P
f

di Banda Aceh
30 Desember 2022
x & Jumadil Akhir 1444

ARIS DAERAH r’LﬂEH,}] :

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR &%
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Lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1291/2020 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Layanan

Informas Publik di Pemerintah Aceh

Laporan PPID Aceh 2022



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 065 /1291 / 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

Menimbang : a.

Mengingat

o

10,

11.

12,

ra—y

GUBERNUR ACEH,

bahwa pemenuhan hak atas informasi merupakan salah satu
persyaratan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang
transparan, partisipatif, dan akuntabel;

bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu menetapkan standar
operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik
di lingkungan Pemerintah Aceh;

bahwa berdasarkan %err.imbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tﬂntﬂn% Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

Endhang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
ceh;

Undang-Un. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

gil;i.lgﬂg—l.lndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
1K

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang I{eérsipan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Klasifikasi Informasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan Informatika;

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik;

13. Peraturan ..../2
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13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP] Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi blik di Lingkungan Pemerintah Aceh
sebagaimana tercantum dalam Lam]la}é'an yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :  SOP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi;

SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;

SOP Penanganan Sengketa Informasi;

SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

SOP Pengujian tentang Konsekuensi;

SOP Pendokumentasian Informasi Publik;

S0P Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan; dan

SOP Pelaporan dan Evaluasi;

KETIGA : SOP a8 imana dimaksud pada Diktum Kedua merupakan

doman dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
blik di Lingkungan Pemerintah Aceh.

KEEMPAT :  Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SR MO Q0 TR

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Juli 2020
5 g Dzulgaidah 1441

SALINAN - ini di epada:

Menteri Dalam Negeri RI;

ﬂmtﬂﬁ]ﬁ:ﬂm dmﬂ nﬁa dan Reformasi Birokrasi RI;
cnte NAAN Aparatur :gﬂra a irokrasi

Ketua Eumiadﬁ? e:'I’E"‘f'l:naus;i Rl

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh:

Inspektu.r Aceh H.’FA

?“F’“Fﬂ:‘!-".”!"
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LAMPIRAN

KEPUTLSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 065/ 1291 /2020

PENETAPAN STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
UBLIK DI LINOKUNGAN ERINTAH A

A STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR FENGELOLAAN PERMOHONAN TNFORM ASI

No. SOF 065/ 397 / 2020 =
Ta_nEEaT Pembuatan 07 Movember 2013 /
Tanggal Revisi 24 Juni 2020 7l
| Tanggal Pengesahan |24 Jumi 20 | Vi

- : tik
Disahkan Oleh o . ""“P

PEMERINTAH ACEH f
B,
DNAS KOMUNIKASE INFORMATIEA DAN PERSANDIAN EHIZIll 003
BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK S EOR e

Dasar Hukum :

Kuoalifikasi Pelaksana :

Fod

oo e e

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Momor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

COanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghat Aceh

Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 tentang Kedudukan, Susunan Orgamisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Aceh

Pemerintah Aceh

3. Memiliki sertifikasi pelayanan publik

1. Memahami Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelavanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

2. Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau
pengarsipan, [T dan/ atau memahami pelayanan informasi dan

Peringatan :

7. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh
Keterkaitan : PeralatanyPerlengkapan :
1. S0P Pengelolaan Keberatan atas Informasi; 1. ATK
2 SOP Penetapan dan Pemuiakhiran DIF; L APK
3. S0P Pendokumentasian Informasi yang dikecaalikan; 3. Website
4. S0P Pengujian bentang Konsekuensi; 4. Intermet
5. S0P Penanganan Sengketa Informasi;
. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
7. S0P Pelaporan dan Evaluasi
Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SO ini idak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan keberatan dan sengketa informasi.

1 Tanda terima permohonan dan penverdhan informasi

2. Buku register
3 Informasi yang diumumkan melalui website dan papan

pengumuman televisi

%




PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DI PPIR

PELAKSANA MUTU BAEKU
BAGIAN
REGISTRASI
NO URAIAN PROSEDUR PEMOHON PPID / PPID ‘ KET
DO ; PETUGAS PPID PEM KELENGEKAPAN WAKTU OUTPL]
MEJA
INFORMASI
Pemohon Informasi dapat (1) Formulir Permohonan |Pada hari dan jam |Formulir
menyampaikan permohonan [:] Informasi yang tersedia  |Kerja untuk Permohonan
Informasi yang dibutuhkan baik di meja pelayanan FPID; [pemohon informasi yang,
secara elektronik (2) Fotocopy identitas diri |[informasi secara  |telah diisi lengkap
(www ppid.acehprov.go.id) maupun (NIK) atau identitas langsung dan dan di lampirin
non- elektronik organisasi bagi pemohon |setiap saat untuk  |fotocopy/scan
informasi dari pemohon identitas din
kelembagaan; informasisecara  |(NIK) dan
(3) Permohonan tidak langsung identitas
i informasi melalui website organisasi

ppid.acehprov.go.id
wajib menyertakan scan
identitas organisasi bagi
pemohon informasi dari
kelembagaan




a. Melakukan registrasi berkas Semua data-data 2 hari kerja setelah |a. Diperiksanya
permohonan informasi publik. pemohon informasi permohonan kelengkapan
Jika dokumen/informasi yang disimpan dalam bentuk  [informasi diterima |permohonan;

diminta telah tersedia dalam Hardcopy dan softcopy  |dari Pemohon b. Tercatatnya
DIP dan dimiliki oleh meja Informasi permohonan
informasi atau sudah terdapat dalam register;
di website PPID, maka langsung c. Dipasttkannya
diberikan kepada pemohon informasi yang
mformasi atau bisa langsung dimohon ada
diunduh oleh pemohon dalam Dattar
informasi; Informasi Publil;

b. Jika informasi/ dokumentasi d. Diterimanya
yang diminta belum tersedia surat pemberi-
dalam DIP, maka berkas tahuan
permohonan disampaikan perpanjangan
kepada PPID dan PPID waktu selama 7
Pembantu melalui meja (tujuh) hari kerja
regestrasi atau melalui web oleh pemohon;
ppid.acehprov.go.id

PPID Pembantu menyerahkan DIP yang Telah 10 (sepuluh) Hari | Dokumen

informasi atau dokumen yang ditetapkan oleh kerja sejak informasi

dimaksud kepada PPID Pemerintah Aceh permohonan
informasi diterima

oleh PPID




a. Apabila informasi/dokumen
tersebut termasuk informasi
vang dikecualikan/ rahasia,
beserta alasannya dengan
mempedomani SK Gubernur
tentang informasi yang
dikecualikan/rahasia, maka
PPID berhak menolak

b. PPID menyampaikan surat

penolakan informasi kepada
pemohon informasi

Surat penolakan

1 hari kerja

Petugas Meja layanan menyerahkan
informasi atau dokumen atau surat
penolakan yang diminta oleh
pemohon dengan memberikan tanda
bukti penyerahan dokumen
informasi.

a. Informasi/ Dokumen;
b. Daftar Informasi
Publik;

c. Surat penolakan

1 hari ketja setelah
menerima MNota
Dinas.

[Diterimanya tanda

bukti oleh petugas




PELAYANAN PFERMOHONAN INFORMASI DI FPID PEMBANTU

PELAESANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR PEMOHON PETUGAS MEJA PPID WAL KET
INFO INFORMASI PFPID P KERJA / EELENGEAPAN WAKTU OUTPUT
BIDANG
1 |Menyampaikan permohonan informasi (1) Formulir Permohonan [Pada hari | Formulir
yang dibutuhkan baik secara elektronik Informast; dan jam Permohonan
(www ppid.acehprov.go.id) maupun non- (2) Fotocopy 1dentitas din [kerja informasi yang
elektronik (NIK) atau identitas telah di isi
arganisasi bagi pemohon lengkap dan
informasi dari dilampiri
kelembagaan; fotocopy/scan
{3) Permohonan identitas diri
mnformasi melalui website (NIK) dan
1 wajib menyertakan scan identitas
L’J identilas organisasi bagi organisasi
pemohon informasi dan
kelembagaan

|




a. Melakukan registrasi berkas

atau terdapat di

PPID Pembantu

Kerja untuk

dengan memberikan tanda bukti
penverahan dokumen informasi.

c. Surat penolakan

Semua data-data 2 hari kerja  |a. Diperiksanya
permohonan informasi pemohon informasi |setelah kelengkapan
publik. Jika dokumen/ disimpan dalam bentuk  |permohonan |permohonan;
informasi yang diminta hardcopy dan softcopy  [informasi  |b. Tercatatnya
telah tersedia dalam DIP diterima dari |permohonan

Pemohon dalam register;
website PPID Pembantu, Informasi  |c. Dipastikannya
maka langsung diberikan keberadaan
kepada pemohon informasi informasi yang
atau bisa langsung diunduh dimohonkan ada
oleh pemohon informasy; pada Daftar

b. Jika informasi/dokumentasi Informasi Publik;
yang diminta belum
tersedia dalam DIP, maka
menyampaikan berkas
permohonan kepada Unit
mempersiapkan dokumen
mformasi yang dimohon
Apabila informasi belum tersedia, maka DIP yang telah 7 (tujuh) hari [Surat
PPID pembantu akan memberitahukan ditetapkan oleh kerja sejak  |Pemberitahuan
kepada pemohon informasi untuk Pemerintah Aceh permohonan |perpanjangan
perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja informasi waktu

diterima oleh

PPID

Petugas meja layanan menyerahkan a. Informasi / 1 harikerja |Diterimanya
informasi atau dokumen atau surat Dokumen; setelah tanda bukti oleh
penolakan yang diminta oleh pemohon b. Daftar Informasi menerima  |petugas

Publik; Naota Dinas.




B. . STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAM KEBERATAN ATAS INFORMASI

No. S0P (65,397 / 2020
Tanm{a] Pembuatan |07 MNovember 2013
Tunggal Rowvisi 24 Juni 2020 g
T_an_ﬁgal Pengesahan |24 Juni
i tika
Disahkan Oleh e "““B&
3
a, L
* DRNAS HOMMm a3 v
PEMERINTAH ACEH EOIRMATIN §
Marwan B, HS¢, MA
DINAS KOMUNIEASL INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Nin, 19 121 003
BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI M'UBLIK Nama SOP ol s atas Bifo :
Dasar Hukum : - Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang Undang Momor 25 Tahun 2009 téntang Pefayanan Publik 1. Memahami Peraturan Gubernur Momor 57 Talun 2018 tentang
2 Parsturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 lentang pelaksanaan Undeng-Undang Momor 14 tahun 2008 tentang Keterbubian Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
rforras Pkl Lingkungan Pemerintah Aceh
A Peraturan Komisi Informasi Nomer 1 Tabun 2000 kentang Standar Layvanan Informasi Publik 2. Memahami dan memiliki kemampuan pendolumentasian alau
4. Qunun Momor 13 Tahun 2006 tentang Pembentulan dan Susunan Perangkat Aceh pengarsipan, [T dan/ atan memoharm pelayanan informasi dan
5. Qanun Aceh Momor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dokumentasi publik
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomaor 119 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikas,
Informatika dan Persanclian Aceh
7. Peraturan Gubermur Aceh Nomor Nomer 57 tahun 2018 tentang, Pedoman Pengelolsan Pelayanan Intormas dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemarintah Aceh
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan ;
1. S0P Penpelolaan Permahonan Informesi; 1. ATK
2 S0P Penetapan dan Pemutakhiran DIF; 2 ATE
1 S0P Pendokumentasian Informasi yang dikecualilean; 3. Waebsite
4. S0P Pengujian tentang Konsekuensi; 4. Intermet i
5 S0P Penangunnn Sengkeata Informasi;
6 SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
7. S0P Pelaporan dan Evaluasi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOF ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan penanganan sengketa informasi 1 Tanda terima pengajuan keberatan
2. Buku register
|

2 .




PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR PETUGAS MEJA
INFORMASI FPID SEEDA EELENGEKAPAN WAKTU OuUTPUT
Petugas Meja Informasi PPID: a. surat keberatan; |3 hari kerja  |a. Diregisternya
a. mencatat dalam register b. register setelah surat keberatan;
penerimaan setiap pengajuan keberatan; diterimanya |b. Diterimanya
keberatan apabila telah ' c. tanda terima keberatan surat keberatan
lengkap persyaratan; surat keberatan. oleh PPID
b. memeriksa dan mengklarifikasi
persyaratan keberatan apabila
1 belum lengkap baik secara
langsung maupun melalui
surat pemberitahuan;
¢. memberikan atau mengirimkan
tanda terima apabila
persyaratan keberalan lelah
lengkap;
d. meneruskan pengajuan
keberatan kepada PPID.
PFPID melakukan telaah terhadap a. surat keberatan; |5 hari Hasil telaah
keberatan dan berkoordinasi dengan tj b. Peraturan kerjasetelabh  |keberatan
2 |PPID Pembaniu. Perundang- diterima-nya
Undangan berkas
keberatan
Hasil koordinasi tersebut PPID a.Draft tanggapan |3 hari Surat tanggapan
membuat draf tanggapan atas keberatan kerjasetelah  |keberatan
3 |keberatan yang diajukan oleh .__._J_ b.Hasil telaahan;  |diterimanya
pemohon untuk disampaikan kepada EI c.Tanggapan telaahan

Sekda.




Surat tanggapan Sekda atas Surat tanggapan |30 hari kerja |Dilaksanakannya
pengajuan keberatan diserahkan keberatan setelah surat  [sural tanggapan
kepada PPID. keberatan keberatan Sekda
diregister
Surat tanggapan |1 harikerja  |Diterimanya surat
keberatan setelah surat |[tanggapan
PPID menyerahkan tanggapan Sekda diterima dari |keberatan
kepada Petugas Meja Layanan PPID
Petugas Meja Layanan menyerahkan Surat tanggapan |1 harikerja  |Diterimanya sural
surat tanggapan Sekda kepada Keberatan El?tej".’h SHLAR  pARSSapen
At diterima dan |keberatan oleh
pe PPID Pemohon




C . STANDAE OPERASIONAL PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIEASI, INFORMATIEA DAN PERSANIDIAN
BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mo S0 65, 397 7 2000
Tanggal Pembuatan |7 Novennber 2013

Tungpal Revisl

Tanggal Penpesahan
Dhisahkan Oleh

Mama SOF

Dasar Hulum :

Kualifikasi Pelaksana : 1

1. Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2009 tentang, Pelayanan Publik

Peratoran Pemeriniah Nomor 61 Tabun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Momor 14 tahon 2008 tentanp, Keterbubaan
Informsi Publik

t3

1. Memahami Peraturan Gubermur Momor 57 Tahun 2018 Lentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informas: dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Aceh

3. Peraturan Komisi Informast Momor 1 Tahun 2010 tenlang Standar Layanan Informas: Publik 2 Memahami dan memiliki kemampuoan pendokumentasian alan
L Peraturan Komisl Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pmgarsipan, IT dany atau memahan pelayanan informasi dan
5 Qanun Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Parangkal Acch dokumentasi publik
6. Clanun Acch Nomor 7 lahun 2019 lentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik 3, Memiliki sertifikasi pelayanan publik
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupas, Fungst dan Tats Kerja Dinas Eomunikas:,
Informatika dan Persandian Aceh
& Poraturan Gubernur Aceh Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolasn Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh
Keterkaitan : Peralalan/Perlengkapan : -
1. 50P Pengelolaan Permohonan Informasi; 1, ATK ==
2. S0P Penetapan dan Pemutakhiran DIF; 2 APK
3. 50P Pendokumentasian Informasi vang dikecualikan;
4. S0F Pengupan tentang Konsekuensi;
5, S0P Pengelolaan Eeberatan atas Informasi;
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
7. S0P Pelaporan dan Evaluas
 Peringatan ; Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOF i hdak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOF lainnya akan terpanggu

1 Surat pangglan penyelesaian senglota informasi

2. Swrat koordinasi ke PPID Pembantu terkait

3. Menghadiri dan memfasilitasi sengketa informasi di Komasi Informasi
Acch

2




PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

v MUTU BAKU
ATASAN
PR AR SReaL PEMOHON KOMIST | ppip pAN PPID KELENGKAPAN | WAKTU ourpur |
INFORMASI
TIM FSI
1 |Pemohon mengajukan Dokumen 14 Hari Bukti registrasi
Permohonan Sengketa Permohonan
Informasi kepada | ]
Komisi informasi
2 |Meregistrasi 1. Surat Panggilan |Minimal 3
permohonan sengketa v penyelesaian (tiga) hari
informasi dan sengketa informasi |kerja
menyampaikan l l 2. Akta registrasi  |sebelum
undangan panggilan sengketa sengketa
sidang kepada Atasan dimulai
PPID dan PPID
3 |PPID berkoordinasi Surat panggilan  [Minimal 3 [Tanggapan
dengan unit kerjanya penyelesaian (tiga) hari tertulis dari
untuk mempersiapkan sengketa informasi [kerja alasan PPID
penyelesaian sengketa sebelum perihal
informasi sengketa informasi yang
dimulai disengketakan
4 |PPID mengeluarkan y Undangan 2 (dua) hari |Surat kuasa
surat kuasa khusus panggilan sidang  |kerja khusus
untuk mengikuti dan nama-nama
penyelesaian sengketa penerima kuasa
di Komisi Informasi




PPID mengikuti
mediasi, ajudikasi,
kesimpulan dan
putusan

PPID menerima
putusan atau tidak

(i

Seluruh dokumen |Enam puluh |Putusan Komisi
permohonan (60) hari Informasi Aceh
beserta kerja
kelengkapan
lainnva
Putusan Komisi |14 hari kerja |Dokumen

Y Informasi Aceh banding apabila

tidak menerima
putusan

PPID mengantar Dokumen banding |14 hari kerja |Nomor register
dokumen banding ke : perkara

PTUN apabila tidak

menerima pulusan

PFID menerima atau Y Nomor regisler 14 hari kerja |Putusan

tidak putusan banding perkara banding

PPID mengantar Putusan banding |14 hari kerja |Nomor register
dokumen kasasi ke perkara
Mahkamah Agung

apabila tidak menerima
putusan banding

—




O . STANDAER OPERASIONAL PROSEDUR PENETAFAN DAN PEMUTAKHIRAN DIDP

No. S0P [oe57307 /2020
Tar@;a] Pemmbuatan |07 Movember 2013
Tanggal Rovisi 24 Juni 2020
[Tanggal Pengesahan 24 Juni2020 |
. asi, Informatika
Disahkan Oleh / * di
1,
! DINAS ROMUNMAS!
PEMERINTAH ACEH s ¥
; Marw, HSe, MA
DINAS KOMUNIKASL, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN o CRT
BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK Nama SOP takhiran DIDP
Dasar Hukom : Kualifikasi Pelaksana : e
| |

Irformasi Publik

1. Undang-Undang Mamor 25 Tahun 2009 lenlang Pelayonan Publik
2 Peraturan Pemerintgh NMomor 61 Tahun 2000 tentang, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang, Keterbukaan

1, Memahanm Peraturan Gubsrnur Nomor 57 Tahun 2018 tentang, Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentast di Lingkungan
Pemerintah Aceh

3 Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan imformasi dan dolkumentasi di 2. Memahami dan memiliki kemampoan pendokumentasian atau
lingkungan Kementerion Dalam Negeri dan Pemerimtahan Daerah pengarsipan, [T dan/ atow memodumi pelayanan imtormas: dan
4. Persturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dokumentasi publik
3. Danun Momor 13 Tabon 2016 tentang, Pembentukan dan Susunan Peranghkat Aceh
. Qanun Aceh NMomor 7 tahun 2019 tentang Penpelolaan Keterbukaan Informasi Publik 3. Memilila sertifikos pelayanan publik
7. Paraturan Gubernur Aceh Momer 119 tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunibkasi,
B Peraturan Gubernur Acch Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolsan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. S0P Pengelolaan Permehonan Informasi; 1. ATE
2. SOP Penanganan Senpgkela Informasi; 2 AFE
3. SOF Pendokumentasion Inlormasi yang dikecuslikan; 3. Internet
4. SOP Pengujian lentang Fonsekuensi;
5. S0P Penpelolaan Eeberatan atas Informasi;
. S0P Pendokumertasian Informasi Publik; dan
7. S0P Pelaporan den Evaluasi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apahila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOF lainnya akan tergingim

1 Tanda terima nota dinas
2 Daitar Informasi yang ada di masing-masing Unit Kerja

3. Disimpan dalam bentuk sollcopy dan Hoardoopy

.




PENFETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIDP

MUTU BAKU
TENAGA
NO URATAN PROSEDUR FPID PEMBANTU KET
PPID PEMBANTU | ADMINISTRASI / KELENGKAPAN WAKTU OuUTPUT
FUNGSIONAL

1. |PPID membuat surat kepada PPID Surat 1 Hari Kerja 1. Surat PPID
Pembantu untuk menyampaikan untuk Pembuatan
Daftar Informasi dan Dokumentasi DIDP
Publik (DIDP) beserta 2. Format DIDP
informasi/ data/dokumennya S —

2. |PPID Pembantu menugaskan Nota Dinas 1 han kerja 1. Nota dinas PPID
kepada setiap satuan kerja untuk ' setelah pembantu untuk
mempersiapkan rancangan DIDP | diterimanya pembuatan
beserta informasi/ data/ surat dari PPID |Rancangan DIPD
dokumennya 2, Format Daftar

3. |Satuan kerja di bawah PPID 1. Rancangan DIDP |10 hari kerja 1. Rancangan
Pembantu menyampaikan = 2. Dokumen/ setelah DIDP
Rancangan DIDP beserta l;:l Informasi diterimanya 2. Salinan/copy
informasi/ data/ dokumennya penugasan dari |[dokumen terkait
kepada PPID Pembantu PPID Pembantu

4. |PPID Pembantu memverifikasi dan 1, Rancangan DIDF |5 hari kerja 1. DIDP
menetapkan Rancangan DIDP 2. Dokumen/ setelah 2. Salinan/ copy
beserta _ _[: | Informasi diterimanya dokumen terkait
informasi/data/dokumennya L Rancangan
untuk kemudian Etl DIDP dan
menyampaikannya kepada PPID salinan/copy

dokumen

—




PPID : 1. DIDP 10 hari kerja 1. DIDP seluruh | Dalam melakukan

1. memverifikasi, mengkompilasi, 2, Dokumen setelah SKPA verifikasi dan kompilasi
dan mengesahkan DIDF beserta Informasi dilerimanya 2. Salinan/copy  |dapat menggelar rapat
salinan Rancangan dokumen koordinasi PPID
informasi/ data,/dokumennya. DIDT dan Pembantu Penyimpanan

2. menyampaikan kompilasi salinan/copy dan pendokumentasian
DIDP yang telah disahkan dokumen dilakukan dengan
kepada seluruh PPID menggunakan teknologi
Pembantu untuk yang disediakan di
dijadikan acuan dalam masing-masing SKPA
penyimpanan (baik softcopy dan KOMINFO selaku
maupun hardcopy), PFID.
pendokumentasian, dan
pelayanan informasi di masing- Pelayanan dilakukan
masing SKPA. dengan

3. PPID dan PPID Pembantu menyebarluaskan
melakukan pemutakhiran Cj informasi dalam DIDP
terhadap DIDP secara berkala. baik melahui

websile/situs maupun
layanan permohonan

nformasi.




E _ STANDAR QPERASIONAL PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENS]
No. S0P [065/ 397, 2020
Tanggal Pembuatan |07 November 2013
Tangpal Revisi 24 Jurmi 2020
Tangpal Pengesahan |24 Juni !
Disahlkan Oleh / AEmALh
PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN : S et
BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK s BBt Sfang Konsckuensi
Zasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomaor 14 tahun 208 tentang, Keterbukaan
Informasi Publik

1. Memahami Peratoran Gubernur Memor 57 Tahun 2018 tentang,
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Acsh

3, Peraturan Komisi Informasi Nomor T Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2 Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau
4. Peraturan Komisi Informas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi pengarsipan, IT dan/ atau memahami pelayanan informasi dan
5. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolsan Keterbukaan Informasi Publik dokumentasi publik
f. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kenja Dinas Eomunikasi, 3. Memiliki knpasilas dan pengalaman dalam hal informasi vang
Informatika dan Persandian Aceh dikecualikan  rahasia
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor Nomaor 57 tahun 2018 tentang, Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Aceh
Keterkaitan ; Peralatan/Perlengkapan :
1, SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 1. ATK
2 SOP Penanganan Sengketa [nformasi; 1 APK
3. SOP Perdokumentasian Informasi yang dikecualikan;
4. S0P Penetapan dan Penmitakhiran TIF;
5 S0P Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
6. S0P Pendokumentasian Informasi Publik; dan
7. SOP Pelaporan dan BEvaluasi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : e
Apabila S0P mi lidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP lainnya akan terganggu 1 Tanda terima
2 Draf daflur informasi yang dikecualilkan/ rahasia yang ada di masing
masing SKFPA

=2




PENGUIAN TENTANG KONSHKUENSI

PELAESAMA MIUTO BAETD
URAIAN PROSEDUR PPID TENAGA PEMBANTLT TIM
PEMBANTU ADMINISTRASL / PERTIMBANGAN GUBERNUR EELENGEAPAN WAKTU OUTFUT
FUNGSIONAL

FPID membuat Nota Dinas 1. Nola dinas 1 hari kerja dan [1. Nota dinas
kepada PPID Pembantu agar 2. Format dilakukan 2. Draf usulan
mempersiapkan usulan identifikasi minimal 1 informasi yang
informasi yang informasi yang  |tahun sekali dikecualikan
dikecualikan/ rahasia untuk dikecuali-kan
disampaikan kepada FPPID |
PPID Pembantu 1. Nota dinas 1 hari kerja 1. Nota dinas
memerintahkan Tenaga ¥ 2. Draf usulan selelah diterimal2. Draf usulan
administrasi/ fungsional i l— informasi yang  |nya nota dinas |informasi yang
untuk mengidentifikasi dikecualikan dari PPID dikecualikan
informuisi yang
dikerualikan/ rahasia beserta
alasannya
Tenaga ! Isian format 10 hari kerja Isian format
administrasi/ fungsional [_L] identifikasi setelah identifikasi
mengidentifikas: inflormasi IHip informasi yang  |dilerimanya informasi yang
vang dikecualikan/ rahasia dikecualikan perintah dikecualikan
untuk disampaikan kepada ij
PPID Pembantu




PPID Pembantu menerima Isian formal 5 hari kerja Isian format
dan memverifikasi usulan identifikasi setelah identifikasi
informasi yang informasi yang,  [diterimanya informasi yang
dikecualikan/ rahasia untuk dikecualikan usulan dikecualikan
selanjutnya disampaikan informasi yang
kepada PPID dikecualikan
dari Tenaga
pembantu
administrasi/
fungsional
PPID menerima dan Isian formal 10) hari kerja Draft SK tentang, [Dapat
memverifikasi usulan identilikasi selelah Informasi yang  |dihadirkan
informasi yang dikecualikan y informasi yang  |diterimanya dikevualian Tenaga Ahli
dan menyampaikan kepada J dikecualikan usulan sesuii
Tim Pertimbangan untuk ]l_ informasi yang kebutuhan,
dibahas bersama-sama dikecualikan
dengan PPID Pembantu dan dan PPID
Tenaga Ahli melalui rapat Pembantu
koordinasi perumusan
usulan daflar/jenis informasi
yang dikecualikan
Tim Pertimbangan / atasan Isian format I0harikerja  [Dralt SK tentang  [Memverifikasi
FPID menetapkan dan identifikasi setelah Informasi yang  |dan mengkaji
menyampaikan hasil kepada ’it—j informasi yang  |diterimanya  |dikecualian adalah bentuk
Gubernur, dikecualikan usulan dari tindakan
informasi yang menguji
dikecvalikan konsekuensi
dari PPID dan
kepantingan
publik sebelum
. ditetapkan
sethagrai
informasi yang
dikecunalikan




Gubernur menetapkan Drafl SK tentang |10 hari kerja [SK tenlang,
Daftar Informasi Publik Informasi yang,  |selelah Informasi yang,
dalam Surat Keputusan dan dikecualikan diterimanya  |dikecualikan
disampaikan untuk menjadi usalan
pedoman PPID dalam mformasi yang,
pelayanan publik pada dikecualikan
masing-masing unil dari Tim
Perimbangan
PPID dan PPID Pembantu : 1. Komputer; atau |5 hari kerja Data base tentang | Dala base ini
a. Menyimpan informasi 2. Brankas sejak diterima- |informasi yang  |bersifal rahasia
yang diletapkan sebagai penyimpanan nya SK tentang |dikecualikan
informasi yang dokumen rahasia (Informasi yang
dikecualikan 3. 5K tentang dikecualikan
untuk menghindari Informasi yang
kebocoran; dan dikecualikan
b. Membuka informasi
selain yang ditetapkan
sebagai informasi yang [j @
dikecualian
dengan memasukkan ke
dalam Daftar Informasi
Publik




F. STANDAR OPERASIONAL PENDOEUMENTASIAN INFORMASI PUBLIEK

1. Undang Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang, Pelayanan Publik

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang, pelaksanasn Undang-Undang Momor 14 tahun 208 tentang, Keterbulkaan

Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomer 1 Talun 2010 tentang Standar Layanan [nformast Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesuian Sengketa Informas Publik

Qanun Nomor 13 Tuhun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Acch

Qanun Aceh Nemor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Fublik

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungs dan Tata Kerja Dinas Komunilasi,

Informatika dan Persandian Aceh

& Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolsan Pelayanan Informas dan Dokumentasi di Linglungan
Pemerintah Aceh

NP e W

Mo, SOP [0657397 /2020
Ta Pembuatan |07 Movember 2013
Tangypal Fevisi
Tangpal Pengesahan
Disahkan Oleh
PARMCALCIT A
PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIK AS], INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Mama SOP
Dhasar Hlukom : Kualifikasi Pelaksana :
) 1. Memahami Peraturan Gubernur Nomer 57 Tahun 2018 tentang Pedoman]

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh

Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau
pengarsipan, TT dan/ atau memahami pelayanan informast dan
dokumentasi publik

Memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal informasi yang,
dikecualikan rahasia

Keterkailan : Peralatan/Perlengkapan
1. S0P Pengelolaan Permohonan Informis; 1. ATK
2. 50F Penanganan Sengketa Informasi; iy
3, S0P Pendokumentasian Informas yang dikecualilkan; 3 Website
4. SOP Pendtapan dan Pemutakhiran DIF;
5. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
6. S0P Pengujian tentang Konsekuensi;
7. S0P Pelaporan dan Evaluasi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOF ini tiduk berjalan denpan batk berpenpgaruh terhadap pelniunnﬂan SOF |El-m1l1.ru

2

1 Daftar Informasi Publik

Dokumen informas publik

I&,.




PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

PELAKSANA MUTU BAKL
TENAGA
NO URAIAN PROSEDUR PPID PEMBANTU - KET
PPID P ] [ e KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
FUNGSIONAL

1. |Menyiapkan filling cabinet untuk Daftar Informasi publik |1 hari kerjadan  |1. Nota dinas
informasi public dalam bentuk [:] dilakukan minimal |2, Daftar informasi
hardcopy dan softcopy pada R 1 tahun sekali yang dikecualikan
website ppid.acehprov.go.id bagi TSN SEm——
ppid pembantu juga di upload pada
website dinas.

2. |Mengklasifikasi tempat . Daftar Informasi publik |1 hari kerja setelah [Daftar Informasi
penyimpanan informasi publik ] diterimanya publik yang
dengan katagori berkala, setiap saat dokumen dari dikecualikan
dan serta merta dan berdasarkan PPID
urutan tahun diterbitkan

3. |Mengelola dan menyimpan Daftar Informasi publik |2 hari kerja setelah |Daftar Informasi

dokumen informasi public dalam
bentuk soft copy yang di upload
pada website ppid.acehprov.go.id,
dan hard copy di tempat
penyimpanan dokumen dengan tata
cara seperti mengarsip dokumen
kearsipan.

yang dikecualikan

diterimanya
dokumen dari
PPID

publik yang
dikecualikan




G. STANDAR OPERASIONAL PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Mo, S0P [065, 357 2020
Tanggal Pembuatan |07 Movember 2013
Tangpal Revisi 24 Jurd 2020
Tanirpal Pengesahan |24 Juni 2020 i
i ika dan
Disahkan Oleh , i ah ﬂ
y » n
PAMCACITA if 7
o
PEMERINTAH ACEH DIAS ROBUNIKAS!
BEORMATION B
uf, B. HSc, MA
DINAS KOMUNIK ASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN s vts o
BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLTK Namma 50T oo Yﬂ Dikecualikan
Dasar Hukuam : Kualifikasi Pelaksana :

—_
"

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 Lentang, Pelayanan Publik
Poraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanann Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tenlang, Keterbukaan

1. Memahami Peraturan Gubermur Momor 57 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dekumentasi di

2
Informasi Publik Lingkungan Pemerintah Aceh
3. Poraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2 Memahami dan memiliki kemampuan pendokunmentasian atau
4 Peraturan Komisi Informasi Memer 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Senghketa Informasi Publik pengarsipan, IT dan/ atau memahami pelayanan informas dan
5, CQanun Momor 13 Tahun 2006 tentang, Pembentukan dan Susunan Peranghkal Aceh dokumentasi p‘l.lblik
6, Canun Aceh Nomor 7 lahun 2019 tentang Penpgelolaan Eoterlukaan Informasi Publik 3, Memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal informasi vang
7. Parsluran Gubernur Aceh Nomor 119 tentang Eedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, dikecualikan/ rahasia
Informatika dan Persandian Aceh
B Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dh Lingkungan
Pemerintah Aceh
Keterkaitan ; - Peralatan/Perlengkapan |
1. S0P Pengelolaan Permohonon Informesi; i g 1. ATE
2. SOFP Penanganan Sengketa Informasi; 2 APK
3, S0P Pendokumentasian Informasi Publik 3 Website
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIF;
5, SOP Pengelolaon Keberatan atas Informasi;
& S0P Pongujian lentang Konsckuensi;
7. SOP Pelaporan dan Evaluasi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik berpengaruh terhadap pelaksanaan SOFP lainnya

1 Tanda terima nota dinas
2 Draf doftar informasi yang dikecualikon/ rahasia yang ada di PPID

Utama dan di masing-masing SEPA

b

|J



PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PELAKSANA MUTU BAKU
TENAGA
NO URAIAN PROSEDUR PEMBANTU PPID TiM KELENGKAPAN WAKTU 0 KET
ADMINISTRASI/ PERTIMBANGAN
FUNGSIONAL

Daftar informasi dan « Nota dinas 1 hari kerja dan |* Nota dinas
dokumentasi publik yang « Daftar informasi  |dilakukan = Daftar
sudah ditetapkan sebagai | vang dikecualikan |minimal 1 tahun [informasi yang

1. |informasi yang dikecualikan e * Lembar sekali dikecualikan
berikut lembar berita acara pertimbangan uji
pertimbangan uji konsekuensi. konsekuensi
Mengklasifikasi informasi Daftar Informasi 1 hari kerja Daftar
yang dikecualikan yvang dikecualikan [setelah Informasi
berdasarkan jangka waktu - diterimanya publik yang

2. |pengecualian informasi, dokumen dari  |dikecualikan
mengarsipnya berdasarkan FFID
urutan jangka waktu
penvimpanan
Memferivikasi dan revisi Isian format 10 hari kerja Isian format
informasi yang dikecualikan identifikasi informasi |setelah identifikasi
yang telah habis jangka waktu yang dikecualikan diterimanya informasi yang
pengecualiannya menjadi X vang baru perintah dikecualikan
mformasi publik dalam jangka

3. |waktu 30 (tiga puluh) hari

kerja sebelum berakhirnya
jangka waktu dengan
persetujuan pimpinan badan
publik pengecualian




Mengelola dan menyimpan Isian format 5 hari kerja Dokumen
dokumen informasi yang identifikasi informasi |setelah informasi yang,
dikecualikan dalam bentuk yang dikecualikan diterimanya dikecualikan
soft copy, dan hard copy di Daftar informasi

tempat penyimpanan yang,

dokumen dengan tata cara dikecualikan

seperti mengarsip dokumen

Memastikan penyimpanan Dokumen informasi |1 hari kerja Dokumen

Daftar Informasi yang
dirahasiakan aman dan
mengunggah Daftar Informasi
vang dikecualikan ke website
resmi Pemerintah Aceh
maupun melalui sarana
informasi lainnya

yang dikecualikan

informasi yang,
dikecualikan
terunggah di
website




H. STANDAR OPERASIOMNAL PELAPORAN DAN EVALUASI
No, SOP D65/ 397/ 2020
Tanggal Pembualan |07 Movember 2013
TH'II‘IHF:EI.I Revisi 24 i
Tangpal Penpesahan |24 |
Disahkan Oleh '

PANCACITA
FEMERINTAH ACEH
DMNAS KOMUNIEKASI INFORMATIKA DAN PERSANTHAN
BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK -

Mama SOF

Dasar Hokum : Kualifikasi Pelaksana :

P

e

N

=

1. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahin 2000 tentang, pelaksanaan Undang-Undang, Nomor 14 talun 2008 tentang Keterbukiaan
Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informas: Nomer 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesatan Sengketa Informast Publik

Canun Nomor 12 Tahun 2016 tentang, Pembentukan dan Susunan Peranghat Aceh

Canun Aceh Nemor 7 ahun 2009 tensng, Pengelolsan Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Gubermur Aceh Nomor 119 tentang Eedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungst dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,
Infermatika dan Persandian Acch

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh

1. Memaharmi Peraturan Gubernur Momor 57 Tahun 2018 tentang Pedomun|
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentast i Lingkungan
Pemerintah Aceh

2 Memahami dan memiliki kemanpuan pendoloumentasian atau
pengarsipan, IT dan/ atau memahami pelayanon informasi dan
dokumentasi publik

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

TN i B R

SOF Pengelolaan Permohonan Informasi;

SOP Penanganan Sengkeln Informasi;

SOP Pendokumentasian Informasi Publik

S0P Penetapan dan Femutakhiran DIF;

SOP Pengelolsan Eeberatan atas Informasi;

S0P Pengujian lentang Konsekuens;

SOP Pendokumentasion Informasi vang dikecualikan

1. AIK
2, 'AFK
3. Weabsite

Pencatatan dan Pendataan :

SO i bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan hasil evaluasi untuk pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan keterbukaan
informasi. Selatn (i, peliporan menjadi bagian dan kewajiban hadan publik yang diatur daksm Perabuman Komisi Informas: Nomor 1 Tahun 2000, Tidak
berjalannya SOF ind akan mengurangt mput terhadap pengembangan kebijakan keterbuksan informasi publik dan berpotensi teradi pelanggaran techadap
kewajiban pelaporan serts publikasi liporan tahunan tenlang pelaksanaan keterbukaan informasi

1 Jumidah permohonan
2 Inventarisasi sarana dan prasarana

2



e ——— ]

PELAPORAN DAN EVALUASI

NO

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA

MUTU BAKU

PPID

PERTIMBANGAN

KOMISI INFORMASI
DAN LEMBAGA
LAINNYA

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

FPID mengkompilasi laporan semester
dari PPID Pembantu untuk menjadi
bahan:

1) Penyusunan Laporan Tahunan
Pelayanan Informasi Publik; dan

2) Rapat Koordinasi dan Fvaluasi
Tahunan Pelayanan Informasi Publik.
untuk kemudian disampaikan kepada
Tim Pertimbangan,

Laporan dari PPID,
PPID pembantu dan
Kabupaten/ Kota

Paling lama 20 hari

Hasil Evaluasi

Tim Pertimbangan menggelar rapat
koordinasi dan evaluasi tahunan
tentang pelaksanaan pelayanan
informasi publik untuk kemudian
hasilnya disampaikan kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah sebagai
laporan, Komisi Informasi Aceh dan
Lembaga terkait lainnya.

Draf Laporan
Buku Laporan

Paling lama 3
bulan Tahun
Anggaran berjalan

Buku Laporan

PPID mempublikasikan Laporan
Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik melalui website

Buku Laporan

1 hari kerja setelah
menerima perintah
dari Gubernur

1 hari kerja
setelah menerima

perintah dari
Gubernur Buku

Laporan




Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/72/2023 Tentang Perubahan Atas K eputusan
Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 Tentang Penetapan Pegjabat Pengelola Informas
dan Dokumentas di Lingkungan Pemerintah Aceh

Laporan PPID Aceh 2022



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 903/ f- /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NCMOR 903/78/2022 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :a bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Acch Nomor 903/040/2023 tanggal 4 Januari
2023 hal Pengajuan Keputusan Gubernur, perlu menyesuaikan
kembali pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Acch schingga EKeputusan Gubernur
Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh,
periu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Aceh;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom  Propinsi Atjech dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh;

3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

8, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penpelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan..../2
ook R s Al T AT s Lmaiiney B i iartmye | e P sk



rahmad@rumohaceh.id
Typewritten text
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;


10, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Frosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Lavanan Informasi Publik;

12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengsn
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubshan Atas
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh;

13.Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik;

14. Qanun Aceh Nomoer 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh
Terpadu;
15, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayvanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Lampiran | dan Lampiran [ Keputusan Gubernur Aceh Nomor
903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran [I
vang merupakan bagian tdak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur ini.

KEDUA :  Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada rtanggal ditetapkan dan
dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023,

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 20 Januari 2023

SALINAN - dan Keputusan ind disampdikan kepa

Menteri Dalam Negeri BRI,

Menteri Komunikasi dan Informasi R,
Ketus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)
Para Kepaln SKPA;

Yang bergangkutan -

i ke
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 903 E f 2023

TENTANG FPER 'ﬁtl—[.ﬁ]‘d ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR

ACEH

NOMOR 903/78/3033 TENTANG PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS]
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHACEH —cvee e

BUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

No Mama Dinas Selaku Ket
1 2 _\3 |
1 | Gubernur Aceh Pembina
2 ECHI‘EH:I:I'E Daerah Aceh Pen garah
TIM PERTIMBANGAN
I [ Asisten Admunistrast Umum Sekda Aceh Ketua N
4 Asisten Pemerintahan, Keistimewsan Aceh dan Kesra i
| © | Selda Aceh e
3 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Acch Anggota
4 Repala Biro Hukum Setda Aceh Anggata
F‘EJAEFLT PENGELOLA INFORMASI DAN DDKUME]‘-FI‘&EFI_ PFI]?EJTMIPL
1 Kepala Dinas Komunikas:, Informatika dan Persandian Aceh | T PPID Utama
FEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DD}\.UMEN'I'ASI FPFID F"E.L.Ai-u.EA]"-rA
L [ Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh | PPID Pelaksana
2 Sekretaris Inspektorat Aceh PPID Pelaksana
3 | Sekretans Badan Penanggulangan Bencana Aceh PPID Pelaksana
4 :;E';klfﬂlan-! Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah PEID Pelaksana
5 | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aceh PPID Pelaksana
6 | Sekretaris Badan Kepegawaian Aceh PPID Pelaksana |
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya
7 MARTIAIA Askh PPID Pelaksana .
8 | Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh PPID Pelaksana
8 | Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh - FPID Pelaksana |
Sekretanis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
10 Ruang Aceh FPFID Pelaksana
11 | Sekretaris Dinas Pengairan Aceh PPID Pelaksana
12 Sekreta:l":s Dinas Perumahan Fakvat dan Kawasan BEDY Pelakasna
Permukiman Aceh
13 | Sekretans Dings Sosial Aceh PPID Pelaksana
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas |
14 Penduduk Aceh 2 PFID Pelaksana
15 | Sekretans Dinas Pangan Aceh FPFID Pelaksana
16 | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh PPID Pelaksana
17 | Sekretanis Dinas Regisirasi dan Kependudukan Aceh _PPID Pelaksana
18 Sekretaris Dinas Pemberdavaan Masyvarakar dan PPID Pelaksana
Gampong Aceh
19 | Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh . PPID Pelaksana
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan
20 Fersaidian Aceh FPIL Pelaksana
21 Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh | PPID Pelaksana
, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ke
22 | Satu Pintu Aceh i Gisiics
23 | Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh - FPID Pelaksana
24 | Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh PFIL Pelaksana .
25 | Sekretans Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh FFID Pelaksana
26 Sekretans Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh PPID Pelaksana.
27 | Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Acch PPID Pelaksana
28 | Sekretaris Dinas Peternakan Acech PPID Pelaksana
20 | Sekretaris Dinag Energi dan Sumbr Dava Mineral Aceh PPID Pelaksana
30 | Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Acch PPID Pelaksana

zt-:ur. AT P e e i (YA




Nao

Aceh

PPID Pelaksana

Mama Dinas Selaku Ket
1 2 J 4
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul '
B Hisbah Acch PPID Pelaksana . i
| 32 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh PPID Pelaksana
33 | Sekretaris Dinas Svariat [slam Aceh B PPID Pelaksana
34 | Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh PPID Pelaksana
35 | Sekretans Dinas Pertanahan Acch PPID Pelaksana il
36 | Kabag Peraturan dan Perundang-Undangan DPRA PPID Pelaksana
Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas lal
T
v Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh FER TR Akaana
38 | Kabag Hukum dan Komunikasi Publik MPU Aceh PPID Pelaksana
39 | Kabid Informasi dan Dokumentasi Majelis Adat Aceh PPID Pelaksana
40 | Kabag Hukum dan Hubungan Umat Sekretariat Baitul Mal

Kabag Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga Majelis

41 | pediatian ARaky PPID Pelaksana _
43 H.allmg Hul;um, Humas dan Publikasi Sekretariat Badan PPID Pelaksana.
= Reintegrasi Aceh = e
43 | Kabid Kerjasama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe Aceh | PPID Pelaksana
44 R‘“‘."’.‘E Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel PRID Pelaksana
Abidin Aceh iy e
45 | Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Aceh PPID Pelaksana
46 | Kabag Tata Usaha Rumah Sakit lbu dan Anak Aceh PPID Pelaksana
47 | Kasuhbag Tata Usaha Badan Penghubung Pemerintah Aceh | PPID Pelaksana

1 B PR 0] e L i B Ppmoryses Agvia’ FITTT b



LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 903/ /2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
ACEH NOMOR S03/78/2022 TENTANG PENETAPAN
PEIABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTAS]
i LIN ERINTAHACEH. -

SUSUNAN PERSONALLA TIM SERRETARIAT PFIL ACEH

Mo Nama/.Jabatan Selaku
1 T g 3
1. | Kepala Dinas Komunikasi. Informatika dan Persandian Aceh | PPID Utama (Pengarah)
; : : Pelaksana Hanan
2. | Kabid Pengelolaan dan Layanan Informas Publik PPID{Ketua)

3. PELAYANAN INFOEMASI DAN DOKUMENTASI
1. Asriani, 5.508; M.5i (Pranata Humas Ahli Muda Pada

Bid PLIP) Walil Ketua
2. Syamsuami, 5.50s (Pengadministrasi Pemerintahan| Anggota .
3. Irma Suryani, SE {Pengelola Dokumentasi) Angpota
4. Novalia Marja (Tckon Dinas Kominfo dan Persandian .

Aceh) | B2

4, FPENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

1. Ir. Aida Soraya, MM (Pranata Humas Ahli Muda Pada Waldl Ketua
Bidang PLIF)
2, Erra Astuti, 5.50s.] {Pengelola Dal-:a] Anggota
3 E::;;auu Wahed [(Sial Tata Usaha Biro Umuim Setda Anggota
4, Cut Tﬂ:,.’.ak Raysha Mmfja.r"..'a. B5.1.Kom [Tekon Dinas ' - Angpnta
Kominfo dan Persandian Aceh) .
3. FASILITASI FENYELESAIAN SET‘-!G KETA TNF'[JH"L'J &““il
| 1. Kabag Bantuan Hukum Bira Hukum betda Aceh Wakil Ketua
2. Kasubbag Non Litigas: dan HAM Biro Hukum AnEr
Setda Aceh ey C i
3. Fahmi, 5T, M.5i [Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang I—
Pe_rsandian] i
4. Sri Rejeki Dian Ratani [Pengadministrasi Pemerintahan) | Anggota
6. PENGELOLA APLIKAS] DATABASE PPID
| 1. Yudi Kasmara, S Kom, M.Cs (Analis Kebijakan Ahli Muda Walil Ketua
Pada Bidang Layanan E-Government]
2. Rahmad, 8T [Tekon Dinas Kominfo dan Persandian Aceh) Anggota
3. Eky Masrijal, E.Kum_ﬁ‘chnn Dinas Kominfo dan A b
Persandian Aceh) il
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GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 903 / 78 [ 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

d GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 avat (6] Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Aceh, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh;

Mengingat ! 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undﬁlngaﬁndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayvanan
Publik;

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebageimana telah diubah beberapa kali terakhir
E:Eﬂlgﬂ]'] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

erja;

§. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang- Undanﬁ Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negen dan
Pemerintah Daerah;

10, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penvelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layvanan Informasi Publik;

. 12. Qanun Acch Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh,

13. Qanun .../ 2
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Menetapkan :

KESATU

KREDUA

KETIGA

KEEMPAT

-

13, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik;

14, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh
Terpaduy;

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentan
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Aceh dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ing,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di  Lingkungan
Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemernintah Aceh dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dolcumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh dibantu oleh Sekretariat
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Aceh dengan susunan
personalia  sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Gubernur ini.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tan ditetapkan dan
dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 3 Januan 2022,

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, ¥ Januari 2022
1T Jumadil Akhir 1443

?GUBERNUR ACEH, h_
S o7

NOVA IRIANSYAH

SALINAN - dar Keputusan ini disampaikan sepads:

b fakde

Menter Dalam Negeri BT, )

Menteri Komunikas dan Informasi R

Ketua Dewan Perwakilan Halomt Aceh;

Para ig:pglu SKFA i Lingkungan Pemeriniah Aceh;
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN C#EE‘.RNUR ACEH
NOMOR 903 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTAS] D1
LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.-———-—-—-
SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGEUNGAN PEMERINTAH ACEH
Mo Mama Dinas Selaku Ket
[ 2 3 3
1 | Gubemur Aceh Pembina
2 | Bekretanis Daerah Aceh Pengarah
TIM PERTIMBANGAN
1 | Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Ketua
2 | Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat | Angeota
Sekda Aceh i
3 | Asisten Perekonomian dan Femban&una_n Sekda Aceh | Aniggota
4 | Kepala Biro Hukum Setda Aceh | Anggota
PE.IABAT P LOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh | PFID Utama
2 | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh | PPID Pelaksana
3 | Sekretans Inspektorat Aceh | PPID Palaksana
4 Sekretans Penan Bencana Aceh PPIE Pelaksana
5" | Sekretariz Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh | PPID Pelaksana
f Sehemnam'_[-"‘c_ﬁi:]nlaan Keuangan Aceh PFID Pelaksana
7 | Sekretanis Badan Kepegawaian Aceh PPID Pelaksana
® | Sekretans Badan Pengemban Sumber Daya Manusia Aceh PPID Pelaksana
8 | Sekretans Dinas Pcncimlkan Aceh PPID Pelaksana
10 | Sekretans Dinas Kesehatan Aceh - PPID Pelaksana |
11 | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh PPID Pelaksana
12 | Sekretaris Dinas Pengairan Aceh PPID Pelaksans
13 | Bekretaris Dinas Perumahan BEakval dan Kawasan Permubkimean Aceh | PPID Pelaksana
14 | Bekretans Dinas Sosial Aceh PPID Pelaksana
15 | Bekretaris Dinas Tenags Kerja dan Mabilitas Penduduk Aceh PPID Pelaksana
16 | Sekretaris Dinas Pangan Aceh PFID Pelaksana
17 | Sekretariz Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh FPID Pelaksana
18 | Sekretaris Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh PPID Pelaksana
19 | Sekretaris Dinas Pemberdavaan Masvarakat dan Gampong Aceh PPID Pelaksans
20 | SBekretaris Dinas Perhubungan Aceh FFID Pelak=sana
21 | Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh FFID Pelaksana
22 ﬁiﬁ&i{jnmaa Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu FPID Pelaksana
| 23 | Sckretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh PPID Pelnksana |
24 | Sekretans Dinas Kebudavaan dan Paniwisata Aceh FPID Peiaksana
23 | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh PPID Pelaksana |
26, | Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh PPID Pelaksana
27 | Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh PPID Pelaksana
28 | Sekretaris Dinas Peternakan Aceh PPID Pelaksana
29 | Sekretaris Dinas Energi dan Sumbr Daya Mineral Aceh PPID Pelaksana
30 | Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Acch PPID Pelaksana
31 | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh PPID Pelaksana
32 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh | PPID Pelaksana
33 | Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh FPID Pelaksana
34 | Sekretaria Dinas Pendidikan Davah Aceh PPID Pelaksana
35 | Sekretans Dinas Pertanahan Aceh PPID Pelaksana
36 | Kahag Peraturan dan Perundang-Undan CPEA FPITY Pelaksana
37 | Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak DP3A Aceh PPID Pelaksana
38 | Kahag Hukum dan Komunikasi Publik MPLU Aceh PPID Pelaksana
39 | Kahid Informasi dan Dokumentasi Majelis Adat Aceh PPID Pelaksana
| 40 | Kabag Hukum dan Hubungan Umat Sekretariat Baltul Mal Aceh PPID Pelaksana
Kabag Persidan dan Kerjasama Antar Lembaga Majelis L
41 | Pendicikan Aceh i FPID ety |
42 | Kabag Hukum, Humas dan Publikasi Sckretariat BRA PPID Pelaksana
43 | Kabid Kerjasama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe Aceh PPID Pelaksana
33 | Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Zaincel Abidin Aceh | PPID Pelaksana |
35 | Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Aceh PPID Pelaksana
36 | Kabag Tata Usaha Rumah Sakit [bu dan Anak Aceh PPID Pelaksana

&nmmmmmnmﬁmmmmmmm
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LAMPIRAN |

I':EPTJT"LI'SJ*LN GUBERNUR ACEH

NOMOR 903 2022

TENTANG FnP.n".l": PEJABAT PENGELOLA
II"-PCIHMAE[ DOKLIMENTAS] 8]

LINGEUNGAN F‘E!'-'IERIH“T&H ACEH --ee=er

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTAS] ACEH

NG MNAMA JABATAN SELAKU
1 ] 3 [
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika | PPID Utama
L. | Meneas Nuanl, B.HS:, MA dan Persandian Aceh [Pengarah|
; Pelaksana
: Kabid Pengelolaan dan Lavanan i
2. Safrizal AR, 5. S0, MM Infarmas Publik Arian
(Ketua)
3. PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1. Agriani, 5.Z08, M.5i Pranata Humas Ahli Muda Bidang PLIP | Wakil Ketua
2. Syamsuarni, 5.50% Pelaksana Bidang FLIP Angenta
d. Irma Suryani, 3E Pelaksana Bidang PLIP Anggnta
| 4. Harmaini Wahed Staf Tata Usaha Biro Umum Setda Aceh Arggota
5, Eky Masgrijal, 3. Kom Tekon Dinas Kominfo dan Sandi Aceh Anm%_uta
6, Novalia Marja Tekon Dinas Kominfo dan Sandi Aceh Anggota
4,  PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
1. Ir. Aida Soraya, MM Pranata Humas Ahli Muda Bidang PLIP | Wakil Ketua
Kabid Teknolog Informas: dan
2. lgbal Tawakkal, 5.8TF, M.Eng Komanika Angenta
3, Sayid Azhari, ST, M.5i Kepala UPTD Statistik Angpota
4. Erra Astuti, 8.808.1 Pelaksana Bidang PLIP Anggota
5, Cut Nvak KEaysha Manarva, 5.1. Kom! Tekon Dinas Koeminfo dan Sandi Aceh Anggota
5. FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
1. Dr. Sulaiman, SH, M.Hum | Rabag Bantuan: Hukum dan JOIH Biro | wey gena
. ' “Kasubbag Mon L.Ltlgagl dan HAM Biro
2. Leni Nowvita Sarl, 3H Elul-:Um Setdn Aceh | Arngpota
3. Surya Ramadhan, S.So0s, M.Sc PO BRI O WU SRy Anggota
; Analis Kebij Ahli Muda Bidan
| 4. Fahmi, ST A A e Anggota
| 5. 5 Rejeki Dian Eatami Pelaksana Bidang FLIP Anggota
&, PENGELOLA APLIEASI DATABASE PPID
v | 1. Hendri Dermawan, 5. Kom Kabid Lavanan E-Government Wakil Ketua
Anals Kebjakan Ahh Muda Bidan
2. Yudi Kasmara, 5. Kom, M.Cs Lﬂﬁﬂﬂjﬂ B Bowsrpet E Anggota
3. Bahmad, 8T Tekon Dinas Keminfo dan Sandi Aceh Angaota
‘ 4, Fadlan, 5.5T Tekon Dinas Kominfo dan Sandi Aceh Anggota
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Sepuluh Desa Informatif di Indonesia Tahun 2021

Ayo Bangun Desa

Pentingnya Pelayanan Informasi Gampong
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Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT vang telah
menciptakan alam serta seluruh isinya. Shalawat beserta Salam kita
sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW vang telah membawa
kita dari alam jahilivah ke alam yvang penuh dengan ilmu pengetahuan,

Para pembaca sekalian, keterbukaan informasi publik merupakan
upaya dalam rangka Reformasi Birokrasi di segala lini, baik di lingkup
pemerintahan  provinsi. kabupaten/kota maupun pemerintahan
gampong/sebutan lainnya untuk tercapainya pemerintahan gampong
vang bersih dan berwibawa, guna mendukung pelayanan publik yang
mudah, cepat. berkualitas dan berkeadilan.

Komitmen Pemerintah Aceh terhadap Keterbukaan Informasi Publik di
semua linl 1 juga tertuang dalam bentuk peningkatan Layanan
Keterbukaan Informasi kepada Publik. Berdasarkan Surat Edaran
Gubernur Aceh kepada Bupati/ Walikota agar setiap Gampong
melakukan penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Gampong di seluruh Aceh, dalam kaitan ini
Pemerintah Aceh berusaha agar pelayanan informasi publik sampai ke
tingkat gampong bisa lebih baik, karena ini merupakan jaminan bagi
pemenuhan hak publik untuk mengetahui rencana dan proses
pembangunan serta pengambilan keputusan oleh pemerintah gampong
dengan mengakses informasi di setiap PPID Gampong.

Buku Gampong Informatif ini menggambarkan tentang keadaan
gampong-gampong vang telah berhasil mengimplementasikan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta menjadi pedoman
bagi gampong yang belum mengimplementasikan Undang-Undang
tersebut.

D1 samping itu, buku ini juga dapat dijadikan referensi bagi badan
publik lainnya vang berada di tingkat gampong dalam mewujudkan
pemerintahan gampong yang bersih serta melavani. Buku ini juga

=



diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses pengembangan
movasi dalam hal keterbukaan informasi publik bagi pemerintahan
gampong, lembaga swadaya masyvarakat, lembaga pendidikan dan
masyarakat.

Semoga catatan tentang praktik baik beberapa gampong yang telah
membentuk PPID yang diuraikan dalam buku ini menjadi referensi
juga bagi gampong di Aceh dalam meningkatkan semangat
keterbukaan informasi publik. Cerita vang dinukilkan di dalam buku
kecil ini akan menjadi informasi penting bagi aparatur gampong dalam
mengimplementasikan keterbukaan informasi publik bagi gampong-
gampong di Aceh. Untuk itu, sava ucapkan selamat atas penerbitannya
dan selamat membaca bagi warga yang ingin mengeiahui bagaimana
pemerintahan gampong mewujudkan tekad membangun demokrasi
serta hak untuk mengetahui dan melayani, Demikian sambutan saya
dan terima kasih.

Banda Aceh, September 2022




BAGIAN KESATU

MEWUJUDKAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DI GAMPONG

\ ‘N“‘INFORMASI PUBLIK ADALAH JENDELA




BAB 1
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI GAMPONG

1.1 Informas Publik Sebagai Hak Asas Manusia dan Hak Kontitusional

Informas adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung
nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibacayang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknol ogi
informas dan komunikas secara elektronik ataupun non elektronik

Informas Publik adalah informas yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang K eterbukaan Informasi Publik sertainformasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Hak atas informas merupakan hak asas manusia menjadi perhatian dalam Deklaras
Universal Hak-Hak Asas Manusia(DUHAM) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum
PBB Pada Tanggal 10 Desember 1948 Melalui Resolusi 217 A (I11), Pasal 19 berbunyi setiap
orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk
kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan
menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak

memandang batas-batas.

Hak asas manusia sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada
diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Penegasan atas
hak untuk berkomunikas dan memperoleh informas juga diatur dalam UU HAM Pasal 14 ayat
(1) berbunyi bahwa setiagp orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informas yang
diperlukan untuk mengembangkan pribadinyadan lingkungan sosialnya dan ayat (2) menyebutkan
setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informas dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Dengan

demikian, negara harus memenuhinya hak-hak tersebut.
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Pasal 28F UUD 1945 mengakui bahwa hak atas informasi merupakan hak konstitusional
dan fundamental yang memberikan jaminan aksesinformas bagi warga negara | ndones a sebagai
hak asasi. Memperoleh informas merupakan hak asas manusia yang dijamin oleh UUD 1945
Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikas dan memperoleh
informas untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosianya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informas dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Jaminan atas hak memperoleh informas juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik (UU KIP) Pasal 4 ayat
(1) yang berbunyi setiap orang berhak memperoleh Informas Publik sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini, kemudian ayat (2) menyebutkan Setigp Orang berhak: a. melihat dan
mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh Informas Publik; c. mendapatkan salinan Informas Publik melalui permohonan
sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

UU KIP ini mengisyaratkan bahwa penyelenggara negara mulai tingkat nasional, daerah,
sampai pada tingkat desa harus memastikan pelayanan informasi bagi masyarakat. Pemenuhan
akan hak atas informas menjadi intrumen penting dan sangat strategis dalam penyelenggaraan

negara untuk mendorong transparansi dan partisipas masyarakat.

1.2  Keterbukaan Informas Publik

Keterbukaan informas publik sebagal upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
dan mencerdaskan kehidupan warga masyarakat. Selain itu, hal lain ingin dicapai dari
implementas keterbukaan informasi publik meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi

untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas

Publik, tujuan keterbukaan informasi publik adal ah;

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu
keputusan publik;

2. mendorong partisipas masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan
Badan Publik yang baik;
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4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informas dilingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan informas yang berkualitas.

Keterbukaan informasi publik tidak hanya untuk mendorong adanya transparansi dan
partisipas, juga sebagai upaya mengoptimalkan pengawasan publik dalam penyelenggaraan
pemerintahan untuk mewujudkan demokrasi dan membentuk pemerintah yang professional,
efesien dan efektif, terbuka, dan bertanggung jawab serta meningkatkan pelayanan publik guna

perwujudan percepatan kesejahteraan umum.

Keterbukaan informas publik di Aceh

Manfaat Keterbukaan M dikuatkan oleh Undang-Undang Republik

Informasi Desa Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang

"Dapat Mencegah Pemerintahan Aceh telah mengatur tentang

Penyalahgunaan transparansi dalam Pasal 42 ayat (1) huruf i

Kewenangan” y : : :

Y tentang menyampaikan informas

penyelenggaraan Pemerintahan

bbb st A ceh/kabupaten/kota kepada masyarakat

Bagan 1. Ayo Bangun Desa dan Pasal 194 ayat (1) yang menyebutkan

Pemerintah melaksanakan prinsip transparans dalam pengumpulan dan pengal okasian pendapatan
yang berasal dari Aceh.

Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara K esatuan
Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang republik Indonesianomor 6 tahun 2014 tentang

Desa

Di Aceh, Desa disebut Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang
berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau namalain yang berhak menyelenggarakan
urusan rumah tangga sendiri sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
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1.3 Keterbukaan Informas Publik di Gampong

Pemerintahan gampong merupakan badan
“Geuchik atau nama lain di Aceh

memiliki kewajiban untuk
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian | melaksanakan penyelenggaraan tata

_ kelola pemerintahan yang baik,
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran melaksanakan kehidupan

Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), demokrasi dan berkeadilan sesuai
] dengan Pasal 26 ayat (4) UU Desa
Anggaran  Pendgpatan dan  Belanja Negara menjelaskan Kepala Desa

(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan berkewajiban untuk melaksanakan
_ o kehidupan demokrasi dan
Belanja Daerah (provinsi/kabupaten/kota). berkeadilan gender dan

melaksanakan prinsip tata
Penyelenggaraan pemerintahan gampong | Pemerintahan Desa yang akuntabel,

_ _ transparan, profesional, efektif dan
berasaskan keterbukaan sebagaimana disebutkan efisien, bersih, serta bebas dari

dalam Pasa 24 UU Desa yang menyebutkan | Kolusi, korupsi, dan nepotisme serta
_ kewajiban memberikan informasi
Penyelenggaraan pemerintahan Desa berasaskan kepada masyarakat”.

publik yang fungs dan tugas pokoknya berkaitan

keterbukaan. Gampong memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, berkewajiban
meningkatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk memberikan jaminan

akses dan pelayanan informas kepada masyarakat.

Pemerintahan gampong seharusnya memiliki kesadaran dan pemahaman tentang
keberadaannya sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informas Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon
Informas Publik, selain informas yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Pemerintahan
gampong juga wajib menyediakan Informas Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentas untuk mengelola
Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah sebagaimana
ketentuannya diatur dalam Pasal 7 UU KIP.

Adanya kesadaran dan pemahaman terhadap menjalankan kewajiban sebagai badan publik
mengelola informas publik dengan baik akan berdampak di gampong sehingga meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan gampong, meningkatkan partisipas
masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan penerapan prinsp transparans
(keterbukaan), partisipas (ikut serta), dan akuntabilitas (pertanggungjawaban), yang diakui

sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
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Keterbukaan informasi publik di gampong sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KIP
bertujuan untuk menjamin hak warga masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan
publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta aasan
pengambilan suatu keputusan publik. Berikutnya dengan adanya keterbukaan informas publik
juga akan mendorong partisipas masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan

pemerintahan gampong yang baik.

Tujuan lainnya kerterbukaan informas publik dapat mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan gampong yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat
hidup orang banyak. Keterbukaan informas publik upaya untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Membangun kepercayaan masyarakat atas
pelayanan publik yang dilakukan penyel enggara pel ayanan publik merupakan kegiatan yang harus
dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang
peningkatan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik.

MENGAPA PELAYANAN INFORMASI DI GAMPONG PENTING?

Berikan — menjawab permasalahan permasalahan
K“ﬁ‘“t“‘" Pelayvanan Informasi di Desa/Gampong
— Desa/Gampong/Kampong
— Membangun kepercayvaan publik
— Peran serta masyarakat dalam
mewujudkan  demokrasi  yang

berkualitas di Gampong

Bagan 2. Pentingnya Pelayanan I nformasi Gampong

Sebaliknya jika informas publik tidak dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan akan memberikan dampak negatif, akan menurunkan kepercayaan (distrust)
masyarakat dan bahkan sampal akan terjadinya sengketa informasi. Sengketa informasi adalah
adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan
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dengan hak memperoleh dan menggunakan informas berdasarkan perundang-undangan
sebagamana disebutkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum UU KIP.

Di Aceh, praktik sengketa informasi publik terhadap informas yang dimohon di tingkat
gampong berdasarkan laporan tahun 2021 tercatat ada beberapa kasus sengketa yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan, laporan pertanggungjawaban Program dan kegiatan, bantuan
sosial, dan pemilihan geusyik. Pemmohon mengajukan sengketainformasi kepadaKomisi Informasi
Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa Informasi
Publik yang ditangani terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Gampong oleh

Komis Informas Aceh sampai pada Tahun 2021-2022 dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Sengketa Informas di Tingkat Gampong Tahun 2021
Nomor Selesai
No | Tanggal S Pemohon Termohon Informasi yang di Mohon e
Surat/tanggal Proses
PPSI Putusan
1 13/04/2021 23/IV/2021 Yay.Persada PPID ROM 1. LPJ Kelompok Keswadayaan Mediasi.
09 April 2021 Indonesia IPamsimas Masyarakat (KKM) Gampong Selesai
Satu Kabupaten Aceh | Alue Gadeng Kecamatan Birem 06/12/2021
Timur Bayeun dan Gampong Alue
Punti Kecamatan Rantau
Selamat Kabupaten Aceh Timur
Tahun Anggaran 2020.
2.Dokumen Rencana Kera
Masyarakat (RKM) Gampong
Alue Gadeng Kecamatan Birem
Bayeun dan Gampong Alue
Punti Kecamatan Rantau
Selamat Kabupaten Aeeh Timur
Tahun Anggaran 2020.
2 05/01/2021 001- YARA PPID Utama Salinan Data Penerima
PSIFYARA/I/2021 038/2021 Kabupaten Aceh | Bantuan Sosial Reguler
4 Januari 2021 Besar (PKH,Bansos Sembako) serta
Bansos Covid-19 Tahun 2020 di
Desa Lampasi Engking
Kecamatan Darul
Imarah Kabupaten Aceh Besar
3 13/07/2021 | PSI7YARANII/20 YARA PPID Utama Salinan Laporan
21-12 Juli 2021 Kabupaten Aceh | Pertanggungjawaban (LPJ)
Besar Dana Desa, Gampong Ulee Ue
Kecamatan Indrapuri
Kabupaten Aceh Besar
4 16 /11/2021 020- YARA PPID Utama Permohonan Rekomendasi
PSI/YARA/XI/20 Pemerintah hasil pemilihan Keucik
2116/11/2021 Kabupaten Aceh | Gampong Seuneubok Pangau,
Timur Cc Camat | Kecamatan Banda Alam Tahun
Banda 2021, Camat Banda Alam
Alam

Sumber : PPID Utama Aceh (data diolah)
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Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dijelaskan
“CObé.l perhatikan, semakin l?anyak bahwa kesadaran
media massa yang memberitakan
gampong-gampong di Aceh yang menggunakan hak mengakses dan memperoleh
warganya berkonflik dengan
pemerintah Gampong. Ada kantor
Geuchik yang ditutup paksa oleh meningkat seiring dengan  meningkatnya
warganya sendiri, dugaan
penyalaggunaan anggaran juga kian
mengemuka. informasi publik.

masyarakat untuk

infformas  pada tingkat gampong semakin

pemahaman masyarakat tentang keterbukaan

Kasus-kasus tersebut menjadi pembelgjaran bagi badan publik agar dapat melembagakan
layanan informas publik. Tantangan bagi pemerintah gampong dalam menyediakan sarana
publikas yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menarik, dan efektif

serta dapat mendorong pengawasan publik mudah dilaksanakan.

Dengan demikian, pengelolaan informasi publik dan keterbukaan informasi publik di
Gampong menjadi sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat Gampong dalam
memperoleh akses informasi yang partisipatif dan akuntabilitas.

Saat ini, dengan keluarnya Peraturan Komisi Informasi Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
tentang Standar Layanan Informas Desa selanjutnya disebut Perki SLIP Desa. Lahirnya Perki
SLIP Desa bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses
Informas Publik Desa yang partisipas dan akuntabilitas, perlu dilakukan pengelolaan layanan
informasi publik Desa. Pertimbangan lainnyaadanya Perki SLIP Desadiharapkan untuk ketertiban
dan kepastian dalam layanan informas publik Desa dan perlunya ditetapkan standar layanan
informas publik desa sebagai acuan Desa dalam memberikan layanan informas publik. Dengan
demikian Perki SLIP Desa akan menjadi pedoman dan memudahkan gampong dalam memberikan
pelayanan informas kepada masyarakat dengan mudah, cepat, dan sederhana sesuai dengan

prinsip pelayanan informasi.
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BAB 2
KEWAJIBAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI GAMPONG

2.1 Kewajiban Badan Publik dalam Layanan Informas Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legidatif, yudikatif, dan badan lain yang fungs
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sgjak reformad, informasi publik menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah
mengingat akan pentingnya memberikan jaminan kepada masyarakat dengan lahirnya Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informas Publik (UU
KIP) yang mengatur tentang kewagjiban badan publik pada semua tingkatannya untuk
mengumumkan, menyediakan dan mengklasifikas informas yang dikecualikan atau dirahasiakan.
UU KIPjugamengatur kemudahan, ketepatan, dan kesederhanaan akses informasi, sertamengatur

tentang sanksi-sanks apabila ada yang melanggar.

Kewgjiban Badan Publik dalam Keterbukaan Informas Publik diatur dalam Pasal 7 UU
KIP berbunyi sebagai berikut: (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informas Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informas
Publik, selain informas yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib
menyediakan Informas Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun
dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara
baik dan efisen sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat
pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6)
Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
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2.2 Kewajiban Layanan Informas di Gampong

Sgjak diberlakukan UU Desa yang mengamanahkan agar gampong melaksanakan
keterbukaan, maka Pemerintah Gampong memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi.
Dalam Pasal 27 huruf (d) diatur bahwadalam menjal ankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban
Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Bagian akhir yang mengatur tentang keterbukaan
Pasal 68 ayat (1) huruf (a) UU _ _

Desa dinyatakan bahwa informas pada UU Desa terdapat pada pasal 86 ayat
masyarakat desa bgrhak meminta | (1) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa desa berhak
dan mendapatkan informasi dari _ _ o
Pemerintah Desa serta mengawasi | Mendapatkan akses informas  melalui  sistem

kegiatan penyelenggaraan informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah
Pemerintahan Desa, pelaksanaan _ _ _
pembangunan desa, pembinaan Daerah Kabupaten/K ota dan sistem informasi tersebut

kemasyarakatan desa, dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh

pemberdayaan masyarakat desa. _
masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesa Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar
Pelayanan Minimal Desa, pasal 5 menyebutkan SPM Desa meliputi penyediaan dan penyebaran
informasi, pelayanan dan penyediaan informas kependudukan dan pertahanan. Dengan demikian
Gampong wajib menyediakan dan menyebarkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.

Secararinci standar layanan informasi gampong diatur dengan Peraturan Komis Informas
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang selanjutnya disebut
PERKI SLIP Desayang mengatur kewajiban pemerintahan gampong sebagai badan publik untuk
melaksanakan kewagjiban dalam melayani, mengelola, mengumumkan, menyediakan, serta

melakukan klasifikas informas yang dikecualikan.

Pasa 7 PERKI SLIP Desa menyebutkan tentang Kewagjiban Pemerintah Desa dalam
Pelayanan Informasi Publik. Pemerintah Desa memiliki kewajiban sebagai berikut;
a. menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
b. mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Komisi ini;
C. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan
pengumuman dan mejainformas di setiap kantor Badan Publik Desa;

e. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informas Publik Desa atas seluruh
Informasi Publik Desa yang dikelola; dan

f. menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi ini.

10 | Gampong Informatif




BAB 3
GAMPONG INFORMATIF DAN PERUBAHANNYA

3.1 Apaitu Gampong Informatif?

Gampong informatif adalah Gampong yang telah melembagakan dan melaksanakan
pengelolaan Informas Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gampong
informatif idealnya memiliki regulas terkait dengan keterbukaan informas publik dan
pelayanan informas publik. Pemerintah Gampong yang telah menunjuk dan memberikan
wewenang kepada peabatnya daam mengelola informas dan dokumentasi gampong.
Gampong yang telah menyediakan faslitas prasarana dan sarana atau fasilitas untuk
pelayanan informas publik. Gampong yang sudah menyediakan daftar informas publik
sesus dengan peraturan perundang-undangan dan menyediakan fasilitas untuk menyebarkan
informas publik dengan mudah akses dan terjangkau. Gampong informatif adalah gampong
yang memberikan kemudahan akses dengan menyiapkan segala fasilitas untuk pemohon
informas untuk meminta informas. Gampong Informatif melaksanakan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Perki Slip Desa.

Membangun dan mengembangkan gampong informatif adalah cerita membangun
kesadaran kolektif menuju desa sgjahtera. Gampong informatif adalah wujud kesadaran
warga bangsa membangun desanya secara transparan dan terbuka berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik dan kebijakan
turunannya. Keterlibatan warga dalam pembangunan tempat tinggalnya adalah ansich, baik
melalui perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi. Fungs kontrol ini
hanya akan berjalan jika setiap tahapan dilakukan secara transparan dan akuntable. Hal ini
hanya mungkin dilakukan jika sebuah gampong sudah informatif.

Pembentukan gampong informatif di Aceh bukan sebuah tujuan akhir dan jugatidak
hanya akan berhenti pada capaian gampong yang sudah terbuka kepada masyarakat. Tetapi
ketika gampong-gampong di Aceh sudah terbuka menjadi modal bagi gampong tersebut
untuk memewujudkan perubahan lainnya. Bercermin dari banyak Desa di Indonesia
menunjukkan bahwa ketika pengelolaannya sudah terbuka, memberitahukan tanpa harus

diminta, tidak ada yang mesti dirahasiakan (kecuali memang informasi yang masuk ketegori
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rahasia) maka dengan sendirinya akan membentuk karakter Pemerintah Gampong yang

bersih, berwibawa dan dipercaya oleh masyarakat.

Gampong informatif itu bukan hanya gampong yang sekedar memenuhi prosedur atau
mekanisme yang sudah diatur dalam UU Desa, UU KIP dan Perki SLIP Desa semata. Bukan
sebatas ada PPID, DIP dan meja layanan informasi. Memenuhi standar sesuai Perki SLIP
Desa adalah pintu masuk, sebagai langkah awal untuk menjamin pemenuhan hak warga atas
informas publik.

3.2  Menuju Gampong Informatif

Menjadikan Gampong sebagai Gampong Informatif bukan hal yang tidak mungkin
diwujudkan. Sangat besar peluang bagi setiap Pemerintah Gampong di Aceh dapat
mewujudkan gampongnya itu sebagai Gampong yang terbuka. Peluang itu tentu akan lebih
mudah dilakukan apabila Pemerintah Gampong dan masyarakat memiliki semangat yang
sama untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, semangat sgja tentu tidak cukup. Sebab,
perubahan itu sendiri membutuhkan sgiumlah prinsip keterbukaan yang menjadi tujuan

bersama di tingkat gampong.

Apa sga prinsp-prinsip tersebut? Menurut Aan Anugrah dkk (2021) prinsip
keterbukaan informas itu sedikitnya memiliki tujuh indikator, meliputi: (a) Tersedianya
informas yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi pelayanan publik;
(b) Informas pelayanan bebas diperoleh oleh siapapun; (c) Informasi yang diberikan tepat
waktu dalam rangkaevaluas dan monitoring; (d) Tersedianya sarana dan prasaranainformas
yang baik; (€) Adanyaakses bagi masyarakat padainformas yang siap tersedia; (f) Informas
mudah dijangkau; (g) Sikap terbuka aparatur pemerintah dalam menyampaikan informasi.

Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut membutuhkan gerak dari dua arah, bukan
hanyadari sisi Pemerintah Gampong yang mesti responsif dan punya komitmen yang tinggi.
Akan tetapi, diperlukan pula sikap yang positif dari masyarakat yang ikut serta membantu,
berpartisipas (terlibat) dalam mewujudkan Gampong Informatif tersebut. Oleh sebab itu,
upaya mewujudkan gampong yang terbuka atau informatif itu harus diawali dengan
pemenuhan prayarat dan sejumlah tahapan teknis sesuai dengan peraturan yang ada terkait
dengan kewajiban Pemerintah Gampong dalam memenuhi hak masyarakat atas informas di

tingkat gampong.
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3.3  Prasyarat Gampong informatif

Menjadi Gampong Informatif merupakan sebuah cita-cita mulia yang layak
diperjuangkan, dipersiagpkan dengan serius dengan memperhatikan sumber daya yang
dimiliki oleh gampong itu sendiri. Oleh sebab itu, agar pelayanan informas publik di
gampong dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka
Pemerintah Gampong perlu memperhatikan tiga prasyarat yang memungkinkan proses
pembentukan tersebut dapar berjalan secara efektif.

Abdullah Abdul Muthaleb (2021) menyebutkan bahwa untuk memudahkan
terbentuknya “Gampong Informatif” tersebut, paling tidak membutuhkan tiga prasyarat
utama. Ibarat membangun rumah, prasyarat ini merupakan pondas yang menentukan
kekuatan dan keberlangsungan rumah tersebut dalam jangka panjang. Jika pondasinyakokoh,
maka rumah akan tegak dan segala kebutuhan lainnya (ruang tamu, kamar tidur, ruang
keluarga, dapur, kamar mandi, teras rumah dan seterusnya) akan lebih mudah dibangun oleh
sang pemilik rumah.

Ada pun ketiga prasyarat atau fondas dalam membentuk Gampong Informatif
dimaksud sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Gampong

Sesuai dengan UU Desa disebut bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa. Selanjutnya, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari
sekretariat desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksanateknis. Dengan segala kewenangan
yang dimilikinya, maka dalam proses membentuk “Gampong Informatif” komitmen

Pemerintah Gampong dengan perangkatnya menjadi kata kunci.

Mesti ada itikad baik (political will) yang jelas dan harus tertulis dalam bentuk
kebijakan di tingkat gampong sebagai penegasan untuk benar-benar menerapkan keterbukaan
informas publik tersebut. Mengapa harus demikian? Karena memang pengakuan komitmen
tersebut harus bisa dilihat, diuji, dan dievaluasi oleh siapa pun. Oleh sebab itu, Gampong
Informatif tersebut akan mudah dicapai apabila komitmen ini sudah dimiliki dengan penuh

kesadaran dan kemauan dari Pemerintah Gampong itu sendiri.
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2. Dukungan Pemerintah Daerah

UU Desa memang mengatur bagaimana pembinaan (termasuk pengawasan)
dilakukan oleh Pemerintah baik di tingkat Nasional, Provins maupun Kabupaten/Kota
dengan ruang lingkup yang berbeda. Oleh sebab itu, menjadi relevan apabila dalam konteks
penyelenggaran pemerintahan desa yang terbuka, peran pemerintah daerah dalam hal ini juga
ikut menentukan. Dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi
Publik Desa dengan jelas menyebutkan dalam Pasal 18 pada ayat (1) “Dalam rangka
peningkatan kualitas layanan informas publik Desa PPID Desa berhak mendapatkan
pengembangkan kapasitas pegjabat fungsional dan/atau petugas informasi dari Pemerintah
Daerah Kabupten/Kota”.

Partisipasi
Masyarakat [

Bagan 3. Hubungan K omitmen, Dukungan dan Partisipas Masyar akat

Bahkan dalam UU Desa Pasal 86 pada ayat (2) bahwa Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan
Perdesaan. Selanjutnya, pada ayat (2) Sistem informas Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya

manusia.

Dengan demikian, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota paling tidak harus
dibangun melalui PPID Utama Kabupaten/Kota dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong menjadi penting sekali. Jka PPID Utama bagian dari imlementas UU
Keterbukaan Informas Publik dan PERKI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik Desa, sedangan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
dalam agenda ini merupakan bagian dari amanat UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
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2. Partisipas Masyar akat

Komitmen di tingkat Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak
memadal jika tidak dibarengi dengan keterlibatan atau partisipas masyarakat di tingkat
gampong sendiri. Keterbukaan informas juga tidak akan bermakna seutuhnya apabila
masyarakat selaku pemangku kepentingan atas pembangunan gampong mal ah bersikap pasif,
acuh tak acuh, dan tidak memiliki kesadaran yang baik untuk mendukung keterbukaan
informas publik di gampong. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting  membangun
keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marjinal lainya sejak awal, saat
mendorong terbentuknya Gampong Informatif . Sebab, pada ujungnyaketerbukaan informasi
jugaditargetkan bagaimanamemberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga dukungan
masyarakat menjadi sangat diharapkan.

34  Meéeembagakan Prasyarat Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Gampong sebagai lembaga sekaligus organisas, maka yang harus
diperhatikan sebenarnya bukan semata-mata melakukan pemenuhan hak-hak masyarakat
melalui pembangunan yang digerakkan di tingkat gampong. Hal yang tidak kalah penting
adal ah bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong dalam upaya pemenuhan
hak-hak masyarakat tersebut. Di sini ha terpenting adalah bagaimana kemudian adanya
upaya dari Pemerintah Gampong untuk memastikan adanya penanaman nilai, norma
perilaku, diakui bersama dan ada keberlanjutannya, karenaitu penting keterlibatan Pemeritah

Gampong dalam memastikan pelayanan informasi publik di gampong secara keberlanjutan.

Nilai dan norma akan dapat digambarkan dengan adanya cara, kebiasaan, tata laku,
adat istiadat. Proses ini oleh M. Hadi Makmur dan Hermanto Rahman (2016) bisa dicapai
dengan proses yang disebut dengan pelembagaan, yaitu proses yang dilakukan agar terjadi
internalisas atau penanaman nilai atau norma kemudian mewujud dalam perilaku yang

berkelanjutan dalam rangka mencapai sebuah tujuan atau cita-cita bersama.

Proses pelembagaan bukan berarti “membuat lembaga” tetapi yang dimaksud di sini
adalah dengan sgjumlah proses yang harus dilalui oleh Pemerintah Gampong dengan empat
tahapan berikut: pertama, norma atau perilaku baru dikembangkan dan disepakati bersama;
kedua, selanjutnya diperkenalkan dan terapkan atau diberlakukan; ketiga, jika kemudian
dirasakan manfaat dan kegunaannya maka akan diakui dan mendapatkan legitimas atau

dukungan; dan keempat, pengakuan dan dukungan ini akan mengundang penghargaan,
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anggota atau masyarakat akan menjaga dan melindungi norma yang telah disepakati dari
segala tindakan penyimpangan. Dengan demikian, perubahan yang lebih baik tersebut
sifatnya jangka panjang, terus menerus dapat berlangsung, sigpa pun yang akan memimpin
Gampong tersebut.

3.5 Peran Pemangku Kepentingan

Kemitraan dalam upaya mewujudkan
“Pentingnya peran para pthak
ini sebagai komitimen

Keputusan (SK) Gubernur Aceh  Nomor pemerintah melalui instansi

terkait dalam memperkuat
414.2/1891 tahun 2022 tentang Pembentukan kapasitas dan memantau

gampong informatif Aceh tercantum dalam Surat

PPID Gampong. Surat keputusan ini ditujukan pembentukan gampong
o _ informatif”
kepada  bupati/walikota  dalam  lingkup Arman Fauzi

Pemerintahan Aceh dengan tujuan menjelag(an K Ketua KomiSi InformaSi Aceh

tugasdan fungs serta peran para pemangku kepentingan dalam mel akukan upaya percepatan

implementas pengelolaan layanan informas publik gampong atau nama lainnya sesuai
kekhususan gampong masing-masing. Perintah tegas dalam SK ini memastikan peran para

pihak mulai dari PPID Utamahingga PPID yang akan dibentuk di tingkat gampong nantinya.

Membangun kemitraan atau kerjasama menjadi hal penting yang harus dilakukan
karena tugas mendorong keterbukaan informas publik tidak bisa diwujudkan sendiri.
Harapannya pengetahuan yang telah ada bisa direplikas ke desa lainnya. Selain itu,
kemitraan dengan tenaga pendamping desa juga sangat penting, mengingat pendamping desa

merupakan aktor intelektual dalam pembangunan desa tersebut.

Pentingnya membangun kerjasama dan dukungan lintas pihak mengingat sejumiah

hal yang harus dijalankan oleh Pemerintah Gampong berikut ini:

1. Pemerintah Gampong sebagal pihak penyedia dan pengelola informas publik
berkewajiban menunjuk dan mengangkat PPID dimasing-masing gampong.

2. Pemerintah Gampong berkewajiban menetapkan peraturan mengenai standar prosedur
operasional (SOP) layanan informasi publik di masing-masing gampong.

3. Pemerintah Gampong wajib menetapkan kategorisasi informas publik yang dikelola oleh
badan publik di masing-masing gampong.

4. Pemerintah Gampong wajib mengembangkan sistem penyediaan layanan informas publik

secara efisien, cepat, tepat dan sederhana.
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5. Pemerintah gampong wajib menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan
informas publik di masing-masing gampong sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. Pemerintah gampong wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP gampong
sesuai informasi publik yang dikelolanya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota di Aceh berfungs
strategis sebagai fasilitator dalam mendorong dan memfasilitas percepatan pembentukan
PPID ditingkat gampong, begitupun dengan Organisass Masyakarakat Sipil (OMS) atau
Lembaga Swadata Masyarakat (LSM) yang berperan sebagai mitra pemerintah disetiap
tingkatan pemerintahan dalam mengadvokas percepatan pembentukan PPID gampong.
Keterlibatan OMS selain sebagai fasilitator pendukung juga berperan sebagai fungs kontrol
atau pengawasan kepada pemerintah dalam implementas keterbukaan informas publik.
Penguatan dan pendampingan yang dilakukan OMS sebagal upaya keterlibatannya dalam
proses transformas sosial dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good
governance).

Secara khusus setidaknya ada tujuh stakeholder kunci pemerintahan yang harus
berperan aktif dalam mewujudkan PPID di tingkat gampong. Berikut instans dan peran
stakeholder dimaksud:

Tabd 2
Instans dan Peran Stakeholder
No Instans Peran/Fungs K eterangan
1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan masyarakat
Gampong Aceh (DPMG)
2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan masyarakat
Gampong/ Kampung Kabupaten/kota
3 | Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian | Pendampingan teknis Melaui PPID
Aceh (Diskominsa) website dan PPID Utama
4 | Dinas Komunikasi dan Informatika Pendampingan teknis
Kabupaten/kota
5 | Komisi Informasi Aceh (KIA) Koordinasi dan Kerjasama
(kolaboratif)
6 | Koordinator Propinsi TPP-P3MD Wilayah | | Pendampingan masyarakat Melalui
Aceh pendamping
desa
7 | Pemerintahan DesalGampong/K ampung Pel aksana/PPID
Gampong/Desa/lKampung
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“Kami melakukan verifikasi kampung
yang bisa dan siap untuk dijadikan
percontohan di Kabupaten Aceh
Tengah ini, terpilihlah Kampung
Blang Kolak 17
Muzakarah
Sekretaris DPMK Aceh Tengah

Inisias pembentukan gampong

informatif dengan melibatkan
stakeholder atau pemangku kepentingan
di atas perannya
sebagaimana disebutkan oleh Sekretaris
DPMK Aceh Tengah adalah dengan

melihat  Tupoksi

berdasarkan

instans  masing-

masing. Selanjutnya Dinas Kominfo

Kabupaten melakukan pelatihan teknis dengan dukungan Diskominsa, sedangkan
pendamping desa sesuai tupoksinyamemfasilitas proses pendampingan sesuai wilayah kerja
masing-masing. Fungs koordinas dan kolaboras gunamemastikan sinergi antar stakehol der

4 )

“Penting sekali gampong memiliki
SDM tehnisi untuk mengoperasikan
transaksi data dan informasi melalui
tekhnologi dan informasi seperti
server, website dan lainnya, ini tentu
tidak lepas dari komitmen kepala desa
dan masyarakatnya untuk bersama-
sama menuju gampong informatif”.
Asriani, PPID Utama,

N J

terkait menjadi ranahnya Komis
Informas Aceh sehingga tujuan dari
sosialisas keterbukaan informasi publik di
tingkat  pemerintahan
implementas UU 14 tahun 2008, alur

permohonan

desa mulai

infformas  dan sengketa
infformas  dapat tersampaikan dengan
baik.

Sebagai ujung tombak pengelola informas publik di tingkat desa, gampong dengan
PPID-nya diharapkan mampu menjalankan tujuan UU tersebut untuk mendorong partisipas
masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif
masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
informas di lingkungan badan publik di tingkat gampong lebih berkualitas.

Pada bagian kedua pasal 8 tentang Penunjukan dan penetapan PPID Desa disebutkan
bahwa kepala desa yang merupakan atasan PPID desa dapat menunjuk dan menetapkan
Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya sebagai PPID desa setelah penetapan PPID
dilakukan.

Sejalan dengan implementasi kebijakan ini, pada tahun 2021, Kementerian Kominfo
dan Kementerian Desa mulai menggagas kegiatan pemberian anugerah keterbukaan

informas publik di tingkat gampong. Secara khusus di Aceh, ada dua desa yang didorong
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untuk terlibat dalam kegiatan anugerah ini, [~ )

yang pertama Desa Blang Kolak 1 Kecamatan “Gampong informatif akan
berdampak pada multi player

Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah yang effect; tempat belajar sebagai

mewakili Propins Aceh ke tingkat nasiona sumber pengetahuan yang bisa

direplikasi, dampak ekonomi

karena transparan dan nilai

membuka diri dengan menyajikan informasi tambah lainnya”.

Arman Fauzi
Ketua Komisi Informasi Aceh

sebaga desa yang berkomitmen tinggi

anggaran, jumlah perizinan hingga kebijakan
desa melalui wesite gampongnya

https:.//blangkol aki.gampong.id. \_ )

Selain penguatan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui
instans terkait, dukungan pendampingan juga dilakukan oleh lembaga non-pemerintah
seperti Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) yang
merupakan program kemitraan Pembangunan Pemerintah Indonesia dan Australia di

Desa Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan K abupaten Bireuen.

Pembel gjaran penting dari dua desa tersebut adalah komitmen kepala desa atau
keuchik/reje masing-masing desa terhadap keterbukaan informasi karena tantangan
tersulitnya adalah implementasi undang-undang ini merupakan hal baru di tingkat desa.
Kemudian bagaimana dukungan dari instansi terkait di tingkat kabupaten/kota, tentu
sgja ini bukan hal mudah, mengingat beberapa kabupaten/kota itu sendiri masih
berbenah menuju kabupaten/kota yang mendorong keterbukaan informasi publik.
Indikatornya bisa dilihat dengan jelas bahwa dua kabupaten ini bukan kabupaten yang
masuk dalam nominasi kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan anugerah
keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Aceh (KIA)

setiap tahunnya untuk pemeringkatan badan publik yang sudah informatif.

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana sinergi para pihak dalam penyiapan
dukungan teknis seperti penyediaan perangkat lunak (server), tenaga teknis, meja
layanan, pemilahan daftar informasi dan lainnya. Hal yang tak kalah pentingnya adalah
apakah masyarakat merasa penting terhadap gampong informatif ini? Apa
keuntungannya? Di bagian ini peran penggerak seperti yang dilakukan lembaga
pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pendampingan sebagaimana yang
dilakukan di DesaBlang Kolak 1 dan Meunasah Timu bisaterlihat. Penguatan kapasitas
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yang difasilitasi oleh KIA dan PPID Utama serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Gampong (DPMG) di tingkat propinsi maupun kabupaten mendorong keterbukaan
informasi publik merupakan gambaran peran para pihak dalam mendorong keterbukaan
informasi publik di tingkat gampong oleh pemerintah.

Selain dua desa di atas, pada tahun 2022 dorongan gampong informatif
meningkat menjadi 20 desa di 7 kabupaten/kota yang secara langsung melibatkan
pendamping desa. Saat ini masih berlangsung rangkaian proses verifikasi dan penilaian
yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Komunikasi, Informasi dan
Persandian (Diskominsa) Aceh, DPMG Aceh dan KIA. Seperti tahun sebelumnya ada
dua hal yang dinilai, pertama, komitmen desa tentang PPID Gampong dan kedua,
ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih, responsive dan menguasai tekhnologi
daninformasi. Sumber daya manusiayang terlibat secaralangsung seperti di DesaBlang
Kolak 1 adalah kader perempuan didesa sehingga mampu merangkul seluruh lapisan
masyarakat untuk bergerak. Kondisi ini berbeda dengan Desa Meunasah Timu yang

kurang keterlibatan perempuan, baik kader desa ataupun perempuan lainnya.

3.6  Tahapan Pembentukan Gampong Infor matif

Secara garis besar, Pemerintah Gampong dapat mewujudkan Gampong Informatif
tersebut dengan duatahapan utamayaitu tahapan strategis dan tahapan teknis. Keduatahapan
ini bukan pilihan, karena keduanya memang harus dilalui oleh setiap Pemerintah Gampong.

Bagan 4. Tahapan Pembentukan Gampong I nfor matif

Tahapan Teknis
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Tahapan strategis ini merupakan tahapan yang harus menjadi prioritas dan harus
dipenuhi terlebih dahulu sebelum masuk pada tahapan teknis. Apabila langsung menuju
tahapan teknis, maka “pelembagaan” sebagaimana dimaksud di atas tidak terjadi. Akibatnya,
bisa jadi sebuah gampong mendeklarasikan dirinya sebagai Gampong Informatif, tetapi
pembentukannya tidak memiliki fondas yang kokoh. Dengan kondis demikian,

keberlanjutannya menjadi sangat rentan terhenti di tengah jalan.

Oleh karena itu, sangat disarankan pembentukannya tetap berproses dengan melalui
tahapan strategis secara terencana dengan baik. Sedangkan tahapan teknis merupakan
tahapan lanjutan yang memang terkait langsung dengan prosedural atau mekanisme yang
harus ada untuk menjadi Gampong Informatif. Tahapan ini sendiri meskipun jumlahnyalebih
banyak tetapi sebenarnya lebih mudah untuk dijalankan ketika tahapan strategis sudah
berhasi| dibangun dengan baik.

1. Tahapan Strategis

Dalam tahapan ini, setidaknya ada dua tahapan yang harus dipersiapkan oleh
Pemerintah Gampong. Tahapan dimaksud sebagai berikut:
a. Membangun K esadaran dan K epentingan Bersama

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi di gampong harus menjadi
semangat Pemerintah Gampong bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Setiap
orang, terlepas apa pun posisinya di gampong, harus dibangun pengetahuan tentang seluk
beluk informas publik. Memahami kerangka hukumnya dan juga dampak positif ketika
gampong menjadi terbuka seperti yang diwagjibkan oleh sgjumlah aturan perundang-
undangan. Di sinilah kemudian sosialisas gagasan pentingnya Gampong Informatif ke
seluruh masyarakat sangat diperlukan. Tidak cukup sosialisas, diperlukan jugadialog-dialog
dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di gampong sehingga sebaran
pengetahuan tentang keterbukaan ini menjadi hal yang dapat dimengerti dan diterima sebagai
sebuah kebutuhan bersama

Proses ini kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemetaan dan analisis tentang
kondis keterbukaan informasi di gampong saat ini, mulai dari bagaimana Pemerintah
Gampong menjalankan pemenuhan hak warganya atas informas hingga bagaimana
pemahaman sekaligus harapan masyarakat atas pengel olaan keterbukaan informasi di tingkat

gampong di masa mendatang.
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Titik temu antara Pemerintah Gampong dan
Kesadaran masyarakat

masyarakatnya adalah akan muncul kepemilikan dan harus diawali dengan
. : kesadaran Pemerintah
k k k
epentingan bersama untuk mewujudkan Gampong Gampong beserta
Informatif tersebut. Saat Pemerintah Gampong sudah perangkatnya terlebih

dahulu. Para Kaur

berkomitmen dengan kesadaran yang tinggi, dan misalnya, harus benar-

kemudian mendapatkan dukungan dari seluruh benar paham, sadar dan
, penuh komitmen

komponen masyarakat di gampong, maka ha mendukung pembentukan

demikian menjadi modal yang sangat penting untuk Gampong Informatif

meletakkan dasar terbentuknya Gampong Informatif. tersebut.

b. Memperkuat Partisipas melalui Pember dayaan M asyar akat

Setelah kesadaran bersama sudah tumbuh dan keterbukaan informasi sudah menjadi
target bersama, makatugas Pemerintah Gampong sel anjutnya adal ah bagaimana memperkuat
partisipas masyarakat gampong. Sebelumnya, masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan
tentang keterbukaan infotmas tersebut didorong untuk berpartisipas aktif agar Gampong
Informatif itu bukan menjadi sekedar simbol semata melainkan bermanfaat juga bagi

masyarakat.

Seperti dijelaskan oleh M. Hadi Makmur dan Hermanto Rahman (2016) disinilah
diperlukan membangun partispass melalui proses pemberdayaan. Pemerintah Gampong
memiliki peran utama untuk menciptakan partisipasi masyarakat baik secara perorang atau
pun kelompok/komunitas dalam rangka menjaga keberlanjutan dan dukungan berjalannya
layanan informasi yang lebih baik. Dengan adanya dukungan warga mengindikasikan bahwa
warga merasakan manfaat atas layanan Informasi desa, selanjutnya akan menghargai dan
menjaga agar layanan berjalan langgeng dan lebih baik. Dukungan komunitas terhadap
layanan informasi desa tentunya akan memicu semangat dan etos kerja serta profesionalitas
petugas pengelola layanan di tingkat desa. Dengan begitu pengelola, akan berupaya
meningkatkan kapasitas baik kemampuan teknik maupun mangemen layanannya.
Pemerintah desa sebagai penanggung jawab juga akan terdorong untuk menfasilitas agar
operasional dapat berjalan dengan baik dengan kebijakan anggaran desa.

Bagaimana bentuk dukungan komunitas dalam layanan informasi desa. Berikut ini

beberapa peran yang dapat dilakukan komunitas:
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a. Memberikan dukungan atau masukan data untuk diperbaharui oleh pengelola layanan,
misal data kemiskinan, kesehatan, pendidikan kependudukan, atau juga data penerima
program kemiskinan.

b. Menanyakan dan meminta pada pengelola untuk mempublikasikan program program
pembangunan yang bisa diakses, persyaratannya apa, bentuk programnya seperti apa,
siapa yang boleh dan tidak boleh mengakses program, khususnya program dari anggaran
pemerintah pusat dan daerah.

c. Memberikan informas potens sumber daya alam, pariwisata di desa yang bisa dikelola,
untuk bisa ditampilkan oleh pengelola layanan informas desa secara online melalui web
desa.

d. Memberikan sumbangan berita atau tulisan terkait desa, seperti, kegiatan kampung, atau
komunitas, kegiatan pemuda sehingga dapat dipublikasikan di web desa.

e. Mempublikaskan atau mengiklankan usaha usaha masyarakat dan hasilnya produknya
melalui web desa sehingga bisa diakses oleh orang luar. Seperti produk khas pertanian,
industri rumah tangga, kerajinan rakyat di desa, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, menginisias pembentukan komunitas informasi di tingkat gampong
menjadi penting sekali. Membentuk kelompok anak muda termasuk kelompok perempuan
yang sadar dengan informasi publik menjadi sebuah hal yang mendesak di tingkat gampong.
Komunitas dan kelompok tersebut menjadi mitra Pemerintah Gampong seperti Kelompok
Informas Gampong (KIG) yang telah lebih dahulu digagas oleh Kominfo di setiap
kabupaten/kota.

2. Tahapan Teknis

Tahapan teknis ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh
Pemerintah Gampong untuk mempersiapkan Desa tersebut benar-benar dapat menjalankan
kewajibannya sebagai Badan Publik yang harus terbuka kepada masyarakat. Jadi ini berbeda
dengan kewagjiban Pemerintah Desa yang terkait langsung dalam melayani permintaan
informasi yang menjadi wilayah kerja PPID Gampong. Tentunya, dalam upaya pemenuhan
permintaan informasi tersebut akan leth mudah dilakukan jika gampongnya sudah menjadi

Gampong Informatif.
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Dengan mengacu pada Peraturan Komisi Informas Publik (PERKI) Nomor 1 Tahun
2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, terdapat sepuluh tahapan teknis
dimaksud yaitu:

Bagan 5. Tahapan Teknis
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BAB IV
PELAYANAN INFORMASI DI GAMPONG

4.1 Pembentukan Peraturan Gampong (Qanun) dan Peraturan Keuchik Gampong
Tentang Keterbukaan Informas Publik

Peraturan Gampong merupakan peraturan yang ada di tingkat gampong untuk
mengatur hal terkait kewenangan gampong dan harus dipastikan tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Gampong ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa. Peraturan Gampong ini kemudian diundangkan dalam Lembaran
Gampong dan Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.

M. Hadi Makmur dan Hermanto Rahman (2016) menjelaskan bahwa dalam
menyusun peraturan di desa atau gampong untuk layanan informasi maka harus disebutkan
poin poin apa yang menjadi dasar pertimbangan atau alasan sehingga peraturan dimaksud
perlu dan penting dibuat oleh pemerintah desa. Beberapa poin yang menjadi dasar
pertimbangan atau alasan sehingga peraturan desa tentang layanan informas perlu dan
penting dibuat oleh pemerintah desa antaralain:

a. Informas merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan
lingkungan sosianya serta merupakan bagian penting bagi pembangunan nasiona juga
termasuk pembangunan desa.

b. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi
publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik

c. Keterbukaan informasi publik di desa merupakan sarana dalam mengoptimalkan prinsip
transparans, akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa dan Badan Publik desalainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada
kepentingan masyarakat desa

d. Pengelolaan informasi publik di desa merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan
masyarakat desa yang informatif
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Selain harus memastikan pertimbangan yang dikemukakan oleh M. Hadi Makmur
dan Hermanto Rahman (2016) di atas sebagaimana pada poin a s.d di atas, Pemerintah
Gampong juga harus memasukkan jaminan akses informas bagi perempuan, penyandang
disabilitas, dan kelompok rentan. Mengapa demikian? Karena selama ini perempuan dan
kelompok rentan tersebut sering sekali tidak memperoleh informasi dengan mudah. Dalam
banyak situasi keberadaan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan dianggap
tidak memerlukaan informas publik termasuk di tingkat gampong. Oleh sebab itu, dalam
Peraturan Gampong perlu penegasan keberpihakan dan jaminan akses informas kepada
perempuan dan kelompok rentan tersebut secara adil dan setara.

Beberapa materi yang perlu diatur di dalam Peraturan Gampong terkait dengan
keterbukaaan informas publik sebagai berikut:

Tabe 3
Materi Peraturan Gampong
tentang K eterbukaan Informas Publik
Penamaan BAB Muatan Materi yang Diatur

Bab Ketentuan Umum | a. Berisikan pengertian atau istilah pokok yang
dimaksudkan dan akan diatur di dalam Peraturan
Gampong ini  seperti  Gampong, Informag,
informas Publik, Informas Publik Gampong,
Badan Publik, PPID, DIP, dan sebagainya.

b. Karena fokus pada Gampong Informastif, maka
Gampong Informatif tersebut perlu dijelaskan juga
dalam Ketentuan Umum.

c. Khusus Badan Publik sebagaimana disebut pada
poin (@), perlu diperjelas dalam Ketentuan Umum
bahwa Badan Publik Gampong adalah Pemerintah
Gampong, Badan Permusyawaratan Gampong
(tuha peut), Badan Usaha Milik Gampong, dan
Badan Kerjasama Antar Gampong.

d. Sdain itu, perlu beberapa pengertian lainnya yang

penting pula dicantumkan untuk memastikan
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pelayanan informas yang adil dan setara serta
berlaku secarainklusif. Karenaitu, menjadi penting
pada Ketentuan Umum ini untuk merumuskan
pengertian terkait dengan: Keadilan dan
Kesataraan Gender, Kelompok Rentan, dan
Penyandang Disabilitas. Ini sgalan dengan salah
satu kewsgjiban Kepala Desa atau Geuchik dalam
UU Desa, Pasa 26 ayat (4) huruf e yaitu
melaksanakan  kehidupan  demokrass  dan

berkeadilan gender.

Bab tentang Asasdan | Bagian Asas.

Tujuan a. Mempertegas bahwa setiagp Informas  Publik
Gampong bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan
Informas Publik Gampong yang Dikecualikan
bersifat ketat dan terbatas, juga ditegaskan bahwa
setigp Informas Publik Gampong harus dapat
diperoleh setiagp Pemohon Informas Publik
Gampong dengan mekanisme yang sedehana, cepat
dan tepat waktu, biaya ringan dan pasti.

b. Perlu juga menekakan bahwa setiagp Pemohon
Informas Publik Gampong baik laki-laki maupun
perempuan, Kelompok Rentan, dan Penyandang
Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan atas
Informas Publik Gampong secara adil dan setara
tanpa diskriminatif.

Bagian Tujuan:

c. Tujuan pembentukan Peraturan Gampong ini
secarahormatif dapat mengacu pada UU KIP yakni

daam rangka: (&) menjamin hak setiagp warga

negara untuk mengetahui rencana pembuatan
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kebijakan, program kebijakan, prosespengambilan
keputusan, dan aasan pengambilan suatu
keputusan publik di tingkat Gampong; (b) menjadi
acuan bagi Pemerintah Gampong dalam upaya
meningkatkan  pengelolaan dan  pelayanan
Informas Publik Gampong pada setiagp Badan
Publik Gampong untuk menghasilkan layanan
informasi yang bertanggungjawab dan berkualitas,
dan (©) mewujudkan penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung dengan prinsip-prisip tata
kelola yang baik, terbuka, efektif dan efisen,
akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

. Selain tiga tujuan di atas, penting disebutkan juga

bahwa Peraturan Gampong iin juga untuk
mendorong partisipas seluruh warga Gampong
baik laki-laki maupun perempuan, Penyandang
Disabilitas, dan Kelomok Rentan lainnya dalam
proses pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan Badan Publik Gampong yang baik di
tingkat Gampong; dan mendorong masyarakat
Gampong untuk peduli dengan dokumentas
sehingga secara aktif ikut serta dalam memperkuat
penyediaan informasi yang valid dan sesuai dengan

kebutuhan Gampong.

Bab tentang Hak dan

Kewajiban

Berisikan tentang Hak Pemohon Informas Publik
Gampong; Kewajiban Pengguna Informasi Publik
Kampung; Hak Pemerintah Kampung; dan

Kewajiban Pemerintah Kampung.

. Perlu ada penegasan terkait dengan kewagjiban

Badan Permusyawaratan Gampong, Badan Usaha
Milik Gampong, dan Badan Kerjasama Antar

Gampomg tidak memiliki PPID secara mandiri,

28 | Gampong Informatif




maka Badan Publik Gampong tersebut harus
proaktif ~mendukung pelaksanaan Peraturan
Kampung ini dengan untuk membantu PPID
Gampong enjalankan tugasnya dalam proses
penyediaan dan pelayanan Informas Publik

Gampong.

Bab tentang jenis
informas yang wajib
disediakan dan
diumumkan

Pemerintah Gampong

Materinya bisa mengikuti Perki SLIP Desa terkait
dengan jenis informas yang wajib disediakan dan
diumumkan Pemerintah Gampong.

Bab tentang jenis

Sama dengan jenis informasi yang wajib disediakan

informas yang dan diumumkan Pemerintah Gampong, pada jenis
dikecualikan informasi ini juga bisa mengikuti Perki SLIP Desa.
Bab tentang Bisa mengacu pada Perki SLIP Desa, tetapi jika ada

mekanisme atau tata
caramemperoleh

informas.

hal yang spesifik yang bisa dijabarkan dalam Bab ini.

Bab tentang organisasi
pengelolalayanan

informasi Gampong

Daam Bab ini, menguraikan fungs, kedudukan,
struktur, tugas dan wewenang, Pertanggungjawaban,
Sekretariat dan Penatakelolaan, Pengangkatan dan
Pemberhentian

Bab tentang Media
Publikas Informas
Publik Gampong

a. Bab ini menguraikan sarana media apa sgja yang
akan digunakan oleh Pemerintah Gampong untuk
mempublikasikan informas publiknya, mulai dari
penggunaan baliho, website, mediasosial, dst.

b. Daam
Pemerintah Gampong harus memperhatikan aspek
kemudahan (aksesibilitas) masyarakat baik laki-

pengembangan  media  publikas,
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laki maupun perempuan, Kelompok Rentan dan
Penyandang Disabilitas sehingga publikas tersebut
dapat dimanfaatkan secara efektif.

Kerjasama,
Koordinas Dan
Faslitas

Bab ini dapat berisikan bagaimana pola kerjaasama
akan dilakukan oleh Pemerintah Gampong untuk
mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak
baik dari unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi,
Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak lainnya
dalam upaya memperkuat Keterbukaan Informas

Publik Gampong.

. Menguraikan  juga bagamana Pemerintah

Gampong melalui PPID Gampong memberikan
kewenangan untuk membangun koordinasi dengan
PPID Kabupaten/Kota dalam ha pengelolaan
seluruh Informas Publik Gampong.

. Guna mendukung peningkatan kualitas layanan

informasi publik Kampung, Pemerintah Kampung
melalui PPID Kampung harus secara proakif
meminta dukungan pengembangkan kapasitas dari
Pemerintah Kabupaten

Bab tentang Inovas
Pelayanan
K eterbukaan

Informasi

Sebagai bagian untuk memperkuat pelembangaan
keterbukaan informasi, maka Bab terkait inovas
penting sekali diuraikan dalam Peraturan Gampong
ini. Dengan potens dan untuk pelayanan yang
terbaik, dirumuskan target inovas apa yang ingin

dicapai.

. Perlu diuraikan juga bagaimana peran PPID

Gampong dalam menginisias inovas tersebut, apa

sgja yang harus dilakukan.

Bab tentang
Pembiayaan

Perlu juga dicantumkan soal pembiayaan yang
timbul terkait dengan pelaksanaan Peraturan

Gampong ini dibebankan pada Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)
sehingga menjadi  rujukan saat Musrenbang
Gampong.

b. Dibuka peluang juga agar pembiayaan Gampong
Informatif itu yang sumber-sumber pembiayaan

lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Bab Ketentuan a. Babini penting sekali untuk mempertegas apayang
Peralihan harus ada dalam kurun waktu tertentu setelah

Peraturan Gampong ini ditetapkan. Misanya,
paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan
Gampong ini maka (1) pembentukan dan
penetapan PPID Gampong; (2) DIP Gampong dan
DIP Gampong vyang Dikecualikan sudah
ditetapkan.

b. Dadam masa tersebut, penyediaan faslitas
pendukung dan penguatan kapasitas PPID
Gampong dan Badan Piblik Gampong sudah
dilakukan secara bertahap; termasuk Standar
Operasiona Prosedur (SOP) yang dibutuhkan
sudah disusun dan ditetapkan sehingga menjadi

acuan berjalannya Gampong Informatif.

Bab tentang Penutup | Sebagaimana lazimnya sebuah Peraturan Gampong,
pada bagian ini tetap ada penegasan agar Peraturan
Gampong ini dengan penempatannya dalam
Lembaran  Gampong  agar  setiap  orang
mengetahuinya.

Jumlah Bab dan pokok materinya bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
Gampong, uraian dalam Tabel 3.2 di atas hanya contoh sgja. Namun, sebagai Peraturan
Gampong, yang perlu dipastikan pengaturannya tidak lagi sekedar menurunkan ketentuan
yang sudah diatur dalam UU Desa, UU KIP dan Perki SLIP Desa. Namun juga perlu
difikirkan materi yang diatur tersebut benar-benar oeprasional (tidak lagi bersifat umum),
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dapat dijalankan dan merespon kebutuhan dan kepentingan jangka panjang yang ingin
diwujudkan di tingkat gampong. Setiap gampong tentu memiliki kekhasan tersendiri, yang

berbeda antara satu gampong dengan gampong lainnya.

4.2  Penunjukan dan Penetapan PPID

Setiap Badan Publik termasuk Pemerintah Gampong diamanatkan oleh UU KIP untuk
menunjuk Pejabat Pengelola Informas dan Dokumentas (PPID) di lembaganya. Setiap
PPID mempunyai peran penting di Badan Publik, yakni bertugas mengelola informas,
sedangkan peran PPID untuk lingkungan eksternal, yakni bertugas melayani pemohon
informasi. Melihat peran sentral itu, PPID bisa disebut sebagai ujung tombak Badan Publik.

Dalam Perki SLIP Desa dijelaskan bahwa untuk memastikan Pelayanan Informasi
Publik di Desa, maka Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai
PPID Desa sedangkan Kepala Desa merupakan atasan PPID Desa. Akan tetap, apabila
Sekretaris Desa berhalangan maka K epala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat
Desalain. Di sini diberikan peluang bahwa tidak wajib juga Sekretaris Gampong, otomatis
harus menjadi PPID Gampong. Jika memang ada Kaur Gampong yang lebih cakap misalnya
dan memiliki waktu yang lebih leluasa, disarankan Kaur tersebut ditunjuk dan ditetapkan
sebagal PPID Gampong.

Hal yang perlu dipertegas bahwa dalam Perki SLIP Desa, tidak diatur dengan tegas
terkait dengan cakupan Badan Publik di tingkat gampong. Di Gampong itu ada yang
namanya: (1) Pemerintah Gampong; (2) Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peut; (3)
Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); dan (4) Badan Kerjasama Antar Gampong. Dengan
demikian, di dalam Peraturan Gampong perlu dipertegas Badan Publik yang dimaksud itu
bukan hanya Pemerintah Gampong sgjatetapi tiga komponen lainnya seperti tercantum pada
poin (2), (3) dan (4) juga bagian dari Badan Publik.

4.3  Penyusunan Daftar Informas Publik di Gampong

Gampong memiliki kewgjiban untuk menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) baik Daftar
Informasi Publik Yang diumumkan dan disediakan, maupun Informas Publik yang
dikecualikan atau dirahasiakan.
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Penyusunan Daftar Informasi Publik ini

diharapkan dapat memberikan kemudahan

bagi PPID Gampong untuk menyampaikan

akses informasi bagi masyarakat/pemohon
informasi. Kewajiban untuk menyediakan dan
melayani permintaan informasi secara cepat,

tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara

yang sederhana. Selain itu juga membantu

Bagan 6. Kategori Informasi Publik

penyusunan  database  informasi  dan
mengetahui informasi apa saja yang dikuasai serta keberadaaan informasi serta merapikan.

memudahkan inventarisir dokumen, dan pengarsipan dokumen/ sistem dokumentasi.

INFORMASI YG WAJIEB DISEDIAKAN DAN DIUMUMEKAN

—

l IMPCHERAS] PLADLIE |

CASEDIAKAN Dan DML BAKEN ] TERIEDN
PILSALIMIERR
L " E’Eum T |
SECARA BERNALA SETH 0T
| l EIATA MILATA J l

l e

ATAS DASAR PERMINTARN

Bagan 7. Informas Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan

4.3.1 Informas Publik Gampong Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan
1. Informas Publik Gampong yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara
Berkala.
Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa

yang paling sedikit terdiri atas:

33 | Gampong Informatif




a. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi, mis, tugas dan fungs, struktur
organisas, dan profil singkat pejabat;

b. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama
program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran
anggaran;

c. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah
Provins, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan
program;

d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Rencana Kerja
Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desg;

e. peraturan Desatentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
Laporan Kinerja Pemerintah Desayang meliputi paling sedikit:

1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;

g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas.

laporan realisas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

laporan realisas kegiatan;

kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

sisa anggaran; dan

o~ 0w DB

alamat pengaduan;

h. daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa; dan

i. informas tentang hak dan tata cara mendapatkan Informas Publik Desa.
Pengumuman secara berkala dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.

2. Informas Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
Setiap Pemerintah Desawajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat
hidup orang banyak dan ketertiban umum paling sedikit:
a. informas tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam,
hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, dan kejadian luar biasa;

b. informas tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan;

34 | Gampong Informatif




C. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar
komunitas masyarakat dan teror;

d. informas tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang
berpotens menular;

e. informas tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau

f. informas tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN

— SECARA SERTA MERTA
Wajil dismyumkan tanpa penundasn; Menyangkot sncaman terhadap hajst hidup armng banyvak dan
ketertiban e

Informuast okt artbaya mformest yang walib diumumban sehetiba teejodinve keadaan vang dapat
mengancam hajat hidup orang banyvak dan ketertthon umum:

Mohon Maaf

STRIK MATI

PUMARAMAN SANTHIS MEMLTLIN S000 FLy

Bagan 8. Informas yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Standar pengumuman informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta paling sedikit
meliputi:

a. potens bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;

b. pihak yang berpotens terkena dampak bagi masyarakat umum;

prosedur dan tempat evakuas apabila keadaan darurat terjadi;

. caramenghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;

cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

-~ ©® a o

pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum;

g. tata cara pengumuman informas apabila keadaan darurat terjadi; dan

h. upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak yang berwenang dalam
menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
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Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta diumumkan

paling sedikit pada papan pengumuman Desa dan/atau medialain yang lazim digunakan dan

dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

3. Informas Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Setiap Pemerintah Gampong wajib menyediakan Informas Publik Desa yang Wajib

Tersedia Setiap Saat yang paling sedikit terdiri atas:
a Daftar Informas Publik Desa yang paling sedikit beris ringkasan is informas,

- D O O

(]
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pgabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan
informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka
waktu penyimpanan atau masaretens arsip;

. informas tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala

Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang paling sedikit terdiri atas:

1. dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan
dan/atau keputusan tersebut;

peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak;

risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebuit;
rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut;

tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan tersebut; dan

o g b~ w DN

peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.
seluruh dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib disediakan;

. profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

profil Desa;
surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

. surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pel aksanaan tugas

pokok dan fungsinya;

. data perbendaharaan atau inventaris;
. informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan kepala Desa;

. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desg;

. informasi mengenal kegiatan pelayanan Informas Publik yang dilaksanakan, sarana dan

prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya




manusia yang menangani layanan Informas Publik beserta kualifikasinya, anggaran
layanan Informas Publik sertalaporan penggunaannya;

I. Informas Publik Desalainnyayang telah dinyatakan terbukabagi masyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komis Informas dan proses
hukum lainnya;

m. Berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran BUM Desg;

n. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; dan

0. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa

4.3.2 Informas yang Dikecualikan

Pemerintah Desa wajib membuka akses Informas Publik Desa bagi setiap Pemohon
Informas Publik, selain informas yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik.

Pengecualian Informas Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi
yang timbul apabilasuatu informas diberikan sertasetel ah dipertimbangkan dengan saksama
bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya. Pengeculian Informasi Publik Desa dibahas dalam

musyawarah Desa.

4.4  Mekanismedan Prosedur Pelayanan Informas di Gampong

PPID Gampong wajib membuat standar operasional Prosedur (SOP) sebagai bagian
dari sistem layanan informas publik desa. Penyusunan SOP dimaksudkan untuk
memudahkan pel aksanaan tugas kewajiban dan fungsi PPID Desa, keterukuran dan kepastian
layanan bagi pemohon Informasi. Setidaknya, ada sgumlah SOP yang diperlukan seperti :
(1) SOP Pengumpulan informasi; (2) SOP Pembuatan dan Penetapan Daftar Informas
Publik; (3) SOP Layanan Informasi Publik; (4) SOP Pengumuman Informasi Publik; (5) SOP
Penanganan dan Pengaduan Keberatan; (6) dan SOP Penyelesaian Sengketa Informas
Publik.

Dalam penyusunan SOP tersebut, bukan hanya memperhatikan kaidah administras
pemerintahan yang berlaku sehinggarelevan, tidak ada pengaturan yang menyal ahi ketentuan
prosedurannya. Selain itu, dalam penyusunan SOP tersebut perlu jugadiperhatikan menjamin

hak yang sama, adil dan setara bagi semua warga Gampong g, baik laki-laki maupun
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perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan
informas di tingkat gampong.
45  Membangun dan Mengembangkan Sistem Informas dan Dokumentas

Jka merujuk pada UU Desa, sadlah satu kewgjiban Kepala Desa (Geuchik) adalah
memberikan informas kepada masyarakat Desa. Oleh karena itu, perlu dibangun dan
dikembangkan sistem informas dan dokumentas secara bak. Inisias menentukan
“Gampong Informatif” sebenarnya juga bagian dari membanguan dan mengembangkan
sistem dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Gampong wajib membuat dan mengembangkan
sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk

teknis standar layanan Informas Publik yang berlaku secara nasional .

46 Menyediakan Sarana dan Prasarana, Faslitas dan Kelengkapan layanan
Informas Publik

Sarana dan prasarana (sapras) ini menjadi penting sekali yang akan memudahkan
penyediaan dan pelayanan informasi publik di gampong dapat berjalan dengan baik. Sarana
dan prasarana dimaksud mulai dari meja layanan informasi, papan pengumuman, jaringan
internet, tempat dokumentasi atau pengarsipan, tempat pengaduan (komplain) atas layanan
informasi, ruang tunggu, dan media edukas dan sosialisasi, hingga dukungan perlengkapan

untuk digitalisas dokumen.

Penyediaan sapras dimaksud perlu komitmen dari Pemerintah Gampong. Sebab, pasti
membutuhkan anggaran sehigga jika komitmen sudah kuat untuk mewujudkan Gampong
Informatif, penyediaan sapras tersebut pasti tidak akan banyak kendala. Jika pun tidak bisa
seluruhnya disediakan dalam satu tahun anggaran, sangat mungkin dalam dua tahun
anggaran, sapras yang diperlukan tersebut akan tersedia dengan baik. Dalam penyediaannya
pun, perlu dipastikan kemudahan (aksesibilitas) bagi perempuan terutama ibu hamil, lansia,

anak-anak, dan penyandang disabilitas.

4.7  Mengalokaskan Anggaran Layanan Informas Publik

Gampong Informatif akan berjalan optimal apabila didukung oleh ketersedian
anggaran yang cukup dan pengalokasiannya yang efektif, tepat sasaran sesuai dengan
kebutuhannya. Tentunya, dalam menganggarkan pembiayaan tersebut tetap harus sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. K etersediaan anggaran dapat
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digunakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan mengelola
keterbukaan informasi, penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP), sarana prasarana

pendukung, dan kebutuhan lainnya yang relevan.

4.8 Melakukan Monitoring dan Evaluas Pelaksanaan Gampong Infor matif
Pemerintah Gampong juga perlu melakukan monitoring dan evaluas secara berkala
terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di tingkat Gampong. Hasil monitoring
dan evaluas tersebut disgikan dalam Laporan Tahun yang disampaikan kepada
Bupati/Walikota melaui PPID Utama Kabupaten/K ota dengan tembusan Komisi Informasi
Aceh. Tahapan ini penting sekali untuk melihat sgjuahmana keterbukaan informasi publik di
tingkat gampong sudah berjalan, bagaimana partisipas masyarakat, apa sgja kendala yang
dihadapi PPID Gampong misalnya. Karena itu, dalam Musyawarah Gampong laporan
tersebut harus disampaikan juga sehingga diketahui kondisinya oleh masyarakat gampong.

Dengan demikian, sekalipun Pemerintah Gampong sudah menjalankan UU KIP di
gampongnya, sudah ada PPID dan seterusnya, pembenahan dan perbaikan tetap diperlukan.
Perlu terus melakukan terobosan strategis lainnya dalam rangka mendukung Gampong
Informatif sehingga pelaksanaan K eterbukaan Informasi Publik semakin berkualita. Bukan
lagi sekedar prosedur saja melainkan sudah kaya dengan berbagai inovas di dalamnya.

KELENGKAPAN PPID DI GAMPONG
KO Pardenghagan

1 Begulasi Qanun Gampang/ Kampong Tentang Ketertakaan Pengelolan
Infocmasl Peblik
Peratursss Ceussil/Reje/ Kepala Kampong Testang Pergelolasn
Pelayanan Informas! Publik

L SK Penelapan PPID di Gampong Tim Pesgelok

! Desk Lavaman [nformasi L Meja Layanan dan lenghap backdrop PPID
2. lecmulir permchonan Informasl

Feemnulir Pesnvatann Keberatan

Tanda Bukti Permantann informast

Tanda Bubti Penyoenban Dokssen Tnformsd

Huks Register Permosonan manun/online

Rukn Register Keberatan

sor

Maklamat Layanan

Informasl Berkala

Informnasi Seeta derta

Informasi Sedia Setiap Saat

lformast yang dikeesal lban

e

3 Peoynssoan Daftor tndormast Pobtik

+FEPr P AR

Bagan 9. Kelengkapan PPID Gampong
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BAB 5
AYO BERGERAK UNTUK GAMPONG INFORMATIF

5.1 Catatan Penting Dalam M ewujudkan Gampong Infor matif

Belgar dari skema gampong yang sudah mempersiapkan dirinya menuju gampong
informatif, tedapat beberapa catatan penting yang seharusnya menjadi pembelgaran bagi
desa lainnya saat akan mereplikas atau bercita-cita mewujudkan hal serupa. Proses
kolaboras para pihak sangat menentukan karena desa sebagai otoritas kepemilikan wilayah
tidak bisa memastikan dirinya sendiri tanpa dukungan instans terkait, baik di tingkat

kabupaten hingga provins.

Sinergitas tersebut guna memastikan tata cara pembentukan kelembagaan,
mekanisme dan alur permohonan informas serta sengketa infomas publik tersampaikan
dengan optimal. Desa sebagai struktur pemerintahan di level terendah juga harus berinovas
dengan memastikan akuntabilitas dan tranparans mengenai sgjumlah informas yang
dikuasainya seperti potens desa, inovas desa, serta komitmen yang di sampaikan melalui
media yang telah disepakati. Begitupun tentang hasil, manfaat, dan dampak setiap sen
APBDes yang dikeluarkan pada setiap tahun anggaran yang seharusnya menjadi informas

terbuka yang bisa diakses oleh publik secaraluas.

Pemerintah Gampong juga perlu melakukan
‘Jangan lupa, agar semua hal

penting di atas harus bisa

dipastikan menjamin hak yang | penyelenggaraan keterbukaan informasi publik

sama, adil dan setara bagi semua
warga gampong, baik laki-laki

maupun perempuan, evaluas tersebut disgikan dalam Laporan
penyandang disabilitas dan

kelompok rentan lainnya untuk | Tahun yang disampaikan kepada

menc_lapatkan nformasi di Bupati/Walikota melalui  PPID  Utama
tingkat gampong”.

monitoring dan evaluas secara berkala terkait

di tingkat Gampong. Hasil monitoring dan

Kabupaten/Kota dengan tembusan Komis
Informasi Aceh. Tahapan ini penting sekali. Karena itu, dalam Musyawarah Gampong
laporan tersebut harus disampaikan juga sehingga diketahui kondisinya oleh masyarakat

gampong.
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Dengan demikian, sekalipun Pemerintah Gampong sudah menjalankan UU KIP di
gampongnya, sudah ada PPID dan seterusnya, pembenahan dan perbaikan tetap diperlukan.
Perlu terus melakukan terobosan strategis lainnya dalam rangka mendukung Gampong
Informatif sehingga pelaksanaan Keterbukaan Informas Publik semakin berkualita. Bukan
lagi sekedar prosedur saja melainakn sudah kaya dengan berbagai inovas didalamnya.

5.2 Mengubah Hambatan dan Tantangan menjadi Peluang

Setiap niat baik untuk melakukan perubahan di tingkat mana pun, termasuk di tingkat
gampong, pasti akan dihadapkan pada hambatan dan tantangan menjadi peluang perubahan
itu sendiri. Hambatan (dari interna gampong) dan tantangan (dari eksternal gampong) akan

selalu adatermasuk saat mewujudkan keterbukaan informasi di tingkat gampong.

Oleh sebab itu, menjadi penting sekali agar Pemerintah Gampong dapat mengatasi
hambatan dan tantangan dimaksud dengan mengenali juga faktor pendukung yang bisa
digunakan untuk memudahkan mewujudkan gampong yang terbuka ini. Faktor pendukung
tersebub seperti ketersediaan kebijakan mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Desa yang juga mengatur soal keterbukaan
informasi, Peraturan Komis Informas (PerKi) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar
Layanan Informas Publik Desa, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Informas Publik dan SK Gubernur Aceh Nomor 414.2/1891 tahun 2022 tentang
Pembentukan PPID Gampong.

Di ss lain, penting pula mengenali apa saja faktor lainnya yang berpeluang menjadi
penghambat dalam mewujudkan gagasan Gampong Informatif ini. Pengalaman selama ini
menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran yang masih sangat terbatas tentang
mekanisme pembagian jenisinformas publik, ketersediaan sumber dayadi tingkat gampong,
dan alokas anggaran yang tersedia sering sekali menjadikan upaya mewujudkan gamppong
terbuka tersebut tidak dapat berjalan lancar. Tersedia sjumlah jenis aplikasi yang harus
dikelola oleh gampong yang berbasis pada kebijakan nasional, juga bisa menjadi faktor
penghambat bagi gampong dalam memilih jenis aplikas guna memastikan gampong menuju
informatif. Artinya, bagaimana dengan banyak aplikas tersebut dapat dimanfaatkan untuk
memperkuat keterbukaan informasi gampong kepada masyarakat.
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Seiring berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penerapan UU Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik pun mula diperkenakan
keberadaan Pemerintah Desa sebagai Badan Publik. Pemerintah Desa diharuskan dalam
pengelolaan desanya mesti berlaku transparan (terbuka) kepada masyarakat.

) ) Utama P. Sandjaya dan Hadi Prayitno
Berlakunya UU Desa tidak otomatis

pula menjamin akses informasi (2016)  menunjukkan  rendahnya
desa, minimal bagi warganya partisipasi di antara warga masyarakat
sendiri meskipun UU Desa
mewajibkan penyelenggaraan tata dalam proses perencanaan pembanguan
pemerintahan dan pembangunan di desa. Ditemukan bahwa hanya 17

yang transparan.
persen dari anggota masyarakat desa

telah berpartisipas dalam rapat desa untuk membahas RPIMDesa. Salah satu hambatan
dalam partispas masyarakat adalah kurangnya informas mengenai perencanaan
anggaran desa, termasuk informas tentang sumbersumber dana tahunan yang diterima
oleh desa. Hanya sekitar 5 persen dari total responden menyatakan bahwa mereka tahu
tentang rencana kerja desa dan dokumen pendapatan desa dan anggaran belanja. Data
lainnya, hanya sekitar 22% perempuan yang pernah hadir dalam RPIMDES, terlebih lagi,
tingkat kehadiran tersebut terus menurun seiring bergulirnya proses perencanaan
anggaran desa. Pada proses penyusunan APBDes, akhirnyahanya sekitar 17% perempuan
yang ikut di dalamnya.

Penelitian Pusat Kgjian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (2015)
menunjukkan ketertutupan adalah bagian dari tantangan partisipas warga desa dalam
membangun desanya. Ketertutupan pemerintah desa dan BPD, disebabkan olen BPD
yang tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pengawas kinerja
pemerintah desa dan perwakilan masyarakat. Relas BPD dengan pemerintah desa
berjalan tertutup. Hubungan ke kerabatan di antara pemerintah, elite desa, dan wargajuga

ikut menumpulkan jalannyafungs pengawasan di desa.

Situasi demikian sebenarnyaterjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh. Oleh
sebab itu, perlu ada upaya mendorong keterbukaan itu wujud secaranyatadi tingkat desa.
Itulah yang kemudian menjadi semangat Komisi Informasi Pusat (K1P) yang mulai sgjak
tahun 2021 memberikan apresias kepada desa yang informatif di Indonesia. Ketua KIP,
Gede Narayana saat itu berharap desa yang memperoleh penghargaan itu terus
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meningkatkan pelayanan publik dalam keterbukaan informasi. Menurutnya, keterbukaan
informas publik merupakan hak seluruh masyarakat, termasuk masyarakat desa. Oleh
sebab itu, apresias atau penghargaan kepada desa merupakan bentuk komitmen bahwa
keterbukaan informas publik juga dilaksanakan sampai dengan seluruh lapisan
masyarakat di seluruh Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras (Mendes
PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, bahwa saat ini keterbukaan informasi di desa
telah dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya melalui baliho dan pembuatan
papan informas di balai desa. Namun, pastinyaitus sgjatidak cukup, bukan? Ke depan,
dalam rangka mendukung upaya digitalisas informasi, Mendes PDTT sudah
menyampaikan, akan disusun aplikasi e-government padatingkat desa. Mulai tahun 2022
dikembangkan sistem akuntabilitas kinerja APBDesa atau yang kita sebut dengan Sakti
Desa yang menunjukkan kepada publik tentang hasil, manfaat, dan dampak setiap sen
APBDes yang dikeluarkan pada setiap tahun anggaran.

Adapun sepuluh desa terbaik penerima apresias implementas keterbukaan
informas publik tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Sepuluh Desa Informatif di Indonesia Tahun 2021
Nama Desa Asal Proving Alamat Situs Peringkat
Sendang Jawa Tengah http://sendang-wonogiri.desa.id 1
Punggul Bali https.//punggul .desa.id 2
Blang Kolak | Aceh http://blangkolak.desa.id 3
Cibiru Wetan Jawa Barat. https.//cibiruwetan.desa.id 4
Kumbang NTB http://desakumbang.id 5
Kabuna NTT http://kabuna.sideka.id 6
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https://punggul.desa.id/
http://blangkolak.desa.id/
https://cibiruwetan.desa.id/
http://desakumbang.id/
http://kabuna.sideka.id/

Pohea Maluku Utara http://desapohea.id 7

Karangsari DI Yogyakarta | https.//karangsari- 8
kulonprogo.desa.id

Kedungsumber Jawa Timur http:/kedungsumber.desa.id 9

Teluk Kapuas | Kalimantan Barat | https://telukkapuas.desa.id 10

1 Desa Sendang di Jawa Tengah

Sebelumnya pada tahun 2019, desaini masuk 4 besar dalam KIP Awards Provins
Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2021 mewakil Provinsi Jawa Tengah dalam gang
Apresias Keterbukaan Informas Publik Desa Tingkat Nasional Tahun 2021, dan
akhirnyaterpilih sebagai salah satu desainformatif di Indonesia.

Desa Sendang sudah memulai menyiapkan diri menjadi desa yang terbuka sejak
tahun 2018. Komitmen anggaran dari APBDes pun diluncurkan dengan trend yang makin
besar untuk mendukung dan memperkuat keterbukaan informasi di desanya. Data
menunjukan padatahun 2018, dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.500.000, naik menjadi
Rp 7.745.000 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, anggaran kembali bertambah menjadi
Rp 12.100.000 dan kembali naik pada tahun 2021 menjadi Rp 13.600.000. pada tahun
2022, Pemerintah Desa Sendang kembali menaikkan anggaran untuk mendukung

pengelolaan informas di desanya itu menjad Rp 23.000.000.

Proses penilaian KIP tingkat desa pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga Desa
Sendang berpartisipas dalam gjang KIP Award. Dimulai tahun 2018, Desa Sedang telah
mengikuti gjang KI1P Award untuk kategori desa, dan mendapatkan predikat DesaMenuju
Informatif. Sedangkan di tahun 2019, Desa Sedang berhasil masuk nominasi lima besar
di tingkat Provins dengan predikat Desa Informatif. Pada tahun 2021, berdasarkan surat
rekomendasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah nomor 074/K1-JTG/I1V/2021
tertanggal 1 April 2021 perihal Pemberitahuan verifikas KIP Desa tahun 2021, Desa
Sendang masuk nominas lima besar, bersaing dengan empat desa lainnya di Provins

Jawa Tengah. Akhirnya, desa ini mewakili Provins Jawa Tengah ke tingkat nasional
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dalam gang Apresias Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional Tahun 2021,

yang hasil akhirnya masuk dalam sepuluh besar Desa Informatif di Indonesia.

Desa Sendang memang desa yang kaya prestasi, bukan hanya benar-benar terbuka
dalam mengelola informasi. Pada tahun 2018, Desa ini meraih Juara 1 Lomba Pos
Penyuluh Desa (Posluhdes) Tingkat Provins Jawa Tengah. Memperoleh Juara 1 Lomba
Desa Tingkat Kabupaten Wonogiri Tahun 2019. Setiap tahun juga mendapatkan Reward
Hadiah Kurs atas Prestas Lunas PBB sebelum jatuh tempo.

2. Desa Punggul di Bali

Desa Punggul juga berhasil menyabet peringkat 10 besar terbaik nasional dalam
gang Anugerah Apresias Implementas Pelaksanaan Keterbukaan Informas Publik di
Desa. Kepaa Desa Punggul Kadek Sukarma mengatakan penghargaan tersebut
merupakan wujud apresias atas pelaksanaan keterbukaan informas publik, yang telah
dilaksanakan sgjak lama di desa tersebut. Menurutnya, anugerah ini menjadi komitmen
Pemerintah Desa Punggul ke depan, dengan segala upaya untuk dapat meningkatkan
mutu pelayanan publik, memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan. la menegaskan pula bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan informasi, dan terus berkoordinas dengan pemerintah

Kabupaten Badung bersama seluruh stakeholder terkait keterbukaan informasi publik.

Sebelumnya, Desa Punggul ini pada tahun 2019 sudah memperoleh penghargaan
keterbukaan informas publik tingkat Provinsi Bali. Kemudian, tahun 2020 juga masih
terbaik. Lalu, tahun 2021 terus berlanjut. Sang Kepala Desa Punggul tidak menyangka,
hasi| terbaik di Provins Bali itu masuk ke tingkat nasional.

Sebagai Kepala Desa Punggul, Kadek Sukarma ingin mamanfaatkan dan
menerapkan kecanggihan teknologi informas itu di desanya. la pun mulai merintis
tekadnya itu pada 2015. Awalnya, di desa seluas 250 hektar itu ia membangun
infrastruktur jaringan. Lalu memasang internet gratis di tujuh banjar (dusun) dan kamera
pemantau di 32 titik. Tak berhenti di situ, mereka juga membuat program sistem
administrasi kependudukan. Sistem ini kemudian ditingkatkan pada tahun 2018 menjadi
informas Siadek (Sistem Administrasi Desa dan Kelurahan). Sistem ini dibangun untuk
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memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Tak sampal lima menit, surat yang

diurus warganya sudah selesai.

Pada Agustus 2020 lalu, desa ini membuat aplikas bernama Klik Tanahku dan
Pasar Rakyat. Duaaplikas ini diluncurkan oleh Bupati Badung. Aplikasi klik tanahku ini
diyakini menjadi yang pertama di Indonesia. Kepala Desa Punggul Kadek Sukarma
menjelaskan, aplikas klik tanahku, merupakan aplikas yang dikhususkan pendataan
tanah sehingga nantinya sengketa pertanahan bisa dikurangi. Sedang aplikas pasar rakyat
merupakan e-commerce seperti Tokopedia. Semua hasil panen yang ada di masyarakat
dapat dipasarkan melalui aplikas pasar rakyat. Aplikas ini dikelola olen BUMDes
Punggul. Hingga sekarang sudah 4.400 jenis barang yang bisa dipasarkan.

Dengan beragam inovas yang dilakukan itu, menjadikan Punggul sebagai smart
village atau desa cerdas. Peran digital sebagai pendukung keterbukaan informasi publik
memiliki manfaat yang luar biasa saat ini. Desa Punggul sudah mengembangkan semua
pelayanan publik menggunakan aplikasi. Database yang dimilikinya pun akurat. Sampai
saat ini, sudah ada 15 fitur aplikas, seperti SIAK (Sistem Informas Kependudukan)
Desa, SIADEK (Sistem Administras Desa dan Kelurahan), dan SIGADIS (Sistem
Informasi Geografis Administras Desa Terintegrasi). Semua aplikas ini merupakan

kebutuhan bukan karena kepentingan penilaian untuk memperoleh penghargaan.

Desa Punggul juga berupaya memperbaiki kualitas SDM pemerintahan desa.
Salah satunya, dengan mewajibkan setiap pegawai bahkan hingga kepala lingkungan
(Kaling) kursus komputer selama setahun. Pasalnya, berbicara kemajuan digital tanpa
kemampuan SDM yang memadai, itu tidak mungkin. Dengan kemampuan SDM yang
sudah bisa menguasai komputer, selanjutnya untuk mengerjakan tugas-tugas pel ayanan
publik berbasis aplikas akan menjadi |ebih mudah, cepat, akurat, dan valid. Desaini juga
memiliki tim yang bertugas mereport data yang ada, menggunggah informas ke media

sosial.

3. Kampung Blang Kolak | di Aceh

PPID Blang Kolak | melakukan inovas terutama menyesuaikan dengan kondisi
pandemi Covid-19 dengan menghadirkan Aplikasi PPID dan Aplikas Sistem Informasi
Gampong (SIGAP) sehingga mempermudah pemohon untuk mendapatkan informas
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yang diinginkan. Desa ini terpilih mewakili Aceh berdasarkan hasil hasil verifikas
bersama antara Dinas Komunikas Informatikan dan Persandian (Diskominsa) Aceh,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, dan Komis Informas
Aceh (KIA).

Sebelum terpilihnya Desa Blang Kolak | yang akan mewakili Aceh ke tingkat
nasional. tim penilai melakukan evaluas pada dua Gampong yang ada di Aceh, yakni
Gampong Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Bireuen dan Desa Blang Kolak 1,
K ecamatan Bebesen Aceh Tengah. Penilaian yang dilakukan pada dua hal, pertama dari
sis komitmen kampung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID)
Kampung, dan Kedua dari aspek sumber daya manusia yang terlatih. Tim menilai jika
Blang Kolak 1 memenuhi syarat untuk menjadi Gampong yang mewakili Aceh untuk
tingkat nasional.

4, Desa Cibiru Waten di Jawa Bar at

Inovas yang dilakukan Pemerintah Desa Cibiru Waten, Kabupaten Bandung
memang beragam dan menjawab tantangan digitalisas era pandemi. Desa tersebut
memiliki website, aplikasi pelayanan yang bisa diunduh melalui smartphone, bahkan
memiliki radio FM dan tv streaming. Dalam meakukan pembahasan anggaran desa,
laporan pertanggungjawaban desa, BPD hingga badan usaha desa bahkan dilakukan
secara webinar serta live streaming di chanel youtube serta media sosial. Desa memiliki
pewarta yang merupakan pemuda masyarakat desa setempat dengan berbaga inovas

mereka di youtube chanel dan media sosial.

Desaini jugamemiliki banyak spot wifi gratis bagi masyarakat. Radio komunitas,
wartadengan pewartanya, ruang PPID, hingga Saung Desa. Selainitu, Desa Cibiru Wetan
juguamemiliki aplikas desalapor Pemdes dimanamasyarakat bisa akses dengan mudah.
Misal untuk membuat surat keterangan tinggal isi di aplikasi dan ambil print jadi di kantor
desa. Bahkan ada tombol panic buttom bagi masyarakat emergency dan ada tim yang
mendatangi membantu. Website, media sosial, dikelola semua secarainteraktif. Desaini
pun akhirnya menjadi salah satu dari 10 Percontohan Desa Antikorups di Indonesiayang
ditetapkan oleh KPK RI pada 7 Juni 2022.
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Kepala Desa Cibiru Wetan menuturkan dasar tumbuhnya semangat Desa
Antikorups di Cibiru Wetan ini adalah pengembangan sistem Keterbukaan Informas
Publik melalui aplikass Simpel Desa dan Bala Desa yang memberikan ruang kepada
masyarakat untuk mengkritis dan membuat pengaduan terkait penyelenggaraan
pemerintahan desa serta memerankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara
optimal. Untuk mengedukasi masyarakat tentang gerakan antikorupsi, Desa Cibiru Wetan
mempunyal Sakolah Desa, sebagai ruang publik untuk membuka aspek tata kelola,
penyelenggaraan pemerintahan dan memerankan Lembaga Desa.

. DesaKumbangdi NTB

Desa Kumbang, merupakan sebuah wilayah yang berada di wilayah Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Kumbang ini
mekar dari desa induk Danger pada tanggal 19 April 2010. Setelah lebih dari dua tahun
masa transisi, pada pertengahan 2012, beberapa tokoh masyarakat dan pemerintah desa
memufakatkan untuk diselenggarakan pemilihan kepala desa segera, agar stabilitas
pelayanan, pembangunan dan kesgahteraan masyarakat lebih baik lagi. Semenjak
menjabat sebagal Kepala Desa, Muhammad Taufik bersama seluruh jgjaran yang ada
melakukan berbagai persigpan, baik planning, program maupun kegiatan yang dapat

mendukung seluruh pembangunan di segalalini di Desa Kumbang.

Keberhasilan yang dicapai oleh Desa Kumbang dalam pengel olaan dan pelayanan
informas yang terbuka, efektif, efesian dan akuntabel serta cepat bagi masyarakatnya,
sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apa yang dilakukan oleh sang Kepala
Desa Kumbang untuk keterbukaan informasi, seperti akses BLT, PKH, JPS dan bantuan
sosial lainnya berbasis data digital dan online. Karena itu, masyakarat secara langsung
bisa mengaksesnya dan kemungkinan data ganda tidak terjadi serta bisa secara langsung
masyarakat menginput datanya. Dan selain itu, inovas yang mempermudah akses
informas bagi masyarakat desa kumbang yakni melalui saluran radio komunitas

informasi.

Segjak tahun 2017 komitmen Kepala Desa Kumbang menghadirkan informas
yang cepat dan mudah bagi masyarakatnya dalam memperoleh informasi, baik itu
anggaran, program, kegiatan, bantuan dan laporan penggunaan anggaran secara

terbuka. Tidak terlepas dari komitmen dan semangat sang kepala desa yang tetap belgjar
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dan menyesuaikan perkembangan zaman dengan menghadirkan informas berbasisdigital

dan informasi melalui radio komunitas berbasis informasi.

Kekuatan dan keterbukaan informas di desa Kumbang adalah satu cara
memperkecil ruang kerjayang berbelit-belit dan bebas dari korupsi. Maka wajarlah sang
kepaladesa, bagi masyarakatnya adal ah pendobrak,sederhana dan merakyat. Dan bahkan,
masyarakatnya meminta menjadi kepala desa tiga periode dan itulah yang menjadi
keinginan dan harapan bagi masyarakat desa kumbang. Menarik ibrah dari apa yang
dipersembahkan oleh Desa Kumbang untuk Nusa Tenggara Barat, tampil dan menjadi
nominas 10 besar desa dalam penganugerahaan apresias desa keterbukaan informas

yang diselenggarakan Komis Informas pusat.

Dari jumlah desa 1146 yang ada di NTB dan secara Khusus Komisi Informas
Provins Nusa Tenggara Barat membina dan mendampingi serta melahirkan desa
benderang informas yakni 16 desa se NTB dan dari 16 desa tersebut. Desa Kumbang
selalu menjadi desa yang Informatif dalam penilaian keterbukaan infomas yang
dilaksanakan oleh komis informas provins Nusa TenggaraBarat. Ke depannya, menjadi
tugas dan patut dicontoh oleh desa-desa yang ada di NTB untuk belgjar dan pentingnya
keterbukaan informasi di tingkat desadengan membentuk PPID di tingkat desa. Mengapa
penting, sebuah desa ada PPID-nya dan sebagaimana dalam PERKI SLIP Desa yakni
mempermudah, melayani, menyediakan, menerima informas bagi masyakarat di
desa. Dan inilah yang diimplementasikan oleh Desa Kumbang menjalankan amanat UU
KIP dan PERKI SLIP Desa. Hasilnya, selain dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan

bagi desa kumbang bisa menjadi 10 nominasi desainformatif di tingkat nasional.

Desa Kumbang juga sudah jadi percontohan Desa Anti Korups di Indonesia
Desa Kumbang terpilih dari 23 desa yang ada di sepuluh provins di Indonesia Lima
komponen tersebut meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, kualitas

pelayanan publik, partisipas publik, dan kearifan lokal.

. DesaKabunadi NTT

Pemerintah Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, K abupaten Belu membuat
sgiumlah inovas dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Di bawah kepemimpinan

Adrianus Y. Laka, Desa Kabuna berhasil meraih berbagai prestas hasil inovas Desa
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seperti juara 5 nasional lomba perpustakaan desa dan masuk 10 besar nasional dalam
lomba keterbukaan informas publik. Menariknya, prestas ini diraih di masa pandemi
COVID-19 yang mana semua dana desa lebih banyak dimanfaatkan untuk bantuan
langsung bagi masyarakat. Sementarauntuk kegiatan fisik dan pemberdayaan nyaristidak
ada. Namun, dengan kemampuan yang dimilikinya, Kades Kabuna mampu
melakukan gebrakan-gebrakan walaupun anggaran sedikit. Kepala Desa Kabuna,
Adrianus Y. Laka mengatakan, sgjak dilantik November 2019, ia membuat inovas yang
sesuai dengan visi misinya yaitu, keterbukaan informasi publik, pelayanan administras

secaragratis. Semua pelayanan administrasi di desaini gratis.

Untuk keterbukaan informas publik, Kades Kabuna juga melakukan kerja sama
dengan bank untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Masyarakat menerima
bantuan langsung dari bank, bukan lewat desa. Aspek transparans lain yang dilakukan
pemerintah desa K abunaadalah membuat papan pengumuman program kegiatan desadan

dipasang di setiap titik strategis diketahui masyarakat.

Inovas lain yang dilakukan Pemerintah Desa Kabuna adalah meningkatkan
sumber daya manusia dengan membangun perpustakaan desa. Perpustakaan desa ini
dibuka dalam ruang kantor desa dan masyarakat bisa mengakses ke perpustakaan kapan
sgja. perpustakaan desa Kabuna ini menjadi perpustakaan percontohan di Belu. Saat ini
koleks buku kurang lebih 1.100 buku. Desa ini juga sebagai Juara 1 Desa terbaik
mewakili Kabupaten Belu direbut Desa Kabuna dalam lomba Perpustakaan Umum
(Desa/lKelurahan) tingkat Provins NTT tahun 2021 yang diselenggarakan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan NTT sgjak tanggal 24-25 Mei 2021 lalu di Kupang.

Menurut Adrianus, dtrategis yang dilakukan pemerintah desa dalam.
menyukseskan pelaksanaan program inovas adalah kerja sama dan sinergitas baik
dengan BPD maupun dengan masyarakat. Kemudian meminta pikiran dan pendepat dari
stakeholder seperti gergja, LSM dan lainnya. Kepala desa mengoptimalkan seluruh

potens yang dimiliki di desa untuk sama-sama membangun desa.

. Desa Pohea di Maluku Utara

Kepala Desa Pohea, Rudi Duwila menyatakan bahwa penghargan yg diterimaini

menjadi wujud komitmen transparans pemerintah desa di era digitalisas media. la
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mengatakan akan terus melakukan inovas dan meningkatkan mutu pelayanan desa
khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik. Menurutnya, anugerah ini menjadi
komitmen kami ke depan, dengan segala upaya untuk dapat meningkatkan mutu
pelayanan kepada publik, memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Pihaknya juga akan meningkatkan koordinas terkait
keterbukaan informas publik desa, baik dengan Pemerintah Kabupaten, PPID Utama,
Pendamping Desa, dan seluruh stakeholder.

Desa Pohea masuk dalam Desa wisata Nasional tahun 2022, setelah melewati
serangkaian tahapan kuras penilaian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) Republik Indonesia klarifikas kelangkaan data yang ada pada website
Jadesta.com Kemenparekraf.

. Kelurahan Karangsari di DI Yogyakarta

Sekretaris Desa Karangsari, Ari Wibowa menjelaskan bahwa kerja keras yang
sudah dilakukan sgjak 2017 membawa K elurahan Karangsari mewakili DI'Y dalam lomba
apresias desa tingkat nasional. Kelurahan tersebut meraih peringkat delapan kategori
kalurahan terbaik dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik tingkat nasional.
Prestas yang dicapai Kalurahan Karangsari itu, kata Ari, tidak luput dari dibukanyapintu
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses segalainformas yang dibutuhkan.

Segal a kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kalurahan merupakan hasil dialog
yang beris bermacam permintaan dan harapan warga. Setiagp musyawarah padukuhan
semua perwakilan warga dikumpulkan. Dari penyandang disabilitas, warga kategori
kurang mampu, perempuan, semua orang dilibatkan untuk pembangunan Kelurahan

Karangsari.

Warga dari 12 padukuhan di desa itu diberikan akses penuh memperoleh
informas yang mereka butuhkan. Keterbukaan informas publik salah satunya
diwujudkan dalam bentuk pamflet atau baliho. Setiap kegiatan yang dilakukan kelurahan
Karangsari dan pembangunan yang sudah dilaksanakan dapat diketahui langsung warga
melalui media tersebut. Pemerintah kelurahan juga mengunggah setiap kegiatan maupun
peraturan desa di media sosial. Harapannya, masyarakat mengetahui secara detail apa
yang terjadi di wilayahnya.
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Keterbukaan informas publik di wilayah tersebut juga berkat sumbangsh
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terdiri dari 20 orang baik dari unsur
pamong, maupun masyarakat. Keterbukaan informasi publik di Kelurahan ini merupakan
buah dari inovas Internet Madu Sari yang diinisias pada 2017 silam. Madu Sari yang
merupakan singkatan dari Internet Masuk Padukuhan Karangsari di 12 padukuhan. Titik
WiFi publik sebanyak 33 unit. Transmitter Wifi publik disediakan di rumah kepala dusun.
Masyarakat bisa mengakses Internet tersebut secara gratis. Dari situ, mereka bisa
mengakses website kalurahan Karangsari dan mendapat bermacam informasi seputar
kegiatan kelurahan. Di masa pandemi Covid-19 ini, internet tersedia gratis yang sangat
membantu warga. Tentu ini semua tidak terlepas dari komitmen keluhan ini yang sejak
awal sudah menerbitkan Perdes Tentang Inovas Desa.

. Desa Kedungsumber di Jawa Timur

Desa Kedungsumber ini merupakan salah satu desa blank spot, yakni sebuah
kawasan yang tidak tersentuh atau tidak terlingkupi oleh sinyal komunikasi di Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur. Namun, dengan keterbatasan itu, desa ini mampu berinovas
hingga masuk dalam 10 desa terbaik dalam Apresias Implementas Keterbukaan

Informasi Publik se-Indonesia.

Dalam proses seleksinya, desa ini mempresentasikan Keterbukaan Informas
Publik tentang potens desa, inovas desa, komitmen serta menampilkan media
keterbukaan informas yang digunakan, yakni media tatap muka serta media sosia
(facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp). Desa Kedungsumber juga melakukan

inovas Modus Musyawarah Dusun (Modus).

Secara geografis, Desa Kedungsumber kurang menguntungkan. Berada di
pinggiran hutan, atau sekitar 30 Kilo meter (Km) ke arah selatan dengan jarak tempuh 45
menit dari jantung kota. Lahan pertaniannya merupakan sawah tadah hujan-
mengandalkan air hujan. Hanya bisa ditanami padi sekali. Mayoritas masyarakatnya
adalah petani. Desa Kedungsumber memiliki luas wilayah 1.400,37 hektar (Ha), dengan
jumlah penduduk 3.341 jiwa terdiri dari 1.130 kepala keluarga (KK) dan 17 rukun
tetangga. Tersebar di empat dusun yakni Dusun Krajan, Kricak, Tretes, dan Sugihan.
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10.

Namun dengan kekurangan itu, tidak membuat Pemerintah Desaini patah arang.
Justru keterbatasan yang ada dijadikan pelecut untuk membuktikan bisa berprestas di
kancah nasiona. Masadah blank spot, misalnya. Untuk mengatasinya, Pemdes
Kedungsumber memasang wifi gratis di masing-masing dusun untuk memudahkan
masyarakat komunikas melalui seluler. Jaringan wifi tersebut di pasang Dusun Kragan,
Tretes, Sugihan, dan Kantor Balai Desa. Sedangkan Dusun Kricak tidak dipasang wifi
karena tidak masuk area blank spot. Hal tersebut umtuk memudahkan warga mendapat
informasi. Sebab setiap musyawarah hasilnya langsung kita minta untuk disampaikan ke
group WA sampai lingkungan terkecil di RT.

Kardi menjelaskan, banyak sarana yang digunakan Pemdes K edungsumber untuk
menyampaikan program-program yang akan, sedang dan telah dilakukan. Baik melalui
baliho, media sosia, hingga tatap muka sebagai bentuk keterbukan informasi. Seperti
melalui Modus, Pemerintah desa menjaring aspiras warga dari masing-masing dusun
untuk kemudian dibawa ke musyawarah Rencana K erja Pemerintah Desa (RK PDes) guna
ditentukan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Pada musyawarah
RKPDes ini perwakilan dari masing-masing dusun saling mempertahankan usulannya

dengan memberikan argumen sehingga demokrasi benar-benar hidup.

Dengan modus ini dapat meningkatkan partispas masyarakat dalam
pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Sebab, warga tidak sekadar
menyampaikan aspiras dan kritik, tapi juga solusi dari usulan mereka. Terobosan serta
inovas yang dilakukan Pemdes Kedungsumber akhirnya membuahkan hasil dalam

jajaran 10 desaterbaik Keterbukaan Informas Publik se- Indonesia.

Desa Teluk Kapuas di Kalimantan Barat

Desa Teluk Kapuas merupakan salah satu desa yang diusulkan oleh K1 Kalbar
untuk mengikuti penilaian dalam Apresias Desa tingkat Nasional. Pengusulan tersebut
dengan pertimbangan selain dari desa Teluk Kapuas sudah menjalankan prinsip-prinsip

keterbukaan secara maksimal dalam pelaksanaan kerja di pemerintahan desanya.

Desa Teluk Kapuas telah memiliki PPID Desa yang berfungs untuk
melaksanakan kerja-kerja terhadap penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai

ketentuan UU. Dari segi administratif, penyediaan sarana-prasarana, pengel olaan website
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sebaga media resmi pemdes, serta terhadap kewagjibannya untuk mengumumkan,
menyediakan, mendokumentasikan, dan melayani permohonan informas publik,
semuanya juga telah terpenuhi dengan baik. Pemdes Teluk Kapuas juga melakukan
inovas untuk memberi kemudahan akses masyarakat desa terhadap APBDes, dengan
membuat kalender yang memuat laporan APBDes, sehingga menjadi suatu unggulan
yang patut diperhitungkan.

Bahkan, Pemdes Teluk Kapuas telah menerapkan transaks keuangan desa secara
non tunai menggunakan aplikass CMS Desa dan aplikasi Pemerintahan dan Keuangan
Desa berbasis online yang diberi nama Siskeudes. Selain itu, dalam penyampaian
realisas APBdes kepada publik, Desa Teluk Kapuas tidak hanya menggunakan media
baliho atau papan informasi seperti pada umumnya. Namun melakukan terobosan dengan
membuat kalender tahunan dengan mencantumkan Realisas APBDes dalam kalender
yang dibagikan kepada masyarakat luas sebagai bagian dari keterbukaan terhadap
penggunaan dana desa sehingga masyarakat dengan mudah untuk memantau dan

mengawasi penggunaannya.

*kkk*

Di luar sepuluh desa di atas, tentu ada banyak sekali desa-desa lainnya di
Indonesia yang sudah berproses dan menikmati hasil positif saat Pemerintah Desa sudah
menerapkan UU Keterbukaan informasi Publik sesuai dengan kewenangannya. Bahkan
jauh sebelumnya, ada desa-desa yang dengan penuh kesadaran sendiri menerapkan

keterbukaana dalam pengel olaan desanya.

Sebut sgja misalnya seperti dijelaskan Y ossy Suparyo (2018), Desa Dermaji yang
terletak di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Meskipun lokas
geografis Desa Dermagji dikepung perbukitan dan hutan pinus, perangkat desa dan
warganya ogah terkungkung dalam keterbatasan informasi. Mulai 2011, mereka
mengelola media informas berbasis online melaui http://dermaji.desa.id yang secara
rutin melaporkan seluruh program dan kegiatan desa. Selain itu, mereka mengelola
informas dengan memanfaatkan sgjumlah media sosial agar seluruh warga terlibat dan

memperoleh informasi.
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Kepala Desa Dermaji menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pejabat Pengelola
Informasi Desa (PPID). PPID bertugas untuk menyiapkan dokumen dan informasi publik
yang wajib disedikan dan diumumkan secara berkala dan memenuhi beragam dokumen
dan informas yang digjukan oleh para pemohon. Informas yang disediakan secara
berkala antara lain profil desa, susunan organisasi, dokumen perencanaan pembangunan
(RPIMDes, RKPDes, RAPBDes, dan Redlisas APBDes), dan pelaporan kegiatan
selambat-lambatnya satu minggu setelah selesainya kegiatan. Untuk memenunhi
permintaan informasi, Pemerintah Desa menyediakan formulir yang akan diis oleh

Pemohon Informasi.

Untuk meningkatkan partispas masyarakat Desa Dermaji membangun sistem
perencanaan yang memudahkan warga, baik yang tinggal di dalam desa maupun di luar
desa, dapat menyampaikan aspirasi, usulan, dan evaluas atas program-program desa.
Ambil contoh, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (M usrenbangdes) disiarkan
secara online dan dilakukan interaks dengan warga desa yang berada diluar daerah
menggunakan video conference. Untuk mengikuti Musrenbangdes, Pemerintah Desa
cukup menyediakan formulir pendaftaran yang dapat diakses secara online, termasuk
masyarakat dapat menentukan bentuk keterlibatan dalam musyawarah (ikut secara
langsung maupun ikut secaraonline). Praktik ini mendorong mutu program pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat semakin baik. Partispas masyarakat desa dalam
program-program desa juga terus meningkat, termasuk warga desayang ada di luar desa,

baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Desa Dermaji mendapat penghargaan sebagai Desa dengan Website Informatif
dari Komis Informas Provins Jawa Tengah padatahun 2018. Desa Dermaji juga masuk
daam Top 99 Kompetis Inovas Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2019, yang
disdlenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas
Birokras (PANRB) Republik Indonesia. Sebelumnya, desa ini juga mendapatkan
penghargaan Sikompak Award 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut
merupakan pengakuan pada proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa

Dermaji.

Di samping desa di atas, maka gampong di beberapa kabupaten kota di Aceh
sedang berproses dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Gampong tersebut
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yaitu Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kecamatan Aceh Besar, Kampung
Bukit Kemuning Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah, Kampung Puja
Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Gampong Ujung Batee Kecamatan
Pasie Rgja Kabupaten Aceh Selatan, Gampong Meunasah Timu Kecamatan Peusangan
Kabupaten Bireuen, Kampung Merah Mersa Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh
Tengah, Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Gampong
Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan Gampong Peunyeurat
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

Gampong-gampong mendapat pendampingan dari Dinas Komunikas,
Informatika dan Persandian Aceh bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
Aceh. Pemerintah Aceh sekarang sedang mengusulkan 5 gampong untuk mengikuti
Apresias Keterbukaan Informasi Publik Desa tahun 2022.
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menjadi mitra kerja PPID Utama Aceh dan Komisi Informasi Aceh. Abdul juga pernah menjadi
anggota tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Aceh periode 2016-2020.

Sejak Agustus 2016 hingga saat ini, Abdul dipercayakan oleh The Asia Foundation (TAF) menjadi
Konsultan Gender untuk penguatan sejumlah mitranya mulai dari Aceh hingga Papua dan Papua
Barat. Bersama TAF, Abdul menjadi mitra kerja Komisi Informasi Provinsi Papua yang fokus
pada penyediaan kebijakan untuk memperkuat akses informasi di tingkat kampung di Papua.
Sejak tahun 2018 bergabung dengan Flower Aceh hingga saat ini, ia dipercayakan untuk kedua
kalinya menjadi Dewan Pengurus Flower Aceh. Ia dapat disapa melalui emailnya:
na tinta@yahoo.com

Raihal Fajri saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif
Katahati Institute lahir di Aceh Besar pada tanggal 20 Februari
1981. Sebagai Direktur Eksekutif, dia telah menjalankan
operasional lembaga non-profit ini sejak Juni 2013. Pada akhir
2007-2009, Raihal bergabung dengan Katahati Institute sebagai
Project Officer Clearing House Advokasi Kebijakan dengan
konsentrasi utama mendorong adanya pusat informasi dan
advokasi kebijakan terhadap korban gempa dan Tsunami di Aceh
tahun 2004. Sebagai Project Officer, Raihal bertanggungjawab
mengelola informasi dan memastikan dokumen kebijakan yang
dihasilkan dapat digunakan Pemerintah dan pihak terkait dalam
proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dalam pemenuhan hak
dasar korban Tsunami. Keahlian khusus yang dimiliki dalam
program ini adalah analisis kebijakan dan analisis media. Saat ini Raihal juga menjadi salah satu
Tenaga Ahli Komisi I DPR Kota Banda Aceh sejak Mei 2020 yang bertugas memberikan masukan,
saran dan pandangan terhadap perumusan kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi I DPR Kota
Banda Aceh. Raihal pernah menjadi salah satu peserta 2019 Australia-ASEAN Women in
constitution-Building Capacity Development Program pada 25-29 November 2019 di Melbourne
Law School, University of Melborne, Australia.

Tiga tahun sebelumnya, Raihal pernah menjadi panelist mewakili Aceh, Indonesia dalam
Commission on the Status of Women (CSW61) di New York pada 13-24 Maret 2017. Pada
konferensi PBB yang menjadi agenda rutin UN Women setiap tahunnya ini Raihal
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mempresentasikan tentang peran perempuan dalam perdamaian Aceh dengan judul presentasi
“Women's roles in peace building; Support for Truth and Reconciliation Commission in Aceh”.
Pada tahun yang sama November 2017, Raihal menjadi peserta Resister Dialogue on Land, Life
and Rights di Quezon City, Filipina yang membahas tentang demokrasi dan sumber daya alam
menghadirkan perwakilan enam negara ASEAN. Selain itu, sejak Juli-November 2017 menjadi
salah satu anggota Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh
Tahun 2017-2022.

Pada tahun 2013 hingga 2018 bertanggungjawab terhadap Program Penyusunan Strategi
Penurunan Stunting dan Perlindungan Sosial di Aceh yang dirangkai dengan CBDIS serta
bertanggungjawab membangun aplikasi Sistem Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)
Online Kota Banda Aceh bekerjasama dengan UNICEF, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota
Banda Aceh. Selain menjadi fasilitator pendamping SKPA dan SKPK disejumlah kabupaten/kota
di Aceh, Raihal juga pernah menjadi anggota tim seleksi yang bertanggungjawab menilai dan
menyeleksi calon anggota Komisi Informasi Aceh periode 2016-2020 dan periode 2020-2024.

Dicky Ariesandi, lahir di Sabang, tahun 1975, pendidikan terakhir
Teknik Kimia. Bekerja di International Development Program melalui
berbagai organisasi nasional dan internasional, untuk mendukung
program-program pengembangan masyarakat dan perbaikan tatakelola
pemerintahan di Indonesia, sejak tahun 2006 hingga saat ini.

Cut Asmaul Husna S.Ag, M.M, Lahir di Pidie 1978,
Pendidikan STIA Institute Magister Management Indonesia (S2)
Jakarta (2010) dan IAIN Ar Raniry (S1) Banda Aceh (2001), Putri
ke 5 dari Alm.Teuku Muhammad Husen dan Almh. Cut Ummi
Kalsum. Dosen Bidang Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar Aceh. Memiliki
pengalaman menjadi Tenaga Ahli Komisi V Bidang Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga DPR Aceh Tahun 2015-2019, Tenaga Ahli
Komisi IIT Bidang Keuangan, Kekayaan, Aset, dan Sumber Daya
Alam DPR Aceh Tahun 2020-2021, dan saat ini tahun 2022
menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua III DPR Aceh dan
konsultan/tenaga ahli pada UPT Balai Penjaminan Mutu
Pendidikan Aceh Tahun 2022.

Selain itu, Cut Asmaul Husna juga menjadi Tenaga Ahli dan

Kelompok Kerja Komisi Informasi Aceh dan sebelumnya menjadi Advisor/Specialist untuk
Program Education Minimum Service Standard (MSS - CDP) Uni Eropa — ADB di Sumatera
Utara Tahun 2014-2017, Local Public Service Specialist Program KINERJA - USAID di Aceh,
Education Management Specialist Program Basic Education Capacity Trust Fund (BEC —TF)
Word Bank - Kemendikbud di Aceh Tahun 2009-2010, Senior Governance Specialist Program
Local Governance Support Program (LGSP) — USAID di Aceh Tahun 2006-2009. Dengan
memiliki keahlian Bidang Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Pelayanan Publik, Pelayanan
Informasi Publik, Tata kelola pemerintahan yang baik, dan kemampuan public speaking menjadi
sumber daya dalam melakukan penguatan kapasitas dan menjadi narasumber serta moderator
baik Organisasi Pemerintah, Universitas, maupun Organisasi Masyarakat Sipil. Aktif berbagai
organisasi masyarakat, organisasi kebencanaan, gerakan sosial dan buffer aksi di Aceh. Penulis
Buku Aceh 2021 dan Buku Aceh 2022.
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TABEL UPDATE KONDISI PPID KABUPATEN KOTA

Tanggal
. . Nomor Keputusan | Nomor keputusan tentang No. SK Penetapan No. SK Penetapan DIP I Anggaran Layanan
N Kabupaten/Kot N Perat Bupati/Walikot Desk L Al t Web/Aplikasi PPID P h
° abupaten/Kota lomor Peraturan Bupati/Walikota tentang SOP SK PPID esk Layanan Daftar Informasi Publik Dikecualikan amat Web/Aplikasi Informasi Publik enyeranan
Laporan PPID
1 |Kabupaten Aceh Tenggara https: id.acehtenggarakab.go.id

dalam proses penekenan Bapak

2 |Kabupaten Aceh Barat Bupati 241 Tahun 2022 100 Tahun 2022 Ada 838 Tahun 2019 889 Tahun 2019 https://ppid.acehbaratkab.go.id/ Rp60.732.910 15 Maret 2023
upati
PERBUB NOMOR |PERBUB NOMOR 52 TAHUN PERBUB NOMOR 53 PERBUB NOMOR 53
3 Ada : id. 0. i . .
Kabupaten Aceh Besar PERBUB NOMOR 30 TAHUN 2014 30 TAHUN 2014 2022 TAHUN 2022 TAHUN 2022 https://ppid.acehbesarkab.go.id/ Rp40.950.000 20 Maret 2023
4 [Kabupaten Pidie No.42 Tahun 2021 No. 62 Tahun 2018 | No. 042/341/Kep. 23/2021 Ada - - https: id.pidiekab.go.id Rp54.954.215 14 Maret 2023
. Nomor 17 tahun o .
5 |Kabupaten Bireuen PERBUB NOMOR 26 TAHUN 2017 2021 NOMOR 421 TAHUN 2022 ADA - Nomor 16 Tahun 2020 https://ppid.bireuenkab.go.id/ Rp49.999.000 16 Maret 2023
Keputusan Bupati
Aceh Jaya Nomor
555/89/2018 Keputusan Bupati Aceh Jaya
tentang Perubahan Nomor 555/365/2922
Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor| Atas Keputusan [tentang Perubahan Keempat
555/107/2022 tentang Perubahan | Bupati Aceh Jaya | Atas Keputusan Bupati Aceh
Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh | Nomor 428 Tahun Jaya Nomor 284 Tahun
6 |Kabupaten Aceh Jaya Jaya Nomor 26 Tahun 2017 2017 tentang 2017 tentang Ada https://ppid.acehjayakab.go.id/ Rp67.505.400
tentang Pedoman Pengelolaan Standar Penunjukan/Penetapan
Informasi dan Dokumentasi di Operasional Pejabat Pengelola Informasi
Lingkungan Pemerintah Aceh Jaya Prosedur dan Dokumentasi di
Pengelolaan dan Lingkungan Pemerintah
Pelayanan Aceh Jaya
Informasi Publik di
Lingkungan
7 |Kabupaten Aceh Tamiang 12 Tahun 2017 934 Tahun 2017 302 Tahun 2022 Ada 1147 Tahun 2017 https: id.acehtamiangkab.go.id, Rp41.439500
8 |Kabupaten Bener Meriah 15 Tahun 2019 15 Tahun 2019 800/235/SK/2022 ada - 800/673/SK/2022 ppid.benermeriahkab.go.id 34,200.00 7 Februari 2023

Kota Banda Aceh

Nomor 57 Tahun 2021

Nomor 61 Tahun
2021

Nomor 55 Tahun 2023

Ada/Tersedia

Nomor 469 Tahun 2022

Nomor 21 Tahun 2017

https: id.bandaacehkota.go.id,

Rp. 105.077.555

https://ppid.band
aacehkota.go.id/in
dex.php/page/ind
ex/laporan-ppid-
tahun-2022/

Perwal Sabang

Nomor 42 Tahun . . Bagian dari Perwal Tanggal
SK Wali Kota Sabang N https://drive.
Perwal Sabang Nomor 34 Tahun 2015 ( all ota >abang Tomor S:[CTIVE ,Sa Sabang Nomor 34 Tahun 06/02/2023
2017 ( https://jdih.aceh 067/46/2021 ( bangkota.go.id 2017 ( Sedang Pembahasan https://drive.saba
: . . N X . . ps:// .
10 |Kota Sabang . . psl ] I a?e pr https://drive.sabangkota.go.| /index.php/s/ . dengan Bagian Hukum https://ppid.sabangkota.go.id/ Rp109.806.435 s
https://drive.sabangkota.go.id/ind | ov.go.id/dih/view/7 id/index.php/s/oCSmBEicud | mWioQwnFVP https://drive.sabangkota Sekretariat Dacrah ngkota.go.id/index
ex.php/s/ItHtKGzKoSTXwvz ) 46d8bc5-1607-4fd6: 'pI:FD ) W .go.id/index.php/s/ItHtK .php/s/n61xDeg7
9300- € =2 GzKoSTXwvz ) mswilsgh
df182859ed27 )
11 |Kota Langsa No. 35 Tahun 2018 No. 58 Tahun 2017 No. 122/485/2020 Ada No. 516/490.Diskominfo No. 156/040/2019 https://ppid.langsakota.go.id/ 15 Maret 2023

Perbup Aceh Tengah No 78 Tahun

12 | Kabupaten Aceh Tengah 2017 490/PPID/2023 480/199/Diskominfo/2017 Tersedia 555/PPID/2023 489/PPID/2023 https://ppid.acehtengahkab.go.id/ Rp50.000.000 13-Mar-23
13 |Kabupaten Simeulue Ada https://ppid.simeuluekab.go.id/ Rp250.000.000
Keputusan Bupati
Aceh Singkil Nomor
188.45/10/2023
Tentang Standart Keputusan Bupati Aceh
. N Operasional Singkil Nomor
Peraturan Bupati Aceh Singkil Prosedur 188.45/11/2023 Tentang
- Nomor 67 Tahun 2022 Tentang . . . Lo .
14 | Kabupaten Singkil Pengelolaan dan | Pejabat Pengelola Informasi https://ppid.acehsingkilkab.go.id/
Pedoman Pengelolaan Pelayanan .
Informasi dan Dokumentasi Pelayanan dan Dokumentasi Di
Informasi Publik Di | Lingkungan Pemerintahan
Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil
Pemerintahan
Kabupaten Aceh
Singkil
Keputusan Bupati Nagan
Peraturan Bupati Nagan Raya Raya Nomor:
Nomor 11 Tahun 2020 tentang 048/286/Kpts/2022 tentang
15 [Kabupaten Nagan Raya Pedoman Pengelolaan Pelayanan | 1 /<rp 15097 Penunjukan Pejabat Ada https://ppid.naganrayakab.go.id Rp35.000.000

Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nagan Raya

Pengelolaan Layanan
Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten
Nagan Raya Tahun 2022



https://ppid.acehtenggarakab.go.id/
https://ppid.acehbaratkab.go.id/
https://ppid.acehbesarkab.go.id/
https://ppid.pidiekab.go.id/
https://ppid.bireuenkab.go.id/
https://ppid.acehjayakab.go.id/
https://ppid.bandaacehkota.go.id/
https://drive.sabangkota.go.id/index.php/s/mWi0QwnFVPU1aeK
https://drive.sabangkota.go.id/index.php/s/mWi0QwnFVPU1aeK
https://drive.sabangkota.go.id/index.php/s/mWi0QwnFVPU1aeK
https://drive.sabangkota.go.id/index.php/s/mWi0QwnFVPU1aeK
https://drive.sabangkota.go.id/index.php/s/mWi0QwnFVPU1aeK
https://ppid.sabangkota.go.id/
https://drive.sabangkota.go.id/index.php/s/n61xDeg7msw1sgh
https://drive.sabangkota.go.id/index.php/s/n61xDeg7msw1sgh
https://drive.sabangkota.go.id/index.php/s/n61xDeg7msw1sgh
https://drive.sabangkota.go.id/index.php/s/n61xDeg7msw1sgh
https://drive.sabangkota.go.id/index.php/s/n61xDeg7msw1sgh
https://drive.sabangkota.go.id/index.php/s/n61xDeg7msw1sgh
https://ppid.langsakota.go.id/
https://ppid.acehtengahkab.go.id/
https://ppid.simeuluekab.go.id/
https://ppid.acehsingkilkab.go.id/
https://ppid.naganrayakab.go.id/

Nomor 389 tahun

dalam proses

http:

id.acehbaratdayakab.go.id,

Rp31.462.000

Kabupaten Aceh Barat

Daya

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 11 Tahun 2017
Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Daya, untuk tahun 2023 dalam

2017 tentang SOP
Pengelélaan. dal
Informasi Publik
untuk tahun 2023
dalam proses Revisi

am proses Penetapan

dalam proses
Penetapan

Penetapan

Nomor 065/459/2022

https://ppid.gayolueskab.go.id/

Rp49.946.000

17 Maret 2023

proses Revisi
Nomor 18 Tahun

Nomor 489/45/2022

Ada/Tersedia

Kabupaten Gayo Lues

Nomor 18 Tahun 2020 2020

16 Maret 2023

Perbup Nomor 20 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pelayanan

Keputusan Sekretaris

Dalam proses

dalam proses
Penetapan

https://ppid.acehselatankab.go.id/

Rp78.364.000

22 |Kota Subulussalam

Peraturan Walikota Subulusalam
Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Kota
Subulussalam.

188.45/179/2017
tentang Standar
Operasional
Prosuder Pelayanan
Informasi Publik
Pengelola Layanan
Informasi dan
Dokumentasi di
Lingkungan
Pemerintah Kota

tentang Perubahan
Keputusan Walikota
Subulussalam Nomor
188.45/50/2017 Tentang
Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah
Kota Subulussalam

No0.555/167/2022 tentang
Penunjukan Pejabat

dan Aplikasi PPID :
ppid.subulussalamkota.go.id

di Tahun 2022-2023 tidak
terdapat Post Anggaran

Informasi Publik Dilingkungan
Pemkab Aceh Selatan,
Kabupaten Aceh Selatan diperbaharui dengan SK Bupati | 01/SOP/PPID/2017 | Daerah Kabupaten Aceh Ada Penetapan
Nomor 103 Tahun 2020 tentang Selatan Nomor 178/2022 P
Penetapan Layanan Informasi dan
Dokumentasi dilingkungan Pemkab
Aceh Selatan
Nomor 215 tentang
Nomor 60 tahun 2018 tentang Npmor 672 Tahun 2019 Penetapan.Daftar
Pedoman Pengelolaan Pelayanan tentang Penetapan Pejabat Informasi dan
19 |Kabupaten Pidie Jaya ene Yanan | No. 60 Tahun 2018 € enetapan Pejat Dokumentasi Publik di
Informasi dan Dokumentasi di Pengelola informasi di Lingkungan
ingku
Lingk Kab. Pidi Lingk Kab. Pidi
ingkungan Kab. Pidie Jaya ingkungan Kab. Pidie Jaya Pemerintahan Kab. Pidie
Java
20 |Kabupaten Aceh Utara https: id.acehutara.go.id
21 |Kota Lhokseumawe Nomor 358 Tahun 2019 800/008/2022 Nomor 229 Tahun 2021 Ada - - www.ppid.lhokseumawekota.go.id Rp16.000.000 15 Maret 2023
Peraturan Walikota
Suk:\‘ucl):jzlram SK Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45/184/2021
Alamat Web : subulussalamkota.go.id
Rp22.667.000

25 Januari 2023
di kirim ke KIA

23 | Kabupaten Aceh Timur

Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh
Timur. dan yang terbaru Tahun
2023 Masih dalam Proses revisi
untuk ditanda tangani Pj.Bupati

No.555/474/2021

Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kab. Aceh
Timur.dan No.
555/143/2022 tentang
Penetapan Tim Fasilitas
Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik Dalam Kab.

Aceh Timur Tahun 2022

Ada No.555/458/ 2019 No.555/444/2019

https://ppid.acehtimurkab.go.id/

untuk Layanan Informasi

Publik

via pos
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http://www.ppid.lhokseumawekota.go.id/
https://ppid.subulussalamkota.go.id/
https://ppid.subulussalamkota.go.id/
https://ppid.subulussalamkota.go.id/
https://ppid.acehtimurkab.go.id/

Lampiran Link Publikas Berita tentang K eterbukaan Informas Publik dan

Pendukungnya

Laporan PPID Aceh 2022



Link Publikasi Berita tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pendukungnya

No

Judul

Link

Tanggal

SPBE Pemerintah Aceh Terbaik se-Sumatera

https://baranewsaceh.co/spbe-pemerintah-aceh-terbaik-se-sumatera/

3 Januari 2022

https://infopublik.id/kategori/nusantara/606277/dinas-pangan-aceh-pajang-struktur-

2 |Dinas Pangan Aceh Pajang Struktur Organisasi . 14 Februari 2022
organisasi
3 |[Kominsa Aceh Beri Pelatihan Jurnalistik Desa https://harianrakyataceh.com/2022/02/22/kominsa-aceh-beri-pelatihan-jurnalistik-desa/ 22 Februari 2022
https://aceh.tribunnews.com/2022/02/22/diskominsa-latih-40-operator-gampongdi-bireuen-
4 |Diskominsa Latih 40 Operator Gampong di Bireuen Menjadi Jurnalis Desa p, //, N 3 / [02/22] B £ampong 22 Februari 2022
menjadi-jurnalis-desa
h ://inf lik.id/k i 704/diskominsa-aceh-latih-40-kig- -
5 [Diskominsa Aceh Latih 40 KIG Tentang Jurnalistik Desa N Lps .//|.n opublik.id/kategori/nusantara/608704/diskominsa-aceh-latih-40-kig-tentang 22 Februari 2022
jurnalistik-desa
Diskominsa Aceh Gelar Rapat Tindak Lanjut Penerapan Tata Kelola https://infopublik.id/kategori/nusantara/611389/diskominsa-aceh-gelar-rapat-tindak-lanjut-
6 . ) . B B 3 4 Maret 2022
Pemerintahan Berbasis Elektronik penerapan-tata-kelola-pemerintahan-berbasis-elektronik
https: hprov.go.i ita/k i/iptek-sains/diskominsa-aceh-gelar-pelatihan-admin-
7 |Diskominsa Aceh Gelar Pelatihan Admin Pengelolaan Open Data ttps://acehprov.go.id/berita/kategori/ iptek-sains/diskominsa-aceh-gelar-pelatihan-admin 28 Maret 2022
pengelolaan-open-data
8 https://humas.acehprov.go.id/asisten-sekda-luncurkan-tim-insiden-keamanan-siber-aceh/ 17 Mei 2022
Asisten Sekda Luncurkan Tim Insiden Keamanan Siber Aceh
9 https://nukilan.id/asisten-sekda-luncurkan-tim-insiden-keamanan-siber-aceh/ 17 Mei 2022
BSSN dan Pemda Aceh: Launching Aceh-CSIRT Tonggak Dimulainya https://bssn.go.id/bssn-dan-pemda-aceh-launching-aceh-csirt-tonggak-dimulainya-kolaborasi-
10 |Kolaborasi Intensif Pengelolaan Keamanan Siber antara Pemerintah Pusat intensif-pengelolaan-keamanan-siber-antara-pemerintah-pusat-dengan-daerah-di-ujung- 17 Mei 2022
dengan Daerah di Ujung Barat Indonesia barat-indonesia/
11 |Pemerintah Aceh Luncurkan Aceh-CSIRT https://infopublik.id/kategori/nusantara/632448/pemerintah-aceh-luncurkan-aceh-csirt 17 Mei 2022
12 |Tim Insiden Keamanan Siber Aceh https://habanusantara.net/2022/05/tim-insiden-keamanan-siber-aceh.html 17 Mei 2022
13 |Pemerintah Aceh Luncurkan Tim Insiden Keamanan Siber Aceh https://waspada.id/aceh/pemerintah-aceh-luncurkan-tim-insiden-keamanan-siber-aceh/ 17 Mei 2022
1 Indeks SPBE, Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023- |https://infopublik.id/kategori/nusantara/633048/indeks-spbe-indikator-tujuan-dan-sasaran- 19 Mei 2022
2026 pembangunan-aceh-tahun-2023-2026
15 |Upaya Perbaikan SPBE di Tanah Rencong https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/upaya-perbaikan-spbe-di-tanah-rencong 19 Mei 2022
16 |Penerapan SPBE Terus Ditingkatkan Pemprov Aceh https://sindikatpost.com/2022/05/21/penerapan-spbe-terus-ditingkatkan-pemprov-aceh/ 21 Mei 2022
17 Pemerintah Aceh lkuti Evaluasi Lanjutan Kompetesi Pengelolaan Pengaduan |https://infopublik.id/kategori/nusantara/635535/pemerintah-aceh-ikuti-evaluasi-lanjutan- 27 Mei 2022
Pelayanan Publik Kementerian PANRB kompetesi-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-publik-kementerian-panrb
https://d .aceh .go.id/berita/kat i/sekretariat-d -aceh/d -aceh-
18 |DPMG Aceh Sosialisasikan PPID Gampong di Aceh Tengah psi//dome.acehprov.go.d/berita/kategori/sekretariat-dome-aceh/dome-ace 30 Mei 2022
sosialisasikan-ppid-gampong-di-aceh-tengah
19 Rapat Koordinasi dan Evaluasi PPID Pelaksana sekaligus Penyerahan https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/sekretariat/rapat-koordinasi-dan-evaluasi- 31 Mei 2022
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik ppid-pelaksana-sekaligus-penyerahan-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik
20 Bupati Aceh Tengah Buka Penguatan KIG sebagai Sumber Daya Pemasaran https://infopublik.id/kategori/nusantara/636992/bupati-aceh-tengah-buka-penguatan-kig- 5 Juni 2022
BUMG dan Produksi UMKM sebagai-sumber-daya-pemasaran-bumg-dan-produksi-umkm?show=
https://infopublik.id/kat i t 639284 /wali-kota-banda-aceh- ikan-I -
21 [Wali Kota Banda Aceh Resmikan Layanan PPID Gampong Peunyerat 'ps //infopublik.id/kategori/nusantara/ /wali-kota-banda-aceh-resmikan-layanan 10 Juni 2022
ppid-gampong-peunyerat
Open Data Provinsi Aceh Adakan Pelatihan Pengelolaan Portal Open Data https://www.diskominfo.acehbesarkab.go.id/berita/kategori/kegiatan-rutin/pengelola-open- .
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